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PRAKATA

Alhamdulillah Puji syukur kehadicat Allah SWT atas karunia-NYA sehingga
Penulis dapal mempungkon buku ini dengan judul **Akfa Novaris Dalam
Pembuktian Perkara Perdara dan Peskembangan Cyber Notary®”,

Buku ini ditulis dalam rangka mengembangkan keilmuaan hukum terkait
dengan Hukum Kenotanaan dan Hokum Pémbuktian. Dua bidang hokum
dalam lapangan Hukum Keperdatsan vang sangat erat kairannyn, Karena
cksistensi akta autentik yang diciptakan oleh Notaris dalam jabatan profesinya
mierupakan salah satu bagian dar: Alat Bukt Tulisan atu Sorat dadam Hukum
Pembuktion di Nepara ind, Kedodukan Akta Autentik sebapai alat bukt yang
sempurng dan mengikat, menjadi penting untuk dikaji lebib jauh apalagi dalam
niansa perkembangan hukwn dian teknologh dewasain,

Terimakasih Penulis ucapkan pada semua pibak yang telab mendukung
sichimgzga terciptanya buku ing, kelvarga dan para kolega yang sangat mendukung,
juga terumakasih kepads rekan penulis vang juga merupakan scorang sarjana di
bidang kenotanatan vakni saudan Siti Rosydah Hamdan, SH MEnR. yang jugs
membaniy memberikan ambaban kajan pada buku m sehinges -kami dapat
berkolaborasi dalam menyesun buku i, Terimakasih pula pada penerbit yang
bersedia menerbitkan buku i, Semoga buku int bermanfaat untuk kita semua.

Kehadiran Buku ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yvang tertark
untuk mengetshui dan mendalami persoalan hukum pembuktian dalam perkan
perdata dalam relevansinya dengan alat bukh surat atan tulisan berupa akta
notaris, Semogn keberadaan buku im menambah kepustakaan hukom di Negara
1.

Banjarmasin, Juli 2020
Penulis
(Dr.Rahmida Erlivani.sH.MH)

Dir. Raahnwida Erlivani, SHMH | v






KATA SAMBUTAN

Gurg Besar Dmu Hukum Fakaltas Hukum
Universitas Brawijava Malang

Sava menyambui baik kehadiran buku vang ditulis sandara Dr.Rahmida
Erlivani, SH MH dan Siti Rosydah Hamdan, SHMEn. Yang berjudul “Akta
Notariz Dalam Pembuktian Pevkara Pevdara dan Perekembangan Cvber Novarny™,
Sejalan dengan perkembangan hukum dan feknologi dewasa ini, kehadiran
bk imi di fengah perkembangan ilmu hukuom sekarang ini merupakan angin
sggar bagi nuansa akademik. dibacapkan buku menambah kepustakaan ilmu
hukum di negara ini, dan buku ind bermanfaat bagl semuea kalangan, baik
mahasiswa, akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan wawasan
keilmuan terkait persoalan hukum dan teknologi serta hukum pembuktion,
Saya berharap buku i bukan karva terakbir Penuhs, semoga pada masa
vung akan datang saudara Penulis ini akan terus berkarva dan melahirkan
de dan pemikiran vang febih baik lagy dalam keilmuan bukum: Semoga ide
dan pemikiran Penulis membawa keberkaban dalam perkembangan ilmu
pengetahuan hukum di Negara im.

Malang, Juh 2020

Frof.Dr. Thohir Luth, MA

D Rahouda Erliyvan SH.MH | vii
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BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1. HURKUM ACARA PERDATA

sistem hukum perdata dibedakan menjade hukom perdam vang bersifat
materil dan hukum perdata yang bersifal fonmal. Pada Lapangan hukum Merdata
istilah hukim pérdata formal senng dikenal jugs dengan istlah hokom acam
perdata; sedanpkan hukum perdata matenil lebih senng disebul hukum perdata,

Hukum AcaraPerdataadalahserangkaianhukum yangmengatur bagaimana
mienegakkan hukum perdata materiil, Hukum Acars perdata digunakan uniuk
micnvelesaikan perkara-perkara perdata di pengadilan, baik pengadilan dalam
lingkungan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Asema atu juga pada
lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Namuon pada masing-masing
lingkungan Badan Peradilan itu entunyva memiliki kekhosusan torsendin sesuai
peraturan perundang-undangin yang beriaku, Pada Badan Peradilan Agama
misalnya berlaku LU Mo 7 Tahun 1989 yvang di ubah dengan ULT No 3 Tahun
2006 kemudian dinbah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang No 50
Fahun 2008 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang 1ty mengamr
beberapa ketentuan vang sifatnva khusus untuk hukom acars di lingkungan
Badan Peradilan Agama, selain juga etap mengacu pada Ketentuan yang ada
di kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW { Burgerlijke Wethook voor
Indomesiadan HIR (Hevzieme inlamdech Reglomont) dan BBy (Rechirerlfement
Voor De Spitengewesten), serta peraturan lainnya vang berlaku di Peradilan
Umum. Di lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara (TUIN) berlaku
ketentuan yang lebih khusus pula di atur dalam Undang-Undang ersebut
rentang hukum acara pérdata di Peradilan Tata Usaha Negara ( TUN).

D Rabimida Erlivan, SEHMI |



Secara umum orang kebanyakan mengenal istifah “Hukum Acara Perdatn™
adalabh hukum formal perdata untuk penyelesaian perkara i lingkungan
peraditan umum. Adapun pengeriannya dapal kna lihat pendapat Krisna
Harahap' mengungkapkan istilah hukum acas perdata adalah Preces Rehratan
Foymeol Reelt, Hukum Acary Perdaty bersifal privagirecht artinya lergantung
pada hak persecrangan, Inisian duajukan gugatan atau tdak ada pada kehendak
persecrangan atau pribadi pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan.

Hukum Agurs Perdata menurut beberapa pakar, vaitu @

3 Sudikno Mertokusumo

Hukum Acara Perdata  adalah persturan hukum vang mengntur
bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukem perdata materdil dengan
perantaraan hakim’,

b. Remowulan Sulinnho

Hukum Acara Perdata dizsebut juga hukum perdata formal yaim
kesemuanya kawdah hukum yang menenmukan dan mengatur cara bagaimiana
metaksanakan hak-bak dan kewajiban-kewajiban perdata schagaimana yang
diatur dalam hukum perdata materil®
Hukum formal st hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentean

dengan tujuan memberikan pedoman dalam vsahs mencan kebenaran dan
keadilan bia torjadi perkosaan atas suat kelentoan bukum datam . okem
maerinl vang beradi memberikan kepads hukum dalam hukum acara suak
hubungan vang mengsbdi kepada hukum materiil, Hukum Acara adalah
serangkaian lingkah vang harus diambil seperti yang dijelaskan oleh undang-
undang pada saat suatu kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan dan
kemudian diputuskan oleh pengadilan.

Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan
melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata
miteril denpan perantarmon kekunsaan negara. Perantiarann negara dalam
mempertnhankan dan menegakkan hukoum perdata matériil i terjadi melalu
permdilan. Cara milah yange disebul dengan Lengasi,

"Eorsna Hiarshap Muka Acars Perdare Clas Aotion, Arbirase & Alterranf seria Mediasi,
Bandung : T Crradigs, 2005 hlm. 1
“Sndiknn Menokosummo, G O6

Rewmcewadin Sanantio, Mukam Acarg Peedota dalem Teerd dan Prakek. (Banlung - Alamni,
[ SRS hlm 11
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Hukum acara perdata adalah mngkamn-rangkaan peraturan-permturan
yang memual card bagaumana orang hams bertindak tedhadap dan di muoka
pengadilan dan card bagaimana pengadilan itu herus bertimdak, Sstu sama lain
untuk melaksanakan beralannys peraturan-peraturan hukum perdata,

Pendapat lain yakni menurut Prof Seepomo *mengatakan bahrwa dalam
peracilan perdata tugas Hakim ialah mempenahankan tata bukam perdats
(burgerlijke rechisorde), menetapkan apa vang ditentukan oleh hukuny untuk
suatu perkard perdata. Adapun Prof Subekt dan R, Tjitrosoedibio, merumuskan
konsep bahwa Hulum Acara Perdata adalah keseluruhan daripada ketentuan-
ketentuan hukum vang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum perdata
dapat ditegakkan dalam hal penegakan dikehendaki, berhubung tenadinya
suatu pelanggaran dan bagainmana ia dapat dipelihara dalam hal suatu tindakan
pemeliharaan yang dikehendaki.berhubung terjadinya suatu peristiwa perdata.®
Menwut Roihan A, Rasyid jika ditank kesimpulan dan berbagai pendapat
tersebut maka dapatlah diromuskan adanya dua unsur sebagai obyek vang
diatur oleh Hukum Acara Perdata yakni : (1) crang vang maju bertndak ke
muka pengadilsn karcna tengadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang
perlu ditertibkan kembali, (2) Pengadilan it sendiri. vang akan menertibkannya
kembali hukum perdata vang telah dilanggar olch seseoring atau kelompok
tertenty yang merugikan hak orang atau pihak lain®

Jika kita cermati aps vang dirumuskan pars ahli hukem inn maka kita dapat
pahami bahwa baik hukum acsra perdata mavpun hukom acars pidana sama-
sama uniuk menegakkan hukum matenil di bidangnyva masing-masing. Namun
proses untuk menegakannya berbeda prosesnyva, schingga proses menegakan
hukum materil itulah sebagai hukum acara atzu hukum formal. Hokum formal
perdata atau Hukum Acara Perdata serangkaian aturan hukum yang mengatur
bagaimana menegakan hukum perdata matenil jika dilakukan pelanggaran vang
merugikan hak keperdataan pihak fain, sepanjang pihak yang merasa dirupikan
mengajukan penyelesaiznnya secars hubum ke pengadilan.

Pada Lapangan Hukum perdata sesungguhnya ada dua jalur penegakan
hukum, baik secara jalur lifigasi maupun pon litigasi, pada jalur littgasi im
miaka hukumn aeara perdafa sangit dibutuhkan untuk penegakan hukony melalu

“Bhad
“Rasihan A Ragyid, Hukuo doara Perdailan Agam, Talkarti: PT Raga Grafindo Porkasa hlm, 7
“Thad, him_ #

U Rahmida Erhiyan, SH.ME (3



lembaga pengadilan pada Badan Permdilan Umuom, Badan Persdilan Agama
maupun Hadan Peradilan Tam Uisaha Negara. Untuk jalur non litigasi maka i
ndak diperlukan hukum acars perdata karena disini jusiru persetujuan atay
kesepakatan yang lebib wtama untuk menyelesatkan sengketn keperdatasn itu,

2, HUKUM PERDATAMATERIIL DANHUKUM PERDATA FORMAL

Sehagaimana sudah divratkan bahwa kita mengenal 1sbilah Hukwm
Perdata matenl dan hokum perdata formial. Hukum Perdata materil adalah
perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum seria hukum-hukum apa vang
dapal dijatuhkan. Hukum materiil menentukan isi sesuatu perjanjian, suatu
perhubungan ataw sesuatu perbuatan. Hukum Perdata Matenil merumuskan
melenilsuatu hubungun hukum. atau perbuatan hukum-dan bagaomana akibat-
akibat hukumnya vangpositifmaupunakibathukum vangnegative vang dapat
menjadi dasar suatu gugaran perdata jika memenuhi suatu klasifikasi perbuatan
apakah melawan hukum atau wanprestass atao inghar jangi.

Hukum perdata formal adalah cara mempertahankan atay menjalankan
peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum farmal it
menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formal o
lazim dischut sebagai hukum acara, bertujuan hendak memelihara dan
mempertabankan hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulad tampak
danmenonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Hokum
acara merupakan ketentuan hukum yang ditujukan untuk kepentingan
masyarakal dalam mencapai keadilan,” karena hukum acama merupakan hukum
vangdigunakandalammene pakkan huk ummateriil dansangateratkaitannya
dengan peradilan atau lembuga atau mstitusi penegakan hukum. Pada prinsipnya
bahwa hukum formal bertugas menegakkan bukum material, Hukum perdata
formil mengabdi pada hukum perdata materiil.

Peraturan penindang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan
berlaku sampan saat 1ni tersebar dalam berbagar peraturan perundang-undangan,
bark peraturan perundang-undangan penimggalan Pemenntah Hindia Belanda
maupun peratyran perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik
Indonesia vattu antara lam terdapat dalam:

. Het Herstene Induiexisech Reglement (HIR)

* Assadullnh Al Farseg, Mk Acava Peeadilon Fstam, Yogyakarn : Pusiaka Yuostisao, 2008 him. 3
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Iel

fed

o

=

flet Rechivreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Reglement op de Burgelifke Rechiwvordering voor Evrapeanen (RV):
Buku IV Burgerlijk Werbaek {BW ) tentang Pembuknan dan Daluwarsa;
Reglement ap liet howden der Regisiers van den Burgerfifke stand vaor
Europeanen;

Replement Burgerliike Stand Christen Indohesizoh;

fegplement op het howden der Register-van dﬁiﬁiirgedﬁ.ﬂfﬂ‘:rrundwmrdu
Chineezen;

- Undang-Undang Nomor 20 Tabun 1947 tentang Peradilan Ulangan di
Jawa dan Madura;

. Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan,

. Undang-Undang Nomoer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor § Talun
2004 dan terakhir Undang-Undang Nomaor 3 Tahuon 2000
. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 1986 tentang Peradilan Umium
schagmmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2000,
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman
sehapaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomos 4 Tahun
20104 dan terakhir Undang-undang No, 48 Tahin 2000

3. PROSES PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Salah samu perscalan pokok dalam hukum acara perdata (maupun dalam
hukum acam pidana) adalah persoalan pembuktian schingga ndak berlehiban
kalaw sering dikatakan, masalah hokum adalah masalah pembuktian di peng-
adilan. Olch karena it peran dan pembukian dalam suatu proses hukum di
pengadilan adalah sangatl penting®

Oleh karena proses penvelesatan sengketa di muka peradilan adalsh
untuk: mencan kepastian hukum terhadap swaty persoglan hukum. Proses
vang dilakukan peradilan adalab bagian vang penting dalam menegakkan
hukum materiil yang berlaku. Menegakkan hukum materiil maka memerlakan

* MunsirFuasdy, Feord Hukeim Pemmbokeion (Pliana dan Perdata), (Bandung, PT.Cira Adityabaki,
2006 him_ |
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seperangkat atwran formal, salah satu yang cukup penting dalam-aturan formal
peradilan guna menegakan hukum matenil adalah pembuktian,

Pembuktian merupakan suatu sistem vang tersusun dan saling mendukung
puna kepentingan untuk menemukan bukti-bukt kebenaran akan suatu hal
pada penyelesaian sengketa. Pada tahapan pembuoki:an inilah Hakim akan dapat
menggali berbagai kebenaran baik formal maupun materil guna kepentingan
penyelesaian perkara dengan menemukan konstruksi penyelesaian yung
semestinya sehingga melahickan produk hukum pengadilan vakni putusan
hakim.

Pembuktian  dalam perkara perdatz. di  Peradilan.berkenaan  dengan
pengajuan berbagai alat bukti meliputi, Alat bukt talisan Alat bukti saksi.Alat
Hukti Persangkaan, Alat Bukti Pengakuan dan Adat Bukti Sumpah.

Proses pembuktian adalah suatu twhapan yang ada dalam hukom acarm
perdata selama i schagaimang vang disebutkan dalam HIE maupun RHEg,
Prosies Pembuktian adalah proscs dimana para pihak yang herperkara perdara
di pengadilan diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukis yang suh
di depan Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara mereka, puna menguatkan
dalil=dalil vang merekon kemukakan dalam peroan tersebut.

4. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMBUKTIAN

Hokum pembuktian: diartikan: sebagar seperangkat kaidah hukum yang
mengatur tentang pembukiian *Sédangkan yang dimaksud dengan pembukiian
dalam o hukum-adalaly suatu proses, bak dalam acara pendata manpun pidana,
dimana dengan menggunakan alal-alat bukt yvang sab, dilakokan timdakan
dengan prosedur khusus, untuk mengetahut suaty fakta -atas permyatasn,
khususnya fakta atau pemyataan vang dipersenghetakan i pengadilan, yang
disjukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu
benar atau tdak seperti dinvatakan i,

Pengertian membuktkan menurut Sudikng Mertokusume, mengandiig
behernpa arti, yam: "

“Munier Fuady, fbid,
"

"' Budiknp Mertekusumo, Mk Acarg Perdate fndenesia, Y ogyakarta: Liberty Yooyakana,
0k,
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p) Membuktikan caiam armi logis ataelmmah

Membuktikan berairti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku

bagi setiap orane dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan,
b) Membuktikan dalam ani konvensionil

Membukiikan borarti memberikan kepastian vang misbi/relatf sifainya
yvang mempunyai tinghkatan-tingkatan |
- kepastian yang- didusarkan atas perassan belaka‘bersifal mstuil

(eamvigtion iniime)

- kepastian yang didasarkanatas pertimbangan akal (comviction raisonnee)
¢} Membuktikan dalam hukum acara mempunyal arti vuridis,

D4 datam il hukum tdak dimungkinkan adanya 'p‘ﬁ'l]h‘lll-‘.l‘i'ﬁ!'l Vvang
logis dan mutlak yvang berlaku bagi setiap orang serta menutup segals
kemungkinan adanya bukti lawan.

Pembuktian dalam arti yuridis m hanya berlaku bag pihak-pihak yang
berperkara atau vang memperoleh hak. dari mercka. Dengan ' demikian
pembuktinn dalam arti yuridis tidak menoju kepada kebenaran mutlak;
Pembuktion sceara yuridis tidak lain adalah pembuktion "histors” yang
mienicoba menctapkan apa yang telah terpuh seears konkret, Batk pembukiin
yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya bererti
miemperiimbangkan sceara logis mengapa penstiwa-penstiwa erientu dsanggap
benar,

Membukikan dalam anti yuridis tidak bain berarti memberikan dasar-dasar
yang cukup kepada hakim vang memeriksa perkara vang bersangkutsn gums
memberkan kepustian tentang kebenaran peristiwa vang disjukan,

Dilam suaiu proses-perdata, salah satu togas hakim adalah uniuk menyelidiki
apakah suate hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada
atan tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus rerbokti apabila peng-
gugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apahila penggugat
tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnys yang menjadi dasar gugatannya,
maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gupatannya
akan dikabulkan,

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenaran-
nya, untok dalil-dalil vang tidak disangkal, apabila diakui sepenubtivaoleh pibak.
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lawan, maka tidak perlu dibuktkan lagi. Beberapa hal keadaan vang tidak harus
dibvuktikan antara lam ;
1, hal-halkeadaan-keadaan yang welah dinku
hal-hal'keadaan-keadaan yang tidak disangkal

;

3, hal-halkeadaan-keadaan vang telah dikciabun olch khalavak ramai

{monvenire feirend Takta notoir), Atau Lil-hal yang sccarn kebetulan 1elsh

diketahu sendin oleh hakim. Merupakan faka notbir, bahwa pada han

Minggu semuea kantor pemerintah tutup, dan bahwa hargs tanah di
Jakarta lebih mahal dan di desa.

Dralam sousl pembukiien tdak selalu pihak penggugat saja vang harus mem-
buknikan dalilnyva, Hakim vang memenkss perkara iu yang akan menentukan
stapa dinntara phak-pihak yang berperkara vang akan diwajibkan imembenkan
hukrti_ apakah pihak penggugat atau sebhaliknya pihok tergugat. Secara ringkas
disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan
memikul beban pembuktian. Di dalam soal menjaruhkan beban pembuktinn,
hakim harus bertindak arif dan bijnksana, sera tidik boleh beran sebelah, Semu
peristiva dan keadaan vang kookrit harus diperhatikan dengan seksauna olehinya.

Hukum pembukiian merupakan bagian dan Hukoum: acars. Meskipun
demikian Hukumacara sebagni hukom formal mempunyal unsur materiil
maupun formal. Unsur-unsur matenil pada hukum acara adalah keteniuan yang
mengatar leatang wewenang, misalnya ketentuan tentang bak dan pihak yang
dikalahkan, Sedangkan unsur formial mengatur tentang caranya menggunakan
wewenang tersebut, misalnya tentang bagaimans caranyva naik banding dan
sehagainya, Hukum pembuktian, yanyg ermasuk hukum acara juga, terdiri dar
unsur-unsur materiill mavpun formal, Hukum: pembukttan matenil mengatur
tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alar-alat bukti tertenta di
persidangan serta kekuatan pembuktiznnya, sedang hukum pembuktan formal
mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

Pemeniksaan perkara sebelum Bakon menwstuskan perkam maka Ramislah
metakukan proses pembuktian dan hasil pembuktan merupakan dasar untuk
putusan hakim, Sehubungan dengan hal tersebut berarti bagian werpenting dan
utarmd bagi hakim sebelum menjatubkan pulusan dalam bal mengadili susty
perkara adalah fakta hukum atau péristiwa hukum dan bukan hukumnya,
Peraturan hukum hanyvalah alat, sedangkan vang bersital menentukan adalah
peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya persengketaan para pibak,
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Pembuktian diperfukan dalam suat perkara vang mengadili soatu senghén
di vuka pengadilan (furidicte contentiosa) naupun dalam perkara-perkira
permahonan yang menghasilkan suatu penctapan (furidicts veluntair), Balam
sunlu proses perdata, salah sat ugs hakim adalah untok menyelihks spakah
suatu hubungan hukum yang menjad; dasar pupatan benar-benar -ada  stau
tidak, Adunya hubungan hukem inilsh yang harus wrbukti apabila penggugal
menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak
berhasil untuk membuktikan dalil-dalil vang menjadi dasar gugatannya, maka
gugutannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebuliknya maka gugatannya
tersebut akan dikabulkan. '

Pazal 163 HIR/ 283 RBg menyatakan ;

" Barangsiapa mengatakan memgnamyas suati hak atau mengemnko-
kan xuain perbudatan wrtuk menegihifban hakava i, alau ok mem-
famteh hak orang fain, harngsioh membrkiitan adanva pechuatan i, ™

Pembuktian merupakan salah sstu ranghaian dalam proses bevacara di
muka peradilan perdata. Pada proses beracara dalam peradilan perdata tersebut
hakim akan melaksanakan wgas pokokays dalam memeriksa perkara, Hakim
akan mengkonstatir perkara guna memenuhl tugasnya mepcan kebenaran akan
fakia hukuim dan peristina yang terjadi.

Membukiikan aninva memperimbangkan secara loms kébenaran suatu
fakta/penstiwa berdasarkan alat-alat bukti vang sah menurut hukum perabukitan
vang berlaku. Tumannya adalah untuk mendapatkan suatu kepastian akan suatu
persoalan atau perkara dan dengan begitu akan dapat menerapkan hukum yvang
sesual untuk menyelesaikannys sehinggga dibarapkan akan mencapai suatu
keadilan dalam ukuran hukum,

Dalam sistem Hukum Acara Perdatn menurut HIR/R B, mendasarkan pada
kebenaran formal, artinga hakin akan memeriksa dan mengadili perkara perdata
terikar mutlak kepada car-cara tertentu vang telah dintur di dalam HIR/RBg.
Karena itulab sistem pembuktian di sim bersitat kebenaran formal, Sistem i
suglah lama ditinggalkan karenn keperluan hukum dan prakick penyelengzaaan
pengadilan, sehingpa dipakailah Hukum Acara Perdala vang bukian hanya

¥ Remerwular Sotntio don iskondar Oeriphannwinata, St doons Peafaie delam Feord dan
Pk, Alamnl, Bendung, [953, him, 53
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terdapat di HIR/RBg, Tetapi juga vang terdapat dalam BW,". Rav (Replement
ap de Rechtvordering), dan kebiasaan-kehinsaan: prakick pényelenggaman
peradilan, termasuk dan sural edaran dan petunjuk Mahkamah Agung,

Lintuk Indonesia perihal pembuktian ind telah dimasvkkan dalam H.LE.,
yang Sopal pembuktian im terdapat perselisihan pendapat diantara para ahl
hukum dalam mengklasifikasikan yaitu apakah pembuktisn termasuk kedalam
hukum perdata (hukum materiil) atau hukum acara perdata (hukum formal),

Stbekti berpendapat bahwa sebensmys soal pembukiian ini lebih tepat
diklasifikasikan sebagai hukum scam perdata (procesrechn) dan tidak pada
tempatnye di masukkan dalam B.W., vang pada asasnya hanya mengatur hal-
hal yang termasuk hukum materil. "Akan tetapl memang ada suatu pendapat,
hahwa hukum acara u dapat dibag lagi ke dalamy hukum acara materil dan
hukum acara formal. Peraturan tentang alat-nlat pembuktian, termasuk dalam
pembagian yang perisma {hukuny seara perdata), yang dapat juga dimasukkan
kedalam kitab undang-undang tentang hukom perdata maten], Pendapat ini
rupanva yang dianut oleh pembust undang-undang pada wakin BW, dilahirkan
momuat hukure acara yang berlaku-di Pengadilan Negen,

Hukum positif. Indonesia untuk lingkengan peradilan pada umumiys
tentang pembuktian yang berlaku saut ing adalah HIR dap Rbg baik yang matersl
maepun yang formal. Sedangkan dalam BW buku IV yang sinya hanva hukom
pembukian nteril,

5 TUJUAN PROSES PEMBUKTIAN

Pembuktian o adalah proses mencar kebenarannye dar suatu peristiwa
atau fakta: Dalam Hukum acara perdata, kebenaran vang dican adalah kebenaran
formal, berlainin dengan dalinn Hukun scara pidana, dimana kebenaran vang
dican adaleh kebenaran matenil. Hal i tidak berart babwa dalam Hukum
acara perdata hakim mencan kebenamn vang setengah-setengah. Pengertian
kebemaran formal berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas vang
diajukan oleh para pihak yang berperkara; jadi tidak melihat kepada bobot arau
151, akan tetaps kepada heas dan pada pemeriksadn oleh hakim. Pasal 178 ayat
3 HIR (Pasal 19 ayat 3 Rbg) melarmng hakim untuk mienjamahkan putusan atas

" A Rasvid, Hinkam Aicara Perodilan dpema, {Sikarma : Rajwwali Pers, 19923 hal 145
"R, Subekti, Mukawr Pembokiian, (Gakare © Podnya Paramita, 1991, him 5
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perkara vang tidak dituntut. Dalam mencan kebenaran formal hakim perdita
cukup membuktkan dengan preondervance of evidence saga, sedang bagr hakmm
pidana dalam mencan Kebenaran matenil penstraanya harug terbukti heyond
reasonabie dowlhl,

Menumin Bothan A, Rosyid vang dimaksud dengan “membukiikan” adalah
mevakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikomukakan
di muka sidang dalam suatu sengketa. Jadi, pombuktian itu banyalah dilakukan
ketiks terjadi perselisiban saja, Sehingga dalam perkara perdata di muka peng-
adilan tidak memerlukan pembuktian terhadap hal-hal vang tidak dibanitah
oleh pihak fawan."

Abdul Manan mengartikan pembuktian-adalah wpaya para pihak yang ber-
perkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang
diajukan oleh para pihak yang hersengketa dengan alat-alat bukti vang ditetapkan
oleh undang-undang. Dalam sengketa vang berlangsung dan sedang dipenksa
o muka Machs Hakim stu, masing=masing pohak mengajekan dalit-dahl yang
bertentangan, Kemuodian hakim baros memernkss dan menctapkan dalil-datil
vang manakah yang benar dan dahl manakah vang tidsk benar. Berdasarkan
pemeriksaan vang el dan saksama ilulah hakim menetapkan hukum atas
susty peristiwa atau kejadian yang dianggap benar setelah melabu pembukiian
sesual dengan peraturan yang telsh ditetapkan oleh peraturan perandang-
undangan vang berlaku, " Jadi dapat disimpulkan bahwa pembukian adalsh
upaya pira prhak vang berperkaca untuk mevakinkan hakim akan kebenaran
peristiwa atau kejadian vang dhiajukan oleh para pihak yang bersengheta dengan
slat-alat bukir vang telah ditetapkan olehundang-undang.,

Proses pembuktian perkarm menempuh berbagai tindakan diantaranya
tindakan para pthak untuk saling membuktikan dahl-dalil mereka dengan-cara
mengajukan berbagai alat bukti yang sah menurut hukuh:dan alat bukti yang
miempuny nitai permbuktian untuk perkara tersebut guna menguatkan dalil-
dalil para pthak yang berperkarn, Setelah para pihak diberikan beban pembuktian
dan mereka menggunakan hak-hak mereka untuk mengajukan alat bukiy, maka
Hakim vang memernbksa perkara vang akan menilai kekistan pembuknan dan
miacam-macam alat bukii terscbut kemudian Hakim membénkan putusan,

" Roibnn A Rosyid, Hokios denro Perodifan Agami, {Jakartn Rojewnli Pors, 20000 hlm, 144

" bl Munan, Penerapan Hukum Acara Perdata i Lingkunigan Peradifan dpama, [ Jakartn
‘Kemcnnn, MRS him. 227
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Sebagai pedoman, dijelaskan oleh Pasal 1865 BW, bahwa:

“Barang siap mengajukon peristiva-perisiiveg daiox n_mm.!_.:l'm
mremdasarian sudi ok, dowafibkoan meimbokiikon peristiwi-peristine

it sebaliknya bavang sidpa smengafukon perisiive-perisiiwe gud

pestrlwtrtethen bk ey Leaiin, adfwaiibokann fupu membikiikan peristives

peristivg "

Pembuktian bertajuan untuk mendspatkan kebenaran suatu ponstiva:atau
hak vang disjukan kepada Hakim. Dslam hukum pendags, kebeparan yang
dicari oleh hakim adalah kebenaran Formal, sedangkan dalam hukum pidans,
kebenaran vang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil,

Sudah menjadi pendapat umum seperti vamg telah divrsikan dimuka, bahwa
membuktikan berarti memberikan kepastion kepada hakim tentang kebenaran
peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bag hakim, Karena hakim
vang harus mengungkapkan peristiwa, mengklarifikasikannya- dan kemudian
menciapkan, maka tujvan pembuktian adalah putusan hakim vang didasarkan
atas pembuktian tersebul, walaupun pulusan itu diharskan obyekiil, namun
dalam hal permbuktian dibedakan antara pembukiian dalam perkara perdata
yang tdak secara tegas disyvaratkan adanya kevakinan, Diinggns, disvaratkan,
bahwa di dakam perkara pidana penstowanya harus bevond reasonable donbt
sedang dalam perkara perdata cukup dengan proponderance of evidence,”

Prakiik peradilan, scbenamya scorang Hakim dituntut mencan kebeparan
matenil terhadap perkara vang sedang dipenksanya, karena tujuan pembukiian
e adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim'
tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil
keputusan berdasarkan kepada pembultion tersebut. " Kebenaran formal yang
dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-
batas yang digjukan oleh pihak vang berperkara, Jadi, baik kehenaran formal
miaupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam
pemeniksaan suato perkara viang diajukan kepadanva.

"R s Syadrani, Mmoo Peraturar HoBam Agara Perdotg fndaresi, (Basdung  Adumng,
195 3, s, 1068

" Adbdul Manan, Peserapan faksm Acera Perdava i Lingknngon Peradilan Azama, | Jukan -
Premadn Bedia Growp, 20065 1him; 228,
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Ada beberapa aspek kekuatan bukti, yakni ;

Bukt lemiah

Bukti yang kekuaran pembulkiiannya lemah adalah alar bukti yang
dikemukakan pengpugat/ Tergugat vang sedikitpun tidak memberikan
pembukiian atay membenkan pembukiian tetapi tidak memenuls syarat
vang dibutubkan untuk menerima dalil-dalil pueatan, artinya-alat bukt ini
hanyva mempunyal daya bukti permulaan (drache van begin bewiis) | Jadi
derajat buktt vang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus
ditolak dan penggugat sebagm pihak yang kadah, Daya bukti permulaan saga
ticdak dapat merjadi dasar hakim bag penerimaan suatu gugatan, ™
Buki sempuma

Bukzi yang memliki kekuatan sempumna adakih bukii yang diajukan
oleh pthak PengoupatTergugat telih sempurng, arminyva tidak perlu lag
melengkap: dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan
diajukan dengan bukti sangkalan (femgen bewify). Jadi dengan bukti
sempuma vang diajukan tersebul, memberikan kepada hakim kepastian
vy cukup. akan tetspl masih dapat dijatubkin oleh bukt sangkalan.
Dengan demikian, bukti sempurng mengukibatkan suatu pendapan hakin
baliwa tuntulan penggogal benar dan harus ditenma kecualr tergugal
dengan bukti sanghalannya (femgen bewiis) berhiasil mengemukakan alat
bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh
hakim telah bemar, ™

Apabila alat bukti oleh hakim dinilal cukup memberi kepastian tentang
penstiwa yang disengketakan untuk mengabulkan gugatan yvang ditumiut
oleh penggugat, kecuali kalawada bukt kiwan, bukt ttu dinilai sehagai bukti
lenghap atau sempuma. Jad: bukti it dimlai lenghap ataw sempuma, apabila
hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diapukan, penstiwa
yang hars dibuktikan i barus dianggap sudah past ataubenar,

Bukti Past/menentukan { Beslisvend Bevie)

Akibat digjukan pembukimn dengan alat bukti vang mempunya

dava bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian terscbut tidak

¥ HariSasinghka, Hkem Pescbobelon dolon Perkora Pecdate baiuk Mobasiowa alien Prakiniss,

{ Bandung OV Manadar Maju, 2005 ), him. 19

", o T
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diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan, Pembuktan dengan alat
hukti pasti/mencatukan, mengakibatkan bagi penggupat atau tergugat ying
miengemukakan alat bukn tersebut, suatu podisi yang tidak dapat diganggu
gugal lagi. Dengan depnkian tuntutan yang digjukan dianggap benar, ber-
alasan dan dapal diterima, Peluang pihak lavwan untuk mengajukan bukii
sunghalan tidak ada lag

4. - Bukti yvang mengikat { Ferplich Bewiis)

Dengan adanya alat bukli vang mempunyai daya kekuatan mengikat.
mtka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusanmyia dengan pembuktian
tersebut. Artinya Hakim tenkat untuk mempercayis apa yang dibuktikan
aleh alat bukt tersehut. Contoh dalam hal 1m adalah dalam hal adanya
sumpah pemutus (sumpah decisvair).” Selain o bukt surat maka yang
memiliki kekuatan mengika adalah akis autentik,

5. BRukti sangkalan ( Temgen Sewifs)

Huokti sangkalan adalah alat bukte yang dipergunakan dalam bantahan
terhadap pembuktian yang disjukan oleh liwan dalam persidangan.
Pembukiian in bestujuan untuk mengpapalkan gupatan pihak lawan, Padi
prinsipnys segals bukt dapat dilemahkan dengan bukt sungkalan, kecuali
undang-undang sendirt secar tegas melurang digjukannys suatu alal bukt
sunghkalan, msalova (erhadap sumpah pemutus (sumpah decissoir) yang
dhatur dalam Pasal 1936 KUH Perdaita,

Dikenal nda beberapa macam alat bukt vang diatur dalam HIR Rbg dan KL
Perdatad BW ), vaitusalat buktitulisanatsasarat, alatbukti kesaksian dar saksi,
alat buktn persangkaan Jalal bukil pengakuan dan alat buki sumpah, Selain
itumemungkinkan jugaalat bukt pemenksaan setempatdan Keteranganahli.
Hukum Islam juga mengenal sisteny Pembuktian, dan mengenal pula mscam-
muacam alat-alat bukt untuk menjadi-alat bagi hakim memutuskan perkara,
yakni atat bukti saksi, pengakuan dan sumpah, jugs mengakui pembuktian
dengan surat atau tulisan,

Dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agamia mawpen di Pengadilan
Tata Usaha Negara, maka kedudukan bukt dengan alat bukti Tulisen atan Surat
jugh memjady sunlu vang sangal penting dalsm proses pembukiisn perkam,

i, Wl 20
i

14 | Akna Notaris Dalam Pembuktion Perkara Perdata dan Peskembangan Cyber Notary



Karenaumumnya tujuan dibuatnya sucat atsn tulisan untuk mengingat sesuatu
perbuatan, indakan atan penstiwa, Sehingga tulisan vang ditvangkan dalam
suntu Aklaumumnya memang ditujukan untuk suatu keingmanmembuktikan
sesuatu st ujusn untuk Pembuktan,

Untuk tujuan Pembukiian inilah miaka dalam proses beracara perdata

di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Unium, disusun pula proses atau
tahapan menvelesaikan perkara nu berdasarkan ketenwan HIR dan RBg,
sehingga urutan alau tihapan proses acara perdata adalah sebagal berikut ;

.
2.

Tahap pengajuan Surat Gugatan oleh Pengaupat

Tahap Mediasi di pimpin aleh Medistor yang dipilih ole¢h para pihak atau
vang ditunjuk oleh kema pengadilan (jika para pihak tidak menentukun
pilihan terhadap dafiar Mediator vang disampaikan oleh pengadilan).
Mediasi ini diskhin dengan akta perdamaian atau akts mediasi jika telah
disepakati perkara selesai dengan mediasi, Jika ridak berhasil mediasi maka
perkara perdata dilanjutkan dipenksa dalam proses sidang benkuinya,
Tahap pengajuan Surat Jawaban Tergugal (jawaban terdin dari Eksepsi
lergugat, Jawaban Pokok perkara dan jawaban Rekonpensi=)

‘Tahap pengguan Surat Replik olch Penggugat untuk mengoatkan dalil-dalil
yang sudah diajukannya dalam surat gugatannya. Dan akan diserai dengan
surat Jawaban Rekonpensi datam perkara Rekonpensi jika ada Rekonpensi
oleh Terpugat semula (lorpugat Konpensi)

Tahap penpajuan Surat Duplik olch Ternrugst untuk menpuatkan dalil-
dahl Terzugat yang sudah diajukannya dalam suri jawabannya, Dan akan
disertai dengan surat Replik in Rekonpensi jika ada perkam Rekonpensi
Tahap Duplik in Rekenpensi | tahapan ini akan ada jika ads gogat balik/
perkora Rekonpensi)

Tahap Pembuktian. tahapan i dilakukan sebagai soam proses vang ber-
tujnan untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemutkakan masing-maging
pikak {Penggagat dan Tergugat)

= Jpwvaban berisi Rekonpends i, jika Tergugatseruln(awal kospenstimengajudan Gugstan Balik

terhadap Penggugal, make aken ada porkara Rebonpens sehingge bedudubon Terguga swal
[ Kompensi) merjnd sehugm Peaggugat Rekonpensd dan kedudiskan Penggupgat awal{sermila
‘perkara Konpensy) menjadi Tergugal Rekonpensi datim perkara Rekonperss inl. Gugatan
bialik i tidak selaly harus ada dalam perkorn perdata kecoali fika Tergugat metisa perly
rreengajukanmya Pengaionn Bekonpens ind hanve dapat dlokakan pada sast mhepan jasaban
Fergupnt dalam perkerain.
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Tabup Pemeriksaan Alat bukti oléh Hakim
Tabap Pengajuan tanggapan lechadap Alal Bukti oleh masing-massng pilak
yang berperkam

10. Tahap Pembacaan Putusan Hakim, vang sebelum memutuskan perkara
majelis Hakim bermusvawarah terlebih dabulu.

Jika kita telaah tabapan beracara pordata,maka Proses Pembuktian diadakan
seiclahtahapanjawabberjawab iclahdilalui. Proses pembukiian ini adadalam
proses hukumacara perdata ditujukan assrmemberikan Kesempatan para pihak
yang berperkara untuk membukitik andalil-dalilmerekadalamperkaira perdata
tersebut.guna mevakinkan Hakim vang memenksa perkara tersebut. Dan Proges
Pembuktian ini juga berujuan memberikan Kesempatan kepada para pihak
yang berperkara untuk dapat mengajukan macam-macam Alat Bukt dalam
perkara tersehut, Adapun Alatbukinvang diajukan adalahmacam-macamalat
bukti-vang sesuai deagan Kerentuan Hukum Acara Perdata vang diatur dalam
HIR atau RBg dan BW dan scsuai peraturan perundang-undangan tertentu
sebagnimana diatur dalam bidang-brdang hukum terentu vang bersifat khusus,
Masalnya untuk perkars perdata tentang HAKD makoakan dipunakian hukom
acara perdata lebihkhusus untuk peradilanperdata yang merupakan pengadilan
niaga, Demikian juga untuk perkara di lingkungan Peradilan Agamaakan adu
pula kekhususan misainye perkora Ceran talak, akan ada proses vang bersifal
lebih kKhusus sesuai Undang-Undang Peradilan Agama dan UL Perkawinan
begeria peraturan pelaksananya. Pada Peradilan Tata Usaha Negara juga ads
ketentuan khusus untuk hukumacara perdatanya di pengadilan TUN tersebut
sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Tata Usahai
Megara
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BAGIAN 2

ALAT BUKTIDALAM
PERKARA PERDATA

l. ALATBUKTIDALAM HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alar bukti yang =ah, yang
artinya hakim hanyva boleh memutuskan perkara melaluvalm bukisyang telah
thientukan oleh-undang-undang. Alat-alar buktr vang discbutkan oleh undang-
undang adalah ; alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-
persangkaan. pengakuan-dan sumpah {Pasal 164 HIR, Pazal 1266 KUH Perdata).
Dalam HIR/E B beberapa macam alat bukti tersebut vang digunakan dalam
pemeriksaan perkara perdata schapal berikut :

1. Alat bukti tulisan/surat
2. Alat bukir saksi

3. Alat bukti persangkasn
4. Alal bukii pengaksan
5. Alat bukti sumpah

Selain ito dalam prakiik berscara perdata senng juga digunakan alat bukd
selain yang 3 (lima) macam tersebut, vaitualat bukt Pemenksaan Secempat (PS)
dan Keterangan Ahh {saks ahhi).

Adapun pembapian macam afat bukti fersebut juga untuk memudahkan
hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pada alar  bukfi  tersebut,
Pengpolongan macam-macam akat bukts o dapat dijelaskan sehagat benkuat |
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A, Alai Bukdl TertulisSurat

Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu penstiws, keadaan,
atau hal-hal tertenm, adalah alat bukti beropa twlisan atau surat yang diulis
dalam bahasa tertentu yang berisi pikiran fertentu vang dapat dunengen,
Buasanya menuanghkan sesuaty perbustan hukum stay hubungan hukum terentu
atan menuliskan peristiwa hukum tertentu,

Alail bukii tulisan atau surat dapat dibedakan, yaite alal bukti surat /tulisan
biasa bukan akia dan alas bukti surat/lisan yang berupaakia.

B. Alat Bukti Tuolisan Biasa Bukan Akta

Tulisan biasa bukan akia adaiah tulisan biasa vang semula ditulis stau dibuat
trdak ada wjuan untuk pembukfisn den tidak biasanya hdak ditandatangan
oleh: pembuatmya, artinya dan semula pembuatannya tidak dityjukan untuk
pembuktian, Tetapi pada suan ketika termyata dapar diginakan untuk miem-
buktikan sesuatu hal atau suatu keadaan atan suatu penstiwa.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat/tulisan bissa bukan akta adalah
rrigminfaks k_a:ku&lnn pembuktian bebas. Artinya tergantung hakim memilanya
apakah dapat membukbkan sesuatu atay bdak,

Namun ternyata dalam BW diakui ada heberapa bukii wilisan biasa vang
memiliki kekuatan menpikat, dalam pasal 1881 avat (1) sub 1 dan sub 2 dan
pasal 1583 BW menvebutkan:

1. Surat surat yang dengan tegas menyebutkan tentang sesustu pembayaran
yang telah diterima, contohnya kuitans: pembayaran vang telah ditérima.

[ ]

Surat atau tulisn yang dibuat dengan tegas babwa tuhsan it untuk

memperbaiki kekurangan atay kekeliruan pada suatu afas hak (tiel) hak.

3. Catatan atay tulisan seorang kreditur pada suatu alas bak vang sclamanva
dipegangnya apabila vang ditulisnya sebagai pembebasan akan sesuatu
untuk debitur,

4. Catatan catatan vang dicantumban kreditur pada salinan sustu alas hak amu

tanda pembayaran tertentu vang surat itg berada dalam pegangan debitur.

C. Alat Bukti Tulisan Berupa Akta

Alat Bukti tlisan atan Surat berupa aktaadalah seat bokti tulisan yang
pada pembuatannya memang disengajakan uniuk mjuan pembuktian, artinya
strat it dibust sengaja untuk menuangkan suatu peristiwa hukum tertentu
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atan hubungan hukum tertentu,atau juga untuk menuangkan suat perbuatan
hukum terfentu guna divngat dan dapat berfungsi untuk menunjukkan kepada
pihak lain akan adanya hal rersebut yang tertulis dalany akia,

Menurut hukum pembuktan, maka akia sebagai alat bukni dapat dibedakan
menjadi 3 macam bentuk yakniakt otentik, akta di bawah tangan dan kata
sepihiak
D. Akta Autentik

Akt wlah surat scbagn alat bukt yang diber: tands fangan, yang memuat
peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atay perikatan, yang dibuat sejak semula
dengan sengaja untuk pembukiian.™ Jadi untuk dapat dibuktikan menjadi akta
sebuah surat haruslah ditandatangani, Akta otentik falah ‘akta vang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat
yang berwenang untuk ita ditenypat akia dibuat’ {Pasal 1868 KUH Perdata).
Akta di bawnh tangan inlah akts vang sengaja dibuat untuk pembuktian olch
para pikak tanpa bantuan dari seorang pejabat, Jadi sematn-mata dibuat antara
para pilak yang berkepentingan,™

Palam Putusan MA No 3917 K/Pd 1986, ditegaskan juga batvwa pada dasar-
nya api yang wersang datam akia notans, harus dianggap benar merupakan
kchendak para pihak, Akts otentik adalah suaty akia yang dibuat dalam bentuk
yang ditentukan ULL oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk
ito ditempat akta yang dibuat (Vide Pasal 1868 KUH Perdata),

Syaral-syaral dan akiwavtentik adalah sehagai berikut:
dibuat di hadapan pejabal yang berwenang;

dihadiri para pikak;

kedua belah pihak dikenal @au dikenalkan kepada pejabat;
dfha:ldiri ey orang saksi;

menyebut identitas notaris {pejabat), penghadap para saksi;
menyehut ternpat, hari, bulan dan tahun pembuatan akia;
notaris membacakan akta di hadapan para penghadapy:
-ditanda-tangani semua pihak;

- P

-

-t Qudlikno Merokusuma, Makam dcanr Perdata Tadeoneda, | Yogyekaile Litsariy, 20065, hln,
idy )

0, i 1538
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. penegasan pembacaan, penerjemahan, dan pénandamnginan pada bagion
penutup akta,

Daalam kaitan i dapat dilithat antara kebenaran formal dan kebenamn
materil dalam penilaian pembuktian, misalnya tentang akta olentik yang
sengaja secara sah dibuat di depan pejabat umum vang berwenang untuk itu
seperti vangdiscbutkandalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 R Bg, Pasal 1870BW,
dan akan menjadi pertanvaan apakah ada kemungkinan lain{ secara material)
yang menyehabkan akta autentik itu lemah, misalnya adanya pengaruh dalam
akta jual beli tanah vang dibuast oleh PPAT {Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas
permintaan-penmintaan pejabat terkemuka sehingga yual beli vang dimaksudkan
bersifat pemaksaan. danataumisalnya terdapatsertifikat tanah deubie bahkan
triple, jika hakim terikat secara formal, bagaimana sikap hakim dalam mienila,

Kekuatan pembuktian akia autentik secara formil menunt Pasal 1871 KUH
Perdata, balwa apa vang terieang di dalam akia tersebut ihu bah yang scbenamya
yvang harus diakul sepanjang tidak ads dapat dibuktikan lain.

Akta autentuk harus chifabani dalam pengeriian sebaga surat yang berada
dalam praduga sah, artinya bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang
berkekustan hukum tetap vang menyatakan ketidaksahan akta tersebul miaka
akin autentik ilu tetap sah dan berkedudukan sehagai bukti vang kuat,

E. Alail Bukti Surat Berupa Akta Bawah Tangan

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBCG: akia bawah tangan
adulah wlisuo atau-akia vang ditanda-ssngani para pibiak secara di bawah tangan
artinya tidak: melibakan pejabmt vang berwenang untuk membuat skia dalam
pembuatan akia ersebut; tetapi dibuat sendin oleh seseorang atau pars prhak.

Perbedaan akta autentik dan akta di bawah tangan adalah di likat dari proses
pembuatannya dan dari kekuatan pembuktiannya,

Akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat kta
atau perabat yvang berwenang membuat gkta, Contoh akta autentik: Sertifikat
Hak atas Tonah, aktd perkawindn, akta kelahiran,akta percerian, akta paal beli
tanah, dan akta notanial.

Akta autentik dapat dilibat dari proses pembuatannya, jika dibuat oleh
pejabat umum vang bérwenang membuoar akia disebur akta pejabat (oo
ainhielijk),dan akte yang dibvar di hadapan pejabat yang berwenang disebut
akta partui (acta parti] ).
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Akindi bawah tngan adalah akta yang dibuat tanpa meliatkan pejabat
wminm yang berwenang membaat akia, artinya dibuat séndin oleh pam pihak.
Contohnya akta perjanjian biasa yang dibuat tanpa di hadapan atau oleh notans,
Atau-yang tidak dibupt oleh pejabut yang berwenang membuat akta,

Kekuatan pembuktian akta «i bawah fangan sama halnya dengan surat
biasa bukan akta artinya memiliki kekustan pembuktian bebas. Bebas hakim
mienilai apakah dapat membuktikan sesuatu atsu fidak. Namun menunat pasal
1b ordonansi 1567 Nomor 29/pasul 288 RByf pasal 1875, bahwa kalau akta di
bawah tangan dapar memiliki kekuatan sebagaimana akta sutentik. asalkan telsh
diakui apa yang tertuang dalam akta tersebut mengenai isi dan tanda tangan
vang ada di akm tersebut, Dan dalam proses pemeriksaan perkara perdata
pengakuan ini disampaikan di mika hakim dalam persidangan.

Memiliks kekoatan sama dengan akta autentik dimaksud tidak termasul
kekuatan pembukiian kelsar atau pembuktian secarn lahir, hanya kekuaton
pembukhian Formil dan maternl,

Sementara untuk akis awlentik memibki kekvatan pembuktian yang
sempurna dan mengikal. Karena akta antentik memibiki Kekuatan pembukiian
secara formil kekuatan pembuklian secaras materiil dan kekustan pembuktian
bahie atou keluar, Fadi ketiga kekustan pemboktian fu melekat pada akiz otentik,
siedunekan akia di bawah sngan Gdak memibki kekvatan pembuktion vang
sesempuma skl aulentik.

Kekuatan pembuktian yang sempurna pada akta autentik artinya kekuatan
pembuktian yang ada pada suatu akta otentik sudah dianggap sempurna untuk
membuktikan sesuatu hal yang tertera pada autentik 1w tidak diperiukan bukti
lainmya selain akta autentik tersebut sepanjang menerangkan hal yang termuat
dalan akta it

kenapa akin autentik dianggap memiliki kekusian pembukiian yang
sempund, karena akis-autentk mempunym kekuatan pembuktian keluar atau
memiliki kekuatan permhuktian lahir, kekuatan pembuktion formil dan kekuatan
pembuktian materil,

Kekuatan pembuktian mengikntl pada suatu akin autentik arinyn bahwo
dalam suaty perkara di pengadilan ketika akia autentik e digunakan sebagai
alal bukti, maka hukim yang memeriksa peérkara tersebul terikat dengan apa yang
terfuang alau tercanium dalam akia itu dan hirus mempercaysinya sepanjang
tidak dapat dibukiikan fain selain .
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Kekuatan Pembuktian sempuma pada akts autentik artinya jika akta
tersehut diajukan sehagai alat bukti oleh para pibak dalam suatu perkara perdati
di pengadilan,maka untuk hal vang telah ertuang dalam ak ersebur sudah
cukup membuktiken lidak diperlukan alat bukii lagi sepanjang mengenai apa
yang tertusng dalam sk aulentik tersebat, Karena sudah diangpap scempuma
uniuk membukiikan.

F. Akta Pengakuan Sepihak

Akta pengakuan sepihak secara tersirat diatur dalam Putusan MA No: 1363
K/Pdu/ 1996, Pasal 1878 KUH Perdata, dan Pasal 291 RBG. Menurat ketiga
peraturan ini okt pengakuan sepihak harus wnduk pada Passl 1878 KUH
Perdata, dengan syarat seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si
pernbisat dan si penands tangan dan paling tidak, pengakuan tentang jumlah
atan objek barang yang disebut di dafamnya, ditulis tanigan sendin oleh pembuat
dan penanda tangan.

2. ALAT BUKTI KESAKSIAN

Alat huktn kesaksian adalah alat bukti berupa keterangan yang dibenkan
oleh saksi, diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912
BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan
tentang penstiwa yang dipersengketakan: dengan jalan pembentahuan secars
lizsan dan pribadi olch orang vang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang
dipanggil dalam persidangan, ™

Jadi, keterangan yang diberikan oleh seorang sakss harusish kejadian yang
teiah ia alamm sendin, sedangkan pendapat atiu dugrpan vang dipéroleh secar
berpikar lidakiah termissuk dalam suatukesaksan.

Pada dasamya semua perbuatan atau peristiwa hukum dapat dibuktikan
dengan keteranpan saksi, kecuali dafam beberapas hal Undang-Undang
menentukan fain, Misalnya dalum hal pendirian suam Perseroan Terbatas
selanjuimyva disebut PT. Ralam UL PT mgnvebutkan balwa pembuktian bahwa
adanya atau berdirinva suatu PT harus dengan akia ptentik. Demikian juga
pembuknan akan adanya perjanjian pendirian suatu firma, harus dibukokan
dengan kata notars. Untuk membuktikan adanya pertanggungan atau asuranst
harus dibuknkan dengan adanya polis.

" Sudikne Merokusumo, Hukow Acara Perdara, Co Ci, hlm 166
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Syvarmtuniuk dapatdidengarsebagai saksi dalamperkara perdataditéntukan
oleh Undang-Undangbabwaharusherusiammamal 15 tabundandalamkeadaan
sehatakal pikirannys. Danmenurut ketentusn HIR dan R Bgbahwasetiaporang
bukankarena alasan yang sahmaka barus memenuhi panggilanuntuk menjadi
saksi jika tidak maka dapal dikenakan hukuman berupa mengpanty biava2 yang
dikeluarkan untuk melakukan panggilan lerhadapnya sebaga saksi, atau Secama
paksa dibawa menghadap hakim dalam persidangan.

Kewajiban untuk mzﬂjn:ﬂ saksi adalah suatn kewajiban konstitusional,
artinya kewajiban i diatur sebagai kewajiban warga Negara menurut hukum
vang diatur dalam konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar 1945, Namun
kenyataannya memang terkadang orang enggan menjadi saksi dengan berbagai
pertimbangan,salah satunya biasanya dikarenakan ridak mau ikut campur
urusan erang lam, afau tacit dianggap mencampur umsan orang lain,

Palam hukum pembuktran ads ketentuan babwa ada beberapa orang vang
tidak dapat untuk didengar menjadi saksi dan dapat dibebaskan dari menjadi
saksi, yakn
I. Kelwarga baik Karena sedaral) atau karena perkawinan dalam garis lurus

dary salah satu prhak.

Suami atau isteri dari safal satu pihak meskipun sudahbercerai
Anak anak vang belum berusia 15tahun

e

Orang wita vang walau terkadang sehat ingatannya.

Telapi dalam hal membuktikin sdanya peranpian pekeraan maka saksi
karena hubungan darah atau Reluargh atan kurenas perkawinoan ldak dapat di-
tolak untuk menjadi saksi.

Kualifikasi sebagei saksi adalah orang vang melihat sendiri, mendengar
sendiri, atau mengatami sendin peristiwa yang disaksikannya itu, Jika saksi hanva
miendengar dari orang lain, mika disebut sebagai saksi de aditr (testemonium de
andiin) dan kekuatan pembuktiannya tidak ada; karena tidak dapar dikatakan
sebagai saksi sesunggubnya, karena tidak memenuhs kualifikast sebagai seorang
saksi,

Karena keterangan saksi discbutkan sebagni salah satualat bukti dalam per-
kara perdata, maka hanis momenuhi syarat formil sebeigni saksi di persidangan
perkara: perdaia, yakni harps diambil sumpahnya sebelum memberikan
kesaksian. Jika memberikan kesaksian tanpa didasar sumpah terlebih dulu,
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herarn Keteranganmya tndak bermila) sebaga alat bukli, sesuai yansprodensi MA
tanggal 13:7-1976 Nomor H468/K/Sip/ 1975,

Syaral kedua bahwa saksi iu harus lebih dard sat orang menurut pasal
169 HIR 306 RBe, maka akan bermilal pembuktian sebagai alat bukti. Jika saksi
hanya satu orang saja dalam pembuktian suatu perkara perdata, maka haris
disertal alat bukt lainnya bar dapat berniblin pembukitan. Artinva balowa jika
dalam perkaraseluruhnya jika alat bukii hanva saksi satuorang maka itu berarti
tidak ada pembuktian. kecuali jika satu saksi tersebut bersama sama dengan
alat bukn lainnya dalam perkara tersebut, barumengandung nilai pembuktian
sebagai alat bukti saksi. Hal ini mengingat adanya ketentuan tentang uis tesis
nullues tesiis (satu saksi bukan saksi).

Keterangan saksi menurut hukum haruslah diberikan secara lisan di depan
sicking Pengadilan,tidak dapat diwakilkan stau dikuasakan, Jka keterangan saksi
dibenkan seeara wertubis maka itu tergolong schagar alat bukt surat.,

Saksi pada dasarnya harus membenkan keterangan dengan sesungguhnya
atau tidak boleh memberikan keterangan palsy, jtha o tepadi maka dapat
dizincam pidana menurut ketentuan pasal 242 KUHP,

Proses persidangan ketika pemeriksaan saksi di penpadilan maka harus
diatur sedemikian agar penyampaiannya atau proses menghadickan saksi satu
persatu di depan sidang pengadilan tidak boleh secara bersamaan hadir di
depan sidang pengadilan, agar tidak saling mendengarkan vang dikhawatirkan
antard para saksi akan saling menvesuaikan keterangan mercka satu sama lain.

Jika saksi lebib dari satu orang, maks antara kesaksian yang satu dengan
saksl vang lonnva maka harus saling wrkat dan saling bersesuanan, agar
mengandung nilst pembuktian,

Pada waktu akan membenkan kesaksian maka saksi di depan sidang peng-
aditan harus diambil sumpah dulu sebelum membenkan kesaksiannva, Kecuali
jika mereka menolak menjadi saksi. atau karena ada alasan yang membenarkan
mercka untuk menolak memberikan kesaksian,

Jika seomng vang akan menjadi saksi tdak memenuli syarat untuk mengadi
saksitidak memenubi kualifikasi unnik memadi saksi maks Hakim dapat
menolaknya untuk didengar scbapgal saksi, 1etapi pka orang tersebut tetap ingin
memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan makas boleh saja leiapi
tidak diambil sumpahnya, artinya dia tidak sebagai saksi tetapi hanva sehagai
pemben ketersmgan.
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Palam heberapa hal keberndaan alat bukt kesaksian i sangat diperiukan
spabila perbuatin tersebut atau hal pembukoan tersebut hanva diketabuon oleh
saksi dan tidak memungkinkan dibaktkan dengan alst buk lain, sau ketiadaan
alat bukn (ulisan karena lemvatn hubungan bukum bdak dituangkan dalam
suatu tulisan atau surat,letipr seeara hisan.

Alat bukti saksi diperlukan dalam suaty pembuktian minimal 2 orang
saksi, dalam arti satu saksi bukan saksi, satu saksi dapat diakn sebagai alat
bukii apabila di tambah dengan alat buku lamnya. Dalam hukum p-emhukli.én
Saksi juga haruslah membenkan keterangan yang sesudi dengan apa vang
didengamya sendiri diketahuinya sendin ‘atau dilihamya sendin atau dialaminya
secara langsung oleh dirinva zendiri, Ini artinya kesaksiannyva secara materiil
mempunyal nilai pembuktian. Karena kesaksian yang seperti ini berarti bukan
saksi de aoditu atan bukan saks yang hanya berdasarkan pendengaran atau info
dar orang lain (testemum de auditu ) Kesaksian vang berasal dari kesaksian
yang de auditu ind tidak mempanyal nilai pembaktian_hakim bebas menilamya,
Dan jikspun Hakim akan memperimbangkannya dalam pertimbangan putusan
maka apa yang disampaikan oleh saksi de anditu ini hanyslah sebagai pemberian
keterangan,

3. ALAT BUKTI PERSANGKAAN.

Salah satu alag bukt yang menurat parm ahli sebaga alat bukti yang tidak
bersifial lingsung, adalat Alat Bukri Persanghknan, Alat bukti Persangkann adalah
kesumpulan yvang diambil dan mngkaian peristiwa yang telah divraikan dalam
perkary tersebut yang ditarik kesimpulan oleh hakim namanya persangkaan
Hakim. Jika vang menvimpulkan peristiwa tersebut menurut Undang -undang,
maka itu berarti Persangkaan Undang-undang.

Jika kita perhatikan mengenai persanghaan hakim. yang dihasilkan dan
kesimpulan hakim mengenai rangkaian peristiwa yang terurai dalam perkara
tersebut, berarti hakim. sifamya menungin vaitu menunggu urdkn peristive
tersebut dani proses sebelumnya yang tenfunya digunakan alat bukb lamnya
dulu. Sehingga dikatakan bahwa alat bukti persangkaan hakim i sifatnya tidak
langsung dapat menjadr alat bukti, harus menunggu uraian penstiwa nya dulu
maka alch schagian ahli hukum dranggap sebagar bukan alat bukt tetapn di HIR/
Bbg telah memasukkannyy sebagai salah satu dlat bukt dalaim perkara perdata,
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Ada beberapa persangkaan Undang undang yang ada dalam BW d
antaranya adalah
1. Terhadap anak vang dilabickan selama perkawinanmaka suemi dan

perempean itu dapat dipersangkakan sebagai ayali dani anak tersebut,( Pasal

230 BW).

2. Senap tembok vang bersda diantara dua pekarangan yang dipakat schagai
lembok batas,dipersangkakan scbagar mibk bersama antara pemilik dua
pekarangan terschut, kecuall ade wnda-tands ataw bukt kepemilikan
lainnva vang menunjukkan sehaliknya, (pasal 633 BW)

4, Mengenai pembayuran sewa rumah.sewa tanah, unjangin nathah, bunga
pinjaman uang, atau segala sesuatu vang harus di bayar fiap whunnys amau
tiap bufannya atay tap waktu terfentu,maka jika ada 5 bukt pembayarm
secarn bertunat tunil, maka dipersangkakan bahwa cicilan pembayaran
sehehumnya sudah dizngoap dibayvarips 1394 BW)

Persangkaan oleh Hakim vang menad vursprodens) wetap dalam perkara
perceraian yang didasarkan alasan perzinahan bahwa kalan dapar dibukitikan
jikin storang laki-lakn dun perempuoan vang bukan suarmi ister bérsama-sami
menginap dulam 1 (satujkamar & mana hanya ada satu 1{sat) lempat tidor
dipersanpkakan mereka telah melakukan persimahan,

4. ALAT BUKTIPENGAKUAN

Salah sty alat bukti vang sangat kuat dalam hukum acara perdata,adalah
alat bukti pengakuan, karena alat bukti Pengakoan adalah merupakan ala
bukti yvang sempurna terhadap siapa yang melakukannya bask sendirt maupun
dengzan peramtarsan omng lain yvang mendapat kuasa khosus untuk i, Asalkan
pengakuan itu di berikan di depan sidang pengadilan.

Pengakuan dapal dibedakan ada pengakuan yang diberikan di depan sidang
pengadilan ada juga pengakuan vang di luar sidang pengadilan. Pengakuan di
atir sebagai alat buked dalam peraturan vakni pada pasal 174/311 HIR/RBg, pasal
| 75/312 HIR/Rbe dan pasal | 76/3 13 HIR/RBg,

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristrwa; hak
atau hubungan hukum yang dikemukakan pihak lawan yang dapar diberikan
keterangan o baik secara lisan maupun secaratertulis.
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Pengakuan yang diberikan tidak di depan sidang pengadilan maka tdak
tergalong sebagai alat bukt yang sempurna schingen dikatakan sebagai alat
bukti bebas, Hakim bebas mentdainya, apakah memiliks nilar pembukiian atay
tidak, Apabila pengakian di luar sidang pengadilan yang buat sccara teriulis
miaka terpolong schapai alat bukti tulisan sona dengan sural pernyalaan,

Pada dasamya pengakuan merupakan alat bukt vang sempurna jika
diberikan di depan sidang pengadilan, baik pengakuan secara lisan atau tertulis.
Menurut pasal 174 HIR/311 RBg/pasal 1925 BW, Walaupan juga dikemukakan
oleh orang laim di depan sidang pengadilan sepanjang orang itu bertindak atas
kuasa.(berdasarkan surat kuasaj.

Jika dalam suatu perkara, apabila tergugat mengakur gugatan penggugat
miaka menurut hikum pembuktian, maka pada dasamya Pengeugnt tidak perlu
Iagi untuk membuktikan sepanjang mengenai hal yang telah diakut pihak lawan,

Pralam suatu perkara maka pengakuan bersifat hanya mengikat pada pihak
vang menvampaikan pengakuannya tersebut tidak bedaku Kepada pihak lan
atau lidak mengikat pihak nonya, misalnva dalam perkara ada lebib dan sato
erzugat, jika tergugat satu mengakui, maka pengakoan it hanya untuk fergugat
sartus Lidak mengikat pada terpugat lanmya.

Macanm macam pengakoan,

1. Pengakuan murnt yakni pengakuan yang sederhana benar-benar mengakin
tanpa bantalizn atan sanggahan atau kualilikasi apapun

-2

Pengakuan dengan kualifikasi vakni pengakuan vang disampaikan tetaps
dengan pengkualilikasian bahwa tidak sclurabmya wduban penggugat i
benar, misalnva Penggugal mendalilkan bahaa tlergugat memiliki hutang
sebesar Rp, 5 000 000 ( Hma juta rupiah). Tergugat mengakuis memiliki
hutang kepada Penggugat, tetaps tidek sehesar ito Cuma Rp. 3 000 000 (tiga
_juta rupagh).
1. Pengakuan dengan klavsula pembebasan |, yakm pengakuan vang ditkon
dengan pembebasan. Misalnyva Penggugnt mendahilkan Tergogat memliki
hutang kepadanya sebesar Bp. 10 000 000 { sepalub jutirupdah). Teepueat
mengakul ada hutang tersebul namun dinyatakan oleh tergugal bahwa
hutang tersebut sudab di lunasi nyasemuoaya,
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5 ALAT BUKTISUMPAH

Alat bukti sumpah merupakan salah satu afat bukti yang diatur dalam HIR
dan RBg juga dalam BW vakm pasal 155 <.d pasal 155 dan 177 HIR dan pasal
182 s.d 185 dan pasal 314RBg.

Sumpah mempakan pernyainan sescorang atas suein keterangan tertenty
dengan mengatasnamakan Allah ataw Tohan. Dalam perkem perdata biasanva
sumpah dilakukan oleh salzh saiu pihak vang berperkars dengan divcaphan di
depan sidang pengadilan berkaitin dengan perkaronya.

Ada macam-macam sumpak vang diatur dalon hukum acars perdata, vakni
Sumpah Penambah dan Sumpah Pemutus adapuls dikenal sumpah peniksir,

Sumpah Penambah adalah sumpah yang bersifat menambah kekurangan
sempurnanyaalat bukt, miszlnya hanvaadasatusaksisajaatau hanya ada alat
buktisurat biasa vang bukanakta. Makaagaralat buktiimusempurna sebagai alat
bukti maka perluditambah dengansumpah yakni sumpah penambah. Sumpah
Penambahinthansdiperintahkanolel Hakin, dengan ketentuanbahwasuda b
ada permulaan Pembukiian. Jika tanpa ada permulaan pembuktianatau tanpa
ada satupun-alal bokti, maka hakim menurut hukum pembuktian dilsrang
memerimtabikan adanya sumpah perambah.

Sumpah Pemuotus yakni sumpah yang berfungsi memutuskan perkara,
Sompah ini merupakan sumpah vang diangkat berdasarkan perminiaan salah
satn pihak datam perkara yang ditujukan pada pihak Tiwannyva, Sumpah Pemutgs
ini dapal dibcbankan wakau tanpe ada bukii permuliaan.

sSumpah pemutus i harus mengensi perbuatan sendin yang dilakukan
pihak yang harus bersumpali. Sementara sumpah penambah tdak mest hirs
mengenal perbuatan vang dilakukan tetapi dapat pula mengenai perbuutan
orang lain misalnyva umusk kepentingsn perkara, misalnva sumpah penaksir
aestmator eed).

Sumpah Penaksir tergolong sumpah penambah, yakni sumpah vang
dibebankan oleh hakim pada salah samu pibak yang berperkara perdata untuk
menaksir sesuany, misalnya pengpugat yang tidak menjelaskan dengan baik
jumlah kerugiannya, maka dapat diperintahkas bersumpah dengan sumpah
penaksir untuk menzksic bessrmya kerugian

Pada hakckatnyir Hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh menolak.
keinginan para pihak vang berperkara dalam hal ingin pembukiian denganalat
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bukti sumpah pemutos, Hakim hanya boleh mempertimbangkan apakah ada
Kaitannys dengan perkara tersebul, Sumpsh pemutus dapat berupa sumpah
pircong, sumpah rmumbar yang emum terfadi dalam sistem hukum adat padis
masyarakat kita.

Yang menyampaikan sumpah baik sumpah pemutus maupun sumpah
penaksir atau sumpah penambah, barus: dilakukan sendini oleh orang vang
menyampaikan sumpah. Dapat juga diwakilkan atau dikuasakan namun kuasa
atau mewakilkan untuk menyvampaikan sumpah sebagai pembukan ersebut
haruslah dituangkan dalam akta otentik, atau akta notaris,

Tentang sumpah sebagal bagian dalam pembuktian di atur dalam pasad
1936 BW menvatakan bahwarapabila salah satu pihak telah melakukan sumpah
maka pihak vang lain tidak bolch beruzaha untuk membuktikan babwa sumpah
itu patsu, Pihak yang memenntahkan pihak o lawannys  untek  bersumpah
pikie sudah dijalankan oleh pihak lewannya shwomaka pihak yang memints
fawannva bersumpah maka w harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan ontuk
mengaukan alat bukdi lain, Jika pihak vang dikelahbkan menudeh, babwes sumpah
vang dianghkat pibak lawannya ttu palsu,maka ia dapat mengajukan pengaduan
kepada aparal vang berwenang dun meminta supaya pihak vang mengangkat
sumpah itu dituniw dalam perkara pidana atas dakwaan bersumpah palsu yang
dischut pasal 242 KUHP.

HIR menyebutkan 3 (lga) sumpah sebaga alat bukt, yaito:

a.  Sumpah Supferoir/Pelengkap (Pasal 155HIR)

Sumpah supletoir adalsh sumpah vang dipenniashkan olch hakim
karena jubatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian
peristiwa vang menjadi sengheta schagal dasar putusannya,

b. Sumpah Aestimaoiy Penaksic (Pasal 155 HIR)

Sumpah penaksir vaitu sumpah vang diperintahkan oleh hakim karena
jabatannya kepada pengeugar untuk menentukan jumlah uang gant
keruginn,

€. Sumpah DecisioirPemuons (Pasal 156 HIR)

Sumpah decisiair ddalah sumpah yang dibebankan atas permintaan
salah satu pikak kepads lawannya. Berlainan dengan sumpah Supfetoir, maki
sumpah decisigir, ini dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian
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sima sekal, sehingga sumpah decisioir, i dapatl dilakukan setiap sam
sclama pemeriksaan di persidangan.

6. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Salah sato hal vang erat kaannyva dengan hukom pembuktion ddalah
permeriksaan setempat, namun secara formal 18 tidak termasuk alat bukt dalam
Pasal 1566 KUH Perdata. Sumber formal dan pemerksaan setempat i adakah
ada pada Pasal 153 HIR yang disntaranya memiliki maksud scbagai benkot

Proses pemerikssan persidangan yang semiestinya dilakokan di nmng sidang
dapat dipindahkan ke tempat u_h:.-:r:ll: vangdiperkarakan.

a. Pessidangan ditempat seperti itu bertujuan untuk melihat keadsan obyek
tersehut ditempat barang itu terletak,
b. Dan vang mefakukannya adalah dapat seorang atau dis orsng angeots

Majelis yang bersangkutan dibantu oleh seorang panitera

7. SAKSI AHLYPENDAPAT AHLI

Agur maksud pemenksaan ahli tidak memampang dan yang semestinye,
perlu dipahami dengan tepat art dari kata ahli tersebut yang dikaitkan dengan
perkara vang bersangkutan.

Secara umum pengeriian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan
khusus di bideng tertentu, Raymond Emson menyebut, “specialized are as of
knonwiedge?, ™

Jads menurut hukum seseorang bara ahli apabila dia:

Memiliki pengetahuan khusus atauspesialisasi

Spesialisasi tersebut dapat berupa skill ataupunpengalaman
¢. Sedemikian rupa spesialisasinys menvebabkian ia mampy membentu

menemukan fakta melebihi kemampuan wimum orang biasa (erdinary

peapie).”

Drari pengertian di atas tidak semivaorang dapat diangkat sebagai ahli: Apalagi
jika dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa; spesialisasinya miesti

' Yalyea Horahop, Bukao Acerg Perdate, Op. O, hal, 7831
4 i, 7RG
* Ibid, TE
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sesuai dengan ndang yang disenghetakim. Reterangan Ahli diatur dalam pasal
154 HIR/Pasal 181 RBg yang menentukan balwa jika menurut pertimbangan
Pengadilan suatu perkara dapar menjadi lebih jelas kalay dimintakan ketermgan
ahli, atas permiintaan pibak yang bemperkara atan kavena jabatan, pengadilan
dapal mengangkal scorung ahl untuk dominekan pendapatnyg mengena
sesuaty hal puda perkars yang sedung diperikisa,

Pendapat Ahli memang perlu dikustkan dengan sumpah. Hal ini dems
tujusn untek ohjektivitas keterangan ahli i, Pendapat Ahli tidak mengikat
bagi Hakim, namun keterangan ahli bias menjadi masukan bagi hakim dan akan
memperkuat persangkaan Hakim dalam suatu perkara. At juga karena Hakim
tidak begitu rnzngethhui'mngmai suam hal vang perlu keahlian khusus,maka
kedudukan keterangan ahli ini menjadi sangat penting. Apalagi jika terkait
dengan bukti yang sifatnya iimiah atau scieniific eviedence,

Kedudukan kererangan ahl terkadang tidak: dianggap schagar alat
bukti, karena apa yang diterangkan ahh atau saksi: ahli bukan berdasarkan
pengetahuannya akan fakta kepadian, tetapn dha hanye menyampakan
pendapatnya berdasarkan keahlisnnya,

L. Rahmuda Erlivant SHLMH | 31



BAGIAN 3

ASPEK HUKUMAKTA DALAM
HUKUM PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA

1. ASPEK HUKUM AKTA SEBAGAT ALAT BLUKTI

Hukum membedakan alat bukti tulisan atausural dalam dua kategori vakni
dlat bukt surat /fulisan biasa bukan akia-dan alat buko surat/wilisan yang berupa
akta,

Tulisan biasa: bukan akta adatah tulisan biasy vang semula ditulis atau
drbuat tidak ada tajuan uniuk pembuktian dan biasanya tdak ditandatangan
oleh pembuatnya, artinya: dar semula pembuatannys tidak ditujukan untuk
pembuktian, Tetapi pada suati kettka temvata dapat digunakan untuk
membuktikan sesuatu hal atan suatu keadaan atau suatu penstiwa

Lain halnya dengan alat bukti tolisan berupa aktayang dani semula pada
wakiu pembuatannya momang disengaia untuk tojuan pembuktianschingan
akta akan ditulis dengan juga dibubuhi tandatangan oleh pembustnys seriy
dilengkapi keterangan mengenai fangzal bulan dan @hun pembuatannva guna
mudah diingat akan fusto pérbuatan hukum terlentu atae hubungan hukum
terteniu atau pula persttwa hukum terteniu,

Aspek hukum akia sebagai alat buki jugs bertijuan untuk - pembuktian pada
pihak lainuntuk mengakui hak-hak seseorang akan suatu benda atau obyek
hiskum tertentu, juga bertujuan membuktikan adanya hak orang fain pada suatu
hal terteniu.
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Aktn sebagai alat bukti juga menunjukkan adanya suatu peristiwa terméntu
misalnya perstrwa komatian, perkawinan, p-:'rm:ﬁinn dan peristiva hukum
bamnnya. Akla jugh dibuat batk secard di bawah taingan atin secara olentik
bertujuen pula untuk pedindungan hukom akan hak sescorung, atau bertujuan
mienguatkan suatu hubungan hukum tertente unwk legalitas dalam aspek
hukimnya.

Akia dapat dibedakan menjadi akta autentik (sebagian menulisaya
otentik,sebagai kata ndak baku dari Autentik) dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jahatan Notaris, menggunakan istilah’ akia autentik’ " dalam beberapa tulisan
orang kadang menulisnyi “aki otentik” ada yang menuhis akta otenfik adapula
yang menulisnya akta aufentik, yang pada dasarnya ditwjukan dengan maksud
yang sama yakni akta yang dibuat oleh atan di hadapan pejabat yang berwenang
menurut hukum ‘atau Undang-Undang dengan memenoht kntena dan svarat-
svarat wrfentu menurut Undang undang,

Contoh  akia: astentik - berupa akis nikabakta cer, akfa pendirian
perusahaan misalnya OV oatae PT, akia jual beli tanah, akta wasiatakia hiboh,
akia kelahiman, akia perubahan ADVART perusahaan dun Taan—lan.

Dalam susunan Alat Bukti menunut HIR dan RBg juga dalam BW
dhigebutkan bulvwn akia teroolong sebapm alal buktn dalam perkara perdai dan
merupakan alat bukli Tulisan atay Sural. Kedudukannya sangat mendominasi
sebagai alul bukli yang dianggap penting dalam perkars perdata, Apalagi jika
akia autentik maka ukan dianggap sangal Kuat secara hukum pembuktizn karena
diakui miemiliki kekoaan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim
vang memeriksa perkara tersebut untuk rhempercayai isi vang fertulis pada akin
tersebur.

2, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI

Hukum pembuktisn mengatur mengendt bagmmang proses pembukinn
i dijalankanmengatur mengenat dapa saja macam alat bukei juga mengatur
miengena beban pernbuktian dan mengaur mengenai kekuatan alat bukn.

"zl | anoks 7 LU Ne 2 Tahm 2004 perubaben atas LU Mo 30 Tahon 2004 Tentng Fabatan
Mogaris

L. Rahmuda Eriivand, SH.MH | 33



Masing masing alat bukti vang diajukan para pihak dalam suatu perkars
perdata memang ditypukan untuk membuktikan dalif-dalil vang sudah mereka
kemukakan dalam perkara. Penggugat skan menguatkan dalil-dalil gugatannya,
demikian pida Tergusat akan mensuatkan dabil-dalil jawabsnnys dengan
mengajukan macam-macam alat bukti.

Alat bukti vang diajukan dalam suatu perkara ataa persidangan, entutya
adalah alat bukii vang relevan dengan perkara tersebul. Artmya apa saja yang
mengandung relevansi dengan perbuatan perdata yang didalilkan penggugat
bahwa telah dilakukan tergugat dan mervgikannya, maka hal itulah yang
harus dibuktikannya, Maka dapat diajukan alat bukti yang bersesnaian dengan
perbuatan tersebut agar terbukti dan meyakinkan hakim' vang memenksa
perkara itu.

Dalam kaitan im dapat dilihat antara kebenaran formal dan kebenaran
matersl dalam pentlatan pembukisan, misalnya tentang akta autentik vang
sengaja secarn sah dibuat di depan pejabat ymum vang berwenang untuls e
seperti vang dischotkan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 BB, Pasal 18TOBW,
dan akan menjadi pertanyaan apakah ada kemungkinan fain{secara matenal)
yang menvebabkan akia oteatikitu lemah, misalnva adanya pengaruh dalam
akta jual beli tanah vang dibuat oleh PPAT { Pejabat Pembuat Akta Tansh)atas
perminisan-penmintsan pejabat terkemuka sehingea junl beli yang domaksudkan
bersifal pemaksaan, danataumsalnyva terdapat sertifikat tanah dowblebahkan
fripie; jika hakim terikat secara formal, bagaimana sikap hakim dalam menila,

3. AKTANOTARIS SEBAGATI AKTAAUTENTIK

Akta sebagal alat bukti dalam hukum perdatada’i segi pembustannya
dan kekuatan pembukiiannya maka dibedakan menjadi 2 macam, vakni Akia
Autentik dan Aka dibawah tangan.Akta dibawah tangan adalah akia yang
dibuat tanpa melibatkan pejabat umum vang berwenang untuk membuat akta,
sedangkan akla autentik adalah akte vang dibuat oleh atsu dihadapan pepabat
umum yang berwenang untuk membuat akta menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Tidak semma pejabat berwenang membuat akta autentik, Hanya pejebat
vang ditentukan oleh Undang Undang sehagai Pejabat umimm yang berwenang
membuiat akia, misaliva Notaris, PPAT, Paniiera Pengadilan, Juru sita Pengadilan,
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Pejabat badan Pertanahan (BPN), Pejabat Pembuat Akt Perkawman atau aki
Perceraian, Pejabat pemerintah yang berwenang membusit akta kependudukan,

Notaris sebagai pejabmt umum vang dinkei dan dintur dalam Undang
Undang sebapai Pejabal vang berwesiang membuat akta autentik.

Motaris berwenang dalam membuat akia ofentik merupakan kewenangan
yang diperolch secara atribusi yang secara normatit distur melalui undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nombor: 2 tahun 2014
Tentang Jabatan Motans selanmjutnya discbut LILIN,

Berdasarkan ULLTN tersébut notaris adalah pejabat publik vang mendapatkan
wewenang secara atribus, karcna wewenang tersehut diciptakan dan diberikan
oleh Undang - Undang,

LN menjadikan notaris sebaga pejaban publik, sehingga akibar hukumnya
dalam akta notaris mendapat kedudukan yang autentik dan mempunyai sifat
eksekutorial. Kekuatan keautentikan suate akta, karena proses pembuantan akta
tersebut didasarkan irq:-min bentuk yangsudah ditetapkan olehundang-undang,
dan dibual oleh atau dibadapan pejabat yang berwenang. hal ini sebagaimana
dimaksud dalai pasal 1868 KUHPpendala vang imenyatakan :

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk vang diteniukan
oleh undanp-undang, dibuat oleh atan di hadapan pejabat wmum vang
berwenang untuk Hu dimana tempat akta o diperbuat, ™

Motaris sehagat scbuah jabatan (bukan Profes atan Profesi Tabatan), dan
jabatan apapun yange adia di negen im, mempunyar wewenang tersendiri. Scliap
wewenang haras ada dasar hukumnya, Schingga jika scomng pejabat melakukan
tndakan dilugr kewenangannva tersebul dapal dinvatakan sebagai perbuatan
melawan hukum, Oleh sebab itn, suam wewenang tidak muncul begitu saja
sebagai hasil dari suatu diskusi atan pembicaraan di belakang meja ataupun
karena pembabasan-pembahasan atan karena pendapat-pendapat i lembaga
begislanf, tapi wewenang harus dinyotakan dengan tegas dalam permturan
perundang-undangan vang berssngkutan.

R Subokt dan B Tjitrosoedibio (11, 2001, Kitsh T..‘-ndu.-ng»[.'nﬂug Hukum Pordata dengimn
Tembahan Undang-Undang Pokok Agrara. undnng-undang perkawisan. lakarta: Pradoyn
PFarmmitrs, hilm 475

% Hiab¥h Axlji 4T) Hahib adjie (1), 2007 Fubam notaris Indopesia, e emarik terhadap urdang-
undang nomior 30 mhum 2004 tentang notaris. Surabeva @ refika aditama, hlm 78
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Kewenangan Notans sebagan pejabatl umum mémbunt akta dapat kita i

paidi keténtuian UUIN pada pasal 15 dan 16 schagai berikut :

i1

(2)

(3)

L

36

Pasal 15
MNotans berwenang mambuat Akta-antentik mengenai semua perhuatan,
perjanjian, dan penetapan vang diharuskan oleh peraturan perondang-
undangan daniatan jrﬁng dikchendaki oléh yang berkepentingan untuk
dinvaiakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian mnggal pembitan
Akta, menvimpan Akfa. memberikan grosse, salinan dan kutipan Akla,
semuaEnya ity sepanfang pembuatan Akia o tidak jugs ditugaskan atdu
dikecualikan kepada pejabat Iain atau orang lain vang ditetapkan oleh
undang-undang
Selain kewenangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang
puli:
a. mengesahkan tanda fangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendatftar dalam buku khusus:
h. membukukan surat di bawah tnzan dengan mendaftar dalam buku
k hesns;
¢.  membuat ko dan ash sumat i baweh tangan berupa salingn yang
memunt uraan sehagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yiang
bersangkutan;
d.  melakukan pengesahan kecocokan fotokopr dengan surat ashinva;
¢, memberikan penyuluban hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
{  membusat Akia vang berkailan dengan pertanahan; atau
g. membuat Akea risalah lelang.
Scham kewenangan schagaimans dimaksud pada avat (1) danayat (2), Notars
mempunyil kewenangan lain yang diator dalam peraturan perundaniz-
undangan,”
Biladikaitkandenganakiayangdibuatoleh notaris maka sesuai dengan
pasal 16 Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana yvang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan
Motaris kewenangan tersebut melipuiti:

Pasal 16
Dalom menjalankan jahatannya, Notaris wajih:
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bertindak amanah, jujur, saksama, mandin, tidak berpihak, dan
menjagn kepentimgan prhak vang terkait dalam perbuatan hukum;
membuat Akta dalam bentuk Minuts Akta dan menyimpannyn sebiagia
bagian dari Protokol Nowns;

melekatkan surat dan dokwmen serta sidik jan penghadap pada Minuta
Akta:

mengeluarkan Grosse Akia, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan
Minuia Akta;

memberikan peluyanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. kecuali ada slasan untuk menolaknyi;

merahasiakan segala sesuaiu mengenai Akia vang dibuamya dan
segala keterangan vang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan
sumpah/janj: jabatan, kecuall undang- undang menentukan laing
menjilid Aktayang dibustnya dalam | {5atu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebil dari50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta
tidak dapat dimuat dainm satu buku, Akta fersebut dapat dijilid menjadi
lehih dan satu buku. dan mencatat jumlah Minuta Akia, butan, dan
tahun pembustanmya pada sampul setiap buku:

membuat daflar dan Akta protes: terhadap tidak dibayar atay tdak
diterimanya surat berharga;

membuat - daftar Akta yang berkenaan dengan wasial menurut- arian
wakiu pembuatan Akiasetiap bulan;

mengirimkun daflar Akta sebagaimuna dimaksud dalem huraf | atay
daftar nihil vang berkennan dengan wasial ke pusat dafiar wasiat pada
kementerian yang menvelengparakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dakam wakiu 5 (lima) hari pada minggu pertams setiap bulan
berikutnya;

mencatat dalam reperionium fangeal penginman daftar wasiat pada
settap akhir bulan;

mempuiyal cap atau stempel vang memuat lambang negara Republik
Indonessa dan pada ruang yang melingkarinys dituliskan nama, jabatan,
dan tempat kedudukan yang bersanglootan;

. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadin oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksdi, ala 4 (cimpat) prang saksi khusus untuk
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pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada sant
ity jugn oleh penghadap, saksi, dan Nowaris; dan

Ho menerima magang calon Notans.

(2} Kewajiban menyvimpan Minuta Akta sebagaimana dunabsud pada ayau(1)

hurut' b tidak berlakudalam hal Notaris menpeluarkan Akta inonginali,

(1) AKla in originahi schagnimana dimaksud pads avat {2 imeliputi:

8. AKta pembayaran vang sewd, bunga, dan pensiun;

bo Akta penawaran pembayaran tunai;

¢ Akta protes terhadap tidak dibayarmya atau tidak diterimanya sural
berharga:

d Akta kuasa;

¢, Akta keterangan kepemilikan; dan

L Akt lainnya sesuai dengan ketentusn peraturun perundang- undangan.

(4} Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih

dart | (satu) mogkap diandatangam pada waktu, bentuk, dan 181 yang sama,
dengan ketentuan pada sctiap Ak tatertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGATL
SATU DAN SATU BERLAKD UNTUK SEMUA™,

(51 Aktain originali yang berisi kuasa yang belum diisi namia penerima kuasa

hanya dapat dibuar dalam | (sanz) rangkap.

() Bentuk dan ukuran cap atau stempel schagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurut | ditetapkan dengan Persturan Menteri.

(7) Pembacaan Akta schagamana dimaksud pada-ayat ( 1) huruf m tdak wapb

i8)

(9

s |

dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akia tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendirt.mengetahul, dan memabami sinya,
dengan ketentusn babwa hal tersebut dinvatakan dalam penutup Akia
seria pada-setigp halaman Minute Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan
MNuotaris,

Ketentuan sebagammana dimaksad pada ayal (7) dikecualikan terhadap
pembacasn kepala Akia komparasi, penjelasan pokok Akta secara singhat
dan jelas, serta penutup Ak, '

ik salah satn syarat sebagaimana dimaksud padaayat( | ) huruf m dan ayar
(7) ndak dipenubi Akia yang bersangkuian hanya mempunyai kekustan
pembuktian schagai akta di bawah tangan.
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[ 10y Ketentuan sehagaimana dimaksud pada avat {9) tidak berlaku untuk
pembiatan Akta wasiat.

{11y Notars yeng melangear ketentuan sebaganmiana dimaksud pada ayat (1)
huruf & sampai dengan huruf | dapat dikenai sanksi berupa:

(12)

a. peringatan terulis;

b, pemberhentian sementamn;

¢ pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat,

{13} Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11). pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf' j dapat meénjadi alasan bagi pihak
yahg menderita kerugian untuk menuntut pengeantian biayva, ganti rugi,
dan bunga kepada Notaris,

{14} Notaris vang melanggar ketentuan sebagaimaria dimaksod pada avar (1)
hiruf n dapat dikenat sanksi berups peringatan tertulis.”

Keautenbikan akta skia yoang dibuat notars dalam kewenangan
jabatinnya dapat kita lihar ketentuan normatifinya dalam UUIN (UL Ne
2 Tahun 2014pasal 1 angka 7, discbutkan habwa akta yang dibuat olch

notans sesuail ketentuan wewenang jabatannya menurut ULIN adalab akia
putentik.,

Pasal 1 angka 7 :

Akt Notans yang selanjutnya discbut sebagai Akta,ndalah akia autenhik
vang dibual oleh atau dihedspan Notaris menumt bentuk dan tats cars vang
ditetapkan dalam Undang Undang ini.

Selain pasal 1 angka 7 ditegaskan pula dalam pasal |5 bahwa kewenangan
Motans adalah membuat Akiz Autentik,

Mengenat kekoatan pembuktian pada akta notans.dalam ULUTN memang
fidak menyebutkan dengan rinei bahwi kebomdannya pembukiiannya sempumi
dan mengkat, namun sehagai suaty Akt Autentk maks kembali pada ketenbun
umum dalem Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dafam
HIR dan RBg di sehutkan bagnimana kedudukan Akta Autentik schagan Alat
Bukh yeng merupakan alat bukt Tolisan yang sangat keat dan-sempurmia sehagai
alat bukti dalam perkara perdata.
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Pada [N memang ménvinggung persoslan pembuktan dan akta
terkait sebagm alat bukti dalam suato perkara perdata, hal i tersimt dalam
ketentuan pasal 41 dan pasal 44 UUIN, hal mi terkan syarat forml dalam
pembustan akta notans. Ada beberapa persyarmtan pembuatan akta oleh
Motans apar memenuhn ketenia sebaga Akt Autentik, Apabula syaratl syaral
Formil sebagaimana ditentukan oleh UUIN pasal 28,39 dan 40 Gidak dipenubi
olch notaris dalam membuat akiz, maks kekuatan pembukiian akia tersebut
mengalami penurunan kekuatan pembuktiannyva, dari kekuatan sebagai Akta
Autentik menjadi kekuatan pembuktian sebagai Akta D1 bawah tangan, atau
disebut pula dengan istilah Degradasi Kekuatan Pembuktian Akt Notaris,

Pasal 44 juga mensyaratkan adanya beberapa ketenan dalam aturam
membuat akta oleh Notans sehagaimana ditegaskan dalam ayat{1){2 13144}
dan (5) seria (6). Kemudian ditambahkan lagi dalam ketentuan pasal 44 avat |
sampai 4, dan dalam pasal 44 avat {5) menegaskan tentang hal rerkait degradasi
akta notans, apabila ketentuan syaral pembuatan akta sebagaimana diuraikan
dalam pasal 43 dan 44 temebint Gdak dipenuhi.

4. DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS

Hukum Pembuktian menempatkan Alat Bukti SuratTulisan  sehagai
alot bukti yvang sah dan menempati uratan pertama dalam sasunan  Alat
Bukii menurut pasal 164 HIR dan pasal 284 RBg. Setelah ita adalah alat
bukti Kesaksian, Persangkanan, Pengakuan dan Alat Bukts Sumpah. Memirut
Hukum Acara Perdata bérbagm Alat Bukti yvang Sah ménund Hukum dapat
diajukan sebagai Alal Bukli dalam persidangan untuk meguatkan dalil dalil
yang dikemukan oleh para pihak dalsm perkara tersebul. Karena hakekat duri
Proses Pembuktian adalah untuk membuktikan mengendi peristiwa hukumnya,
hubungan hukumnya, dan akibat hukumnya. Pentingnya proses pembukiian
di sini mdalah untuk berfungsi sebagai dasar putusan hakim.

Terkant dengan proses pembuktian dan Alat Bukti Tulisan / Surat,dalam hal
i berkaitan pula dengan peran Notaris dalam menciptakan alat Bukt Outentik.
berupa Akte Nnmﬁir. Peran Notars akan sangat urgen dalam menciptakan
kepastian  hukum dan perlindungan hukum  dalam  persoalan-persoalan
keperdatiaan, serta berfungsi penting jaga dalam hal memberikan perlindungan
hukum bag: hak hak kepérdataan subyek hukum, Kewenangan dan peran serta
tugzas Notaris dustur dalam UL jabatan Notans,
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Undang Undang RI No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UL RIno
30 Tabum 2004 tentang Jabatan Notaris, disﬂmt&_an hahwa MNotans sehaga
pejabat umum yang dibenikan kewenangan oleh negara untuk membuat akia
autentik dan memiliki kewenangan lainnys schagaimana disebutkan dalam UL
tersebul. Adapun Kewenangan Notans adalah membuat akia autentik mengenai
semud perbuatan, perjanjian, dan penctapan vang diharuskan oleh peraturan
perundang- undangan dan/atau vang dikehendaki oleh vang berkepentingun
untuk dinvatakan dalam akta autentik, Notaris juga berwenang dan bertugas
menjumin kepastian tanggal pembuatan akia, menyimpan akta, membenkan
grosse, salinan dan Rutipan akiasemuanya i sepanjang pembuatan aki i
tidak juga ditugaskan atan dikecualikan kepada pejabat lain atan orang lain
yang ditetapkan oléh undang-undang, Selam mu Notaris berwenang pula
mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepasuan tanggal surat dibawah
tangan dengan mwndaliar dalam buku khasus, membukukan surat dibawih
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membwal kopi dari asii surat
dibawah tangan berupa salinan yang memigt uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam sural vang bersanghkutan, melakukan pengesahan kecocokan
fotokopl dengan surat dshnya, memberikan penyaluban hukum schubungan
dengan pembisitan Akia, membaat Ak vang berkaitan dengan pertanahan
atal membuat Akta risalah lelang ™

Notaris adalah seorang peiabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat
oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negars dalam pelayanan hukum
kepada masyarakat demi lercapuinys kepastian hukum sebagai pejubat pembuat
akta otentik dulam hal keperdataan, Pengertian Notans dapat dilihat dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal | Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jahatan Notaris, yang menyatakan hahwa
“Notaris adalah pejabat omum vang berwenang untuk membuat akin oténtik
dan kewenangan lninnya sebagaimana vang dimaksud dalam Undang -undang
-ll'ti_"“

Munurut perspekiil hukum pembuktisn secara hukum scara perdata, maka
akia notaris mempunyal kekuatan pembuktian sempuma dan mengikat, Dalam
pengertian vang berhubungan dengan kekuatan bukti, akta notans schagai akia

* Lumben Tobing, 1980, Perahre Jabais NMotaeds, Erlangen Jakorts hal, 12

* [Yjuhnd Mahja, 2005, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2044 wentang Jabaran Notasis, 1akana ;
Dhirat Bohagzia, binl. &0
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atentik memiliki kekuatan bukti vang lengkap atan sempumna dan memiliki
kekuatan mengnkat, serta telah mencukupt batas manimal alat bukti yang sah
mnpa lag diperdukan alay bukt lain dalam susty sengketa hukum perdata.
Artinva jika ilijudikan alul bukli dalam suatu perkars perdats atau ditunjukkan
sebagai bukl pada pilak ketiga maka kKekuatan pembukiian pada akla potaris
adalah smgat koat dan sempuma, sehingga sudabh cukup untuk membuktikan
apa yang teriuang dalam akuy tersebut tanpa perlu alal bukt vang lainnys
sepanjang mengenai apa yang tertuang dilam akia tersebut, Dan sifatnya juga
mengikat pada hakim dalam memeriksa perkara perdata tersebut, maka hakim
terikat dengan apa yang reriuang dalam akta tersebut,

Ketentuan Pasal 1869 KU HPerdata mengenal kekuatan pembuknian akta,
dan dalam Undang-Undang Nonior 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang
MNomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notans {yang sclanjutnya
disebut ULUIN) juga mengatur ketentuan pembulctian akta tersebut, yaitu pada
Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51,

Beberapa Pasal tersebut mengatur terperinginya lentang syaral syarat formiil
tentang aktn notaris uniuk: diperbatikan bagi Notans dalam membuat soaty
Akta, vakni ;

Formalitas beéntuk akia notaris ( Pasal 38UUINY

Syarat-syarat penghadap notars { Pasal 39UUIN)
Syarat-syarat saksi notars (Pasal 40000 IN)

Syarat-syarat pombacaan-akis notaris ( Pasal 44 ULUIN)
Svarat-syaral perubahan pembetulan isi akia (Pasal 48,49, 50 LLTTNY

Ketentuam ini memadi hal yang sangatl penting bugi notaris karena terkan
dengan kedudukan aka vang dibuatnyva dalam perspekaif hukum pembuktian.
Kavena jike syarat syaral formil suatu akia outentik yang digariskan oleh hukom:
tidak terpenuhi maka outentiknya suatu akia akan terdegrdasi, atau dalam ani
kekuatan akia tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagai akta outentik
lagh, Konsep depradasi akia artinya bahwa akta notaris vang semula-di okui oleh
hitkum sebagai akta outentik, mengalami peaurunan derajal Keoutentikkannya
schingea hanya mengandung nilai pembuoktian yang sama dengai akta di bawak
LRIEARN

l..'l B

Problematika sclanjuinya datam hal ini adalah mengens implikasi hukum
dari terjadinya degradasi akia notans tersebut. Kemudian apakah notans
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hertanggung jawah dalam hal mi. Problematika im akan sangat menark untuk
Kita telanh dalam sudut pandang hukum pembuktian, karenn kedudukan akin
outertik sangal penting dalam perspektif hukum pembuktian pada perkars
perdata mengingat dalam susunan urotan alal bukti yvang sah menut bakum
scara perdata adalah Alat Bukti TulisanSurat dalam uratan perfama. Sehinggns
urgensinya schagan alul buktl yang sah menurul hukum ada pada alat bk
Tulisan atau Suratschinggs kecenderungan mentangkan segdla bentuk
hubingan hukum atau peristiva hukum dalam bentuk terulis untuk disengaja
sehagai mjuan pembuktian untuk sekarang atoupun untuk kepentingan masa
yang akan datang. Dalam hukum pembuktian nilai kekuatan pembuktian alat
hukti surat, disebutkan Bahwa alat bukti surit vang berupa akia akan sangm
kuat sebagai alat bukti yang bemilai pembuktian yang sempuma dan mengikat,
Datam hal imt berami akia outentik sebagai afat bukf terkiat dalam afat bukt
surat dilibat dari perspektif kekustan pembuktian menurot hukem acars
perdata.

Selain Akta Autentik miemang kita mengenal pula akta dibawah tangan
atan sural bukan akla, yang dalam hukum pembuktian semus 1w dapet saja
untuk menjadi alat bulti nwmon kedudukan dan kekoatan pembukiiannya tente
berbeda,

Berdasarkan hukum ferdapal dua macam akla yano akia otentik dan akia
di bawah tangan, vang dapat dijelaskan schaga) benkut;

#)  Akta autenlik

Aktaamentik adalahakta vang dibuatoleh pejabat yang diberi wewenang
untuk itwoleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan vang telah ditetapkan,
baik dengan maupun tanpa bantuan dar yang berkepenungan, yang mencaiat
apa yang dimintakan untuk dimwuat di dalamnya oleh yang berkepentingan,
akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, vang menerangkan
apa yang dilakukannya dan dilihar di hadapannya, Dalam Pasal 165 HIR dan
Pasal 285 Rbg. akta otentik adalah suato akta yang dibuat oleh atau dihadapan
pejabatvangdiben wewenanguntuk itu, merupakanbukti yvang lengkapantara
para pihakdan para ahliwansnys danmercka yapg mendapat hak danpadanya
tentang yangtercantum ddalamnyadan bahkanscbagaipembentahuanbelaka,
akan tetapi vang terakhir mi hanva dibenitahukan 1iu berhubungan dengan
perihal pada akia it Pl."-_'i;t'lbﬂi yvang dimaksudkan antara lain ialah Notans,
Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya,
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Akta otentik menurut keientuan Pasal 1R68 Kitab Unidang-Undang Hukum
Perdata { KUHPerdata) yaitu "Suatu akta autentik ialab suatu akia yang di dalam
bentuk yang dientukan oleh ondang-undang, dibuat olch atan dibadapan
peguwai-pegawal umum yvang berbuasa untuk o g lempat dromang akia
dibmtnya ™ Menurst B, Scergondo, akia olentik adalah akia yang dibust dan
diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atw dibadapan pejabal umum, yang
berwenang untuk berbuat sedemikian itw, ditempat dimana akea iu dibuat. *

Irwim Seerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (nga) unsur esensial agar
terpenuhinya svarat formal suatu akta autentik, yaiu: ™

i
b,

.

[ dalam bentuk vang ditentukan oleh undang-undang.
Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Akta vang dibuist oleh atau di hadapan Pejabat Umum vang berwenang
untuk itu-dan di tenipat dimangs akta tudibuat.

Demikian puls menurut E:A. Kraan akia autentik mempunyal ciri-ciri
schagai bertkur:™

Suaty tulisan, dengan sengaja dibuai semata-mata untuk: dijadikan buld
atau suatu bukt dan keadsan sebagaimana discbutkan di dalam tulisan
dibuat dan dinyvatakan oleh pejabat ying berwenzng, Tulisan terscbut
turut ditandatangani olch atau hanya ditandatangan oleh pefabat yang
bersangkutan saja:

suatu tuhsan sampai ada bukt sebaliknya, dianggap berasal dan pejabat
vang berwenang,

Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi;  ketentuan
tersebut mengatur 1ata care pembuatanuya (sekorang-kurangnva
mremual ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibustnya
akta suaty tulisan, nama dan kedudukan atau jabaian pejabat vang
mienibuatya ).

Seorang pejabat yang diangkat oleh megara dan mempunyai sifar
dan pekerjaan yang mandint (onafhankelifk — independenceyserta

R Soegondo, 1991, Bukiem Pembalnio, T, Peatnva Paciimitn, Jakarta, hal 39
™ Erovan Soerodpe, M03, Kegvtian Hunkos Bk Anr Tosah of fndonesia, Ackola, Sarabava, Bal
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tidak memihak (ompertidigheid - impartiafiy) dalam ménjalankan
jabalannya.

¢, Pemyatain dari fakia stou tndakan vang disebutkan oleh pejabat adalah
hubusgan hukun didalany bidang hukum privat.

Akta autentik adalab produk wang dibuat olch scorang notaris, Dan
beberapa pendapat distas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta vang dibuat
pleh notaris ada 2 (dua) macam vaitw

A, Akt vang dibuat oleh (door) notars sty yang dinamakan akts refags atag
akta pejabat {ambvelijke afre) merupakan akia vang dibuat oleh pejabat vamg
diberi wewenang untuk 1tu, dimana pgjabat menerangkan apa vang dilihat
serta apa vang dilakukannya, jadi misiatif tidak berasal dan orang/pihiak
yang namanya diterangkon didalam akia tersebut. Cint khas dalam akia i
adalah tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atag
pemibuatan akia,

b Akta yvang diboat dihadapan (fen eversiaan) notans atau yang dinnmakan
akia party (partij-acters) adalah akia yang dibuat dihadapan para pejabat
iy diberi wewenang untuk iu dan akta o dibuat slas pernantsan dar
pibak-pihak vang berkepentingan. Ciri khas pada aku ini adalah adanyy
Jurmpu:jﬁ vang menjelnskan kewenanpan pars prhak vang menghadap
Notaris untuk membaoat akia. ™
Perbedsan akia terscbut diatss sangat penting dalam kastannya dengen

pembuktign schaliknya (regenbewijs) terhadap isy akta, dengan demikian
terhadap kebenaran isi akia pejabat (ambredifie akie) atau-skta relsas tdak
dapat digugat, kecual dengan menuduh babhwa akta noadatah palswe. sedangkan
pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menudub bahwa akta tersebut akts
padsi akan tetapi dengan jalan menvatakan bahwa keteranpan dan pars pihak
vang bersangkutan vang divmaikan dalam akiastu tidak benar, Pembuatan akta,
batk akta relass maupun akta parti] yang menjadh dasar utama atan mii dalam
pembuatan akta otentik, yartu hares ada kemginan atau kehendak (wilvvarming)
tan pommintasn dan para pihak,, jika keinginan dan pormimaan pam pihak
tigkek ada, maka pojabat umum tidak akan membuat akia vang dimaksud, ™

“sjaifurrachman don HabibAdjie, 201 LA apned Pevtaegsangoweben Notaro Do Peabiaion
ks, Mandar Maju, Bandung, hal (09

"Lumban Tobing, 1980, Peramean Jebeier Notaris. Erlangea, Jakorto, 1936 hal. |2
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a. Akm Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akia vang dibuat serta ditandatangani oleh
para pihuk yang bersepakat dalam perikatan atay antara para pihak yang
berkepentingan saja. Menurut Sudikno Menokusumeo, akia dibawah tangan
adalah akia yang sengaja dibuat uniuk pembuktian oleh para pihak tanpa
bantwan dar seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat wntara pthak vang
berkepentingan. ¥

Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “vang diangeap scbhagai
tulisan dibawah tangan adalah skt vang ditandatangani dibawsh tangan., surml.
daftar, surat wrusan rumah angga den twhsan-tulisan yang fain yang dibuat
wnpa perantaraan seorang pejabat wmum', Didalam Pasal 1902 KUH Perdata
dikemukakan mengenai syarat-svarat bilamana terdapar bukti tertulis, vaitu:

a.  Harus adaaki

b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atan
darr orong yang diwakilinya

¢. - Akta it harus memungkinkan kebenaran peristiva yang bersagkutan:

Akta th bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempuma
terhadap orang vang menandatangani scrin para ahli wansnya dan orang-orng
yang mendapatkan hak darinya hanva-apabila tanda tangan datam akta di bawah
tangan terscbut diaku oleh orang terhadap siapa tulisan 1o hendak dipakal.
Oleh karena itu dikatakan bahwa akia dibawah tangan merupakan bukti tertulis
(hewia van schriftelifk bewifs).

Terkit dengan- kekustan pembyklian pada akia Notars, skan tercapai
kekuatan pembuktian sebagm Akta Autentik sebagmmana ditegaskan dalam
hukum pembuktian bahwe Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan bersifat mengikat bagi Hakim yang memeriksa perkara jika
dalam konsep pembuktian perkara perdata,

Unmuk menadi Akta Amtentk maka dalam pembuatan akta tersebut Notaris
hiams memperhatikan berbagai persyaratan dalam menyusun akta. Sebagaimana
di panskan dalam beberapa pasal dalam UUIN pasal 38,39 dan 400 serta pasal
43 dan 44, Apabila ketentuan im tidak dipenuhi maka akta vang dibuat notans
menjadi terde: Bl

fSudikne Mermokusamao, 1998, Hrubom Acara Pendare o Tndoresie, Libermy: Yoevakarin, hal 125
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1. Penyehab terjadinya Degradasi Akea Notaris

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “aere” dan dalam bahasa Inggris
disebut “aed” atau “deed”. Akia menvrut Sudikno Meriokusumo merupakan
sural yang dibert tanda tangan vang memual peristiwa-peristiwa yang mengadi
dasar suatu hak atan perikatan, vang dibuat scjak semula denpan sengaja untuk
pembuktian,” Menurut subekii, akia berbeda dengan surat, yaitu suato tulisan
yang memang dengan sengaja dibual unuk dijadikan bukt tentang susia
penistiwa: dan ditandatangani.’” Berdasarkan pendapat tersebut;. maka dapat
disimpulksn bahws yang dimaksoed sk, adalah;

a)  Perbuatan (Aandiimg) atau perbuatan hukum (rechishandeling)

k) Sustu tulisan yang dibuat uniuk dipakaydigunakan sebaga bukti perbuatan
hukum tersebut, vaitu berupa tulisan vang digjukan kepada pembuktian
sesuntu,

Pada Pasal 165 Staarshlod Tahun 1941 Nomor 34 dijelaskan pengertian
tentang akia yaitu sebagal berikur:

“Akia adalab surat yvang diporbuat demikian olch atau dibadapan pegawm
vang berwenang unfuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bag kedua
belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya schagai
hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didafam surat itu schagai
pemberitahian hubungan langsung dengan penhal pada akin o™

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaiu akta scbhagai fungsi formal
yang mempunyii arh bahwa suato perbuatan hukum akan menpadi lebih lengkap
apabifa di buat suatu akis. Fungs: alat buktn vailu akia sebaga alat pembukiian
dimanit dibuatnya akia tersebut olch para pihak vang terikat dalam suatu
peranpan di wyukan untuk pembukuan di kemudian hari,

Akta adalah suatu surat vang ditandatangam, memuat keterangan tentang
kejadian-kejadian atau hal-kal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian.
Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: Pembukiian dengan mbisan dilakukan
dengan tlisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-ulisan di bawah tangan.

= Sanllikne Mertokusomo, 2006, Hrkwe dvorg Perdars Togonesin, Libentv, Yogymkiriu, Tl 149
=Bubekin, 2008, Loc O, hal 25

“Vietor M. Sitwmorangdan Cormmentyna Sitanggong, Groxs Ak delom pombuk i dan Elsokisd,
Riniki Cipta, Tokonta, 1993, hal 26

*Rudikno Menokusime, 199, Mengremal Dok Seaee Ponpenier, Libenly, Yopyakam, hal
21
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Adapun akta Auwtentik difabami sebagai akta yang memiliki Kekiatan
pembuktian yang sempuma dan mengikat, Ak otentik menunit ketentuan
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K UHPerdata) vty “Suatu
akla otentik ialah sualy skia yvang di dalam bentuk vang ditentukan oleh
undang-undang, dibust olch atay dihadapan pégawa-pegawal wnum yang
berkuasa wntuk it di tempat di mana aki dibuatnys” Menunu R, Soergondo,
akla otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh
atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedernikiin i,
ditempiat dimana akta itu dibua, *

Menurut C.A, Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikout; ™
& Suatw wlisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan buksi

atin susta bukti dan keadaan schagaimana disebutkan di dalam tulisan

dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang herwenang. Tulisan tersehut
twrut ditandatangani ofeh atay hanya ditidmtangam oleh pejabat yang
biersanghutan saja.

b, Sustu lulisan sampai ada bukti schaliknya, dianggap berasal dan pejabai
yung berwenany,

¢ Ketentuan perundang-undangan vang harus dipenubi; ketentuan tersebut
mengatur ata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentugn-
keteniuan mengenal tanggal, tempat dibuatnya akia suatu tulisan, nama dan
kedudukan atau jabatan pejabat vang miembiatmya),

d.  Scorang pejabat yvang disngkat oleh negara dan mempunyai sifat dan
pekerjaan vang mandin (ongfhankelifh - independence) serta bdak memibak
(ompartifdigheid — imparriality) dalam menpalankan jabatannya,

e. Pemyataan dari fak atau tndakan yvang disebutkan oleh pejabat adalah
hubungan hukum didalam hidang hukum privat.

Adapun Trwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial
agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu: ©

= [ dalam bentuk vang ditentukan oleh undasg-undang:

= Dibuat oleh dan di hadapan Pejahat Unum.

» Akta vang dibuat aleh atan di hadapan Pegabat Umum vang berwenang

R Socgondo, 190, Lo O, bl 80
" Hertion Soevsio, 2003, Loc CiChal 148
T irwan Socrodio; 2003, Loc OF, Sumbava, bal 145
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untuk ity dan di tempat dimana aka ite dibuat,

Dalam tugas dan jabatun Netaris, maka Notans berwenng untuk membuat
pkta, akta notares menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 perubihan
atis UL Mo 20 Tahue 2004 tentang Jabatan Notaris, menyvebutkan bahwa akta
yang dibuat Notans adalah akia Autentik, dan dalam pasal langka 7 disebutkan
bahwa akta notans selanjutnya discbut Akta adalah akm autentik vakni akis
vang dibuut oleh atau dihadapan Notars menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan Undang Undang im.

Dari ketentuan pasal | angka 7 tersebo dapat dimengert bahwas akta notans
dalam ketentuan hukum pembuktian digolongkan schagat akeax autenuk tetap
untuk menjadi akta autentik ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh akia
notaris yakni dibuat pars pihak dihadapan notaris atau dibuat oleh notans, dan
mienurut ketentwan vang distur dalam Undang Undang labatan Notanis,

Artinya balwa akta notans schagai akin autentik hanis dibuat memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh UUIN. Ketentuan atay syaral  formal
pembuatan akta dapat ditihat dulam ULUIN

Pada pasal 38 ayat (1) (2) (3) dan {4} serta (3) UL Mo 2 Tabun 7014
tisebutkan bagaimana akta notans harus dibuat sesuai bentuk vang digariskan
pasul 38 tersebut. Ads awal akia, badin akia dan akhie akia

Awal akta terdin judul akia, nomor akia jam tangeal ban bulan dan tahur
dibuatmya skla, serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notars yang
membual akta atau dibadapan notarisnya.

Badan akta terdin dari |
e Wana lengkap tempat dan tanggal lahie, kewargancgaraan pekerjain,
jubatun kedudukan tempat tingeal pars penghadap dan‘atau orang
yang mereka wakili.

»  Keterangan mengenal kedudukan bertindak sebagai apa para penghadap

tersehut

= [Isi akia yang memupakan kehendak para pihak tentangapa

» Nama lengkaptempat dan tanggal lahirsérta pekeéraan, jabatan,

kedudukan, dan tempat inggal dan tiap tiap saksi pengenal,

Untuk Penutup akta werdict uraian fentang pembacaan akia sebagaimans
dimaksod pasal 16 ayat (1) horaf modan Pasal 16:ayat (7). Juga uraian tantaing
penandalangan atau peneremahan akta emsebut, Koterangan identitas saks
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akta,Serta uraian tentang jika ada atau tidaknya pervhahan akui penambahan
atau pencoretan aktaserta penggantian atau perubahan akta,

Dalam  pembuatan akita Notans untuk memenuhr svaral apar Notaris
dianggap cermatnaka kecermatan notaris harus memperhatikan  usia
penghadap, kecakapan penghadap sebagar subyek hukum, notans harus kenal
penghadap.mengenal atan diperkenalkan saksi saksi vang harus diperhatikan
notars juga cakap hukum ataw tidak untuk menjadi sakst. Selain ketentuan pasal
38,39 niuka pasal 40 juga harus diperhatikan Notaris dalam membuat akta harus
dihadiri ninimal 2 sakst dan harus dibacakan akta nya.

Adapuls ketentuan syarat kecermaian notans dalam membuat akia
autentik yakni apa yvang disebutkan dalam pasal 16 notaris barus memilik
kejujuran scksama, dan cermat. Selain ita pasal |6 juga mengganskan beberaps
svarat vang harus dipatubi notars dalam membuat akia,

Svarat syarat dalam membunt akta ine barus benar benar diperhatikan
Notaris agar akia vang dibuatnya memenuhi kualifikasi schagai akia awtentik.

Dalam aspek pembuktian, akta autentik menduduki kekuatan pembuktian
yang sempurna dian mengikatoleh sebab itulah akia autentik i diangeap kuat
sebagai alut bukti dalam perkara perdats. Namun perly diperhatikan jika kita
libuat beberupa syarat formal sebuah akis notaris wntuk- memenuhi kualifikasi
sebapai akla autentik menurat UUJN. Apabila Notaris melanggar ketentuan
syaral formal dalam pembuoatan akta maka menurat ketentuan ULIN bahwa
dkta notars semula memiliki kekuatan pembukiian schagai akia autentik dapal
menjadi turun kekuatan pembuktiannyva atau disebut terdegradasi menjadi
kekuatan akta di bawah tangan vakni kekuatan pembuktian bebas. Menurut
pasal 41 Undang Undang No 2 Tahun 2014.apabila salah sate syarat formal
dalam pembuatan akta notars yang disebutkan dalam pasal 38,39 dan 40. Maka
akta notaris terdegradasi menjadi kekuatan akta dibawah tangan,

Pasal 44 ayat (11 (2K 3) dan (4) jaga merupakan syvarat formal pembuatan
akta tentang perandatangan pada akhir akia, apabila ketentuan ini tidak dipenuhi
menimrut pasal 44 avat (5)maka kekuatan akia notacis juga terdegradas: menjadi
akta dhbawah mngan.

Syarat agar akis dibscakan juga distor dakam pazsal o gyl { 1) huruf m, dan
pasal 16 aval (7} merupakan syaral formil delam pembustan akia, jika syariat in
tidak dilakukan oleh notang,make aka vang dibuainya menjadi terdegradasi
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juga-menjadi akte dibawah tangan hal ini wenting depradasi akta notans ing
ditegaskan dalam pasal 16 avat {9).

Selain syaral formil dalun pembuatan aktamaka notans sehapai pejabat
yang padanya dibebankan tangungjawab besar dalam penegakan hukum,
maka ada tangungjawab penuh untuk memperhankan syarat materiil dalam
pembustan akta. Sebagaimana diawr dalami hukum mengenai syarat sah
perjanjian scbagaimana diganskan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Hal in harus
diperhatikan dengan cermat oleh notaris. Walaupun sifat aktanya adalah akea
partjei {akta para pihak) namun notaris harus retap memperhankan syarat sah
perjanjian sebagal syarat materiil pembuatan akta. Bahwa akta yang dibuat hans
didasan kesepakatan, persesuaian kehendak para pihak, haras pula memenuhi
syarat sah yang lainnya yakni kecakapan para pihak yang akan membuar akta,
adakah obyek tertentu vang jelas yang akan terfuang datam ist alkta, dan yang
tidak kalah penimg diperhatikan adalah syarat mengenai causa yang halal,
artinya dasar hukum dan tidak berientangan hukum sera kepatutan dalam
miasyarakat. Hal ini penting agar akta vang didasari peanjian it benar benar
sesual ketentoan syamt sab ity perjangian agar aktanya jugea sah secara hukum,

Undang Undang Jabatan Notans telah mengganskan mengenal syarl
terteniu untuk akta notans sebagai akis autentik, sehingea pelanggaran oleh
potars akan berbagal ketentuan syaral Bormal maupun materiil dalam pembuatan
akia notaris; maka menvebabkan akla notans mengatami penurunan kualitas
kekuvatan pembukiian dari memilike kekuatan pembuktivn sempurna sebagai
skt autentik menjadic turun ataw terdegradasi hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akia di bawah tangan,

Narmun perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini degradasi terjadi pada
kualitas kekuatan pembukiian akta nya di dalam proses pembuknan perkara
perdara, bukan berari nama sebutan akia i berubah dari sebutan sebagai akia
notaris menjadi akta di bawah tangan. Nama atau penyebutannya secara hukum
tetap sebagar akta notaris namum keknatan pembuktiannya-tidak lag) sempuma
sebagal kekustan akia autentik.hanva mengantongl kekuatan pembukiian
sebagal akta di bawah tangan.

Kckuatan Pembuktan juga dimaksudkan babwa hal itu akan diperlukan
pada ssat akta dijadikan scbagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan
perkara perdata di pengadilan,
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2. Implikasi Yuoridis jika akta notaris mengalami Degradasi

Akta notaris sebagal akta autentik sebapzimana disebutkan dalam UU
Iabatan Notans, maka dengan demikian berarti -akia notaris mempunyal
kekuatan pembuktian scbagai akta autentik yakor kekuatan pembuktian
formil.lahir dan materiil.

Akta autentik dalam ketentuan hukum pembuktian memiliki kekuatan
pembukiian yang kuat dan sempurna karena menurut hukum pembuktianakia
autentk ity mempunyai kekustan pembuktian lahir, formil dan materiil.

Kekustan pembuktian ks olentik dolam hal int terdapat 3 (tiga) aspek.
yang harus diperhatikan ketike skis dibuat, sspek-aspek i berkaitan dengan
milad pembuktian, yatu: **

a.  Lahiriah (eimvendige bewifskracht)

Kemampuan lahiriah akia Notaris merupakan kemampuan akta it sendiri
untuk membuktikan keabsahannya schagai akta autentik. Jika dilihat dari
luar (lahirnya) sebagai akta otentik serfa sesun dengan aturan hukum vang
sudah ditentukan mengenni syamt-akia autentik, maka akia tersebut berlakn
sebagai akta otentik, sampar terbukti schaliknya, arinya sampai ada vang
membuktikan bahwa akin wersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam
hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keowentikan akia
Motaris, Parameter uniuk menentukan akia Notaris schagai akta autontik, vaitu
tanda tangan dar Notaris vang bersgngkotan, batk vang ada pads minuia dan
salingn seria adanya awal aks (mulai dant judul) Sampai dengan-akhir akia.
Nilai pembukiian akia nofars dan aspek lahiriah, akta tersebut haros dilthat apa
adanya vang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang
lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suat akin notaris tidak memenuhi syarat
sebagai akta otentik, maka yang bersanghkutan wajib membuktikan bahwa akt
terschut sccara lahimah buknn akia otentik. Penyangkalan atau pengimgkaran
hahwa secara lahiriah akia Notaris sebagai akta autentik, bukan akta putentik,
maka pentaan pembukbannya hams didasarkan kepada syamat-syarat akta
Motaris sebagai akia otentik. Pembuktien semacam i harus dilakukan melalo
upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugzal harus dapat membuktikan bahwa
secara lahiriah akis vang menjadi objek eugatan bukan akia Notaris.

" Habib Adjie. 2009, ki Notaris Tnlomesia Tasr Tematik Terhadep UL Mo, 30 Tolun 2004
Timtame Jabrtan. Notariz), Refika Aditoma, Bandurg, hol, 72

52 | Akna Nodaris Delam Pembuktian Perkara Perdata dan Peskembangin Cyber Notary



b, Formil (firrmele bewifsirachi)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesoatu kejadian dan
fakia tersebut dalam akia bewl-betul dilakukan oleh Notans atau diterangkan
oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tescantum dalin akia sesuqi
dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan skia. Secara formal
uiuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan,
tahun, pukul {waktu) menghadap, dan pars pihak vang menghadap, paraf dan
tanda tangan para pihak‘penghadap, saksi dan Notans, serta memboktikan
upa vang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris {pada akta pejabat/berita
acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihakpenghadap
tpada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalabkan oleh para pihak,
maka barus dibuktikan formalitas dan akta, vaitu harus dapat membuktikan
ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pakal menghadap, membuktikan
kendakbenaran mereka yang menghadap, membukiikan ketidakbenaman apa
yang dilihat, disaksikan, dan didengar olch Motans. Selain dtu juza harus dapat
membuktikan ketidakbenaran pernyatsan atau Keterangan para pthak yang
diberikan/disampaikan & hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tands tangan
para pihak, saksi, dan Netars ataupun ada prosedur pembuatan akla vang tidak
dilakukan, Dengan kata lam, pihak vang mempermasalahkan akia wrsebul
harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dan
akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka
akta tersebut harus ditenma oleh siapapun. "

g Maleriil (merteriele bewipshracly)

Kepastian tentang mateti suama akia sangat penting, bahwa apa yang
tersebut dalam akta menopakan. pembukiian vang sah terhadap pihak-pihak
yang membuat akta atu mereka yang mendapat hak dan berfaku untuk umum,
kécuah ada pembuknan sebaliknya (fegenbewis). Keterangan atay pernyataan
yang dituangkan/dimuat dalam aktn pejabat {atau berita acara), atau keterangan
para pihak yang dibenkan/disampaikan di hadapan Nofaris dan para pihak
harus dimil@ benar, Perkataan vang kemudian ditvangkan/dimoat  datam
akta berlaku scbagai vang benar atau sctiap orang vang datang menghadap
Motaris vang kenwdian/keterangannya ditvangkan/dimuat dalam akta harus
dinilai telah benar berkats demikian. Jika temyata pernvataan/keterangan para
penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut fanggung jawab para

“Thad, hal. 73
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pihak senddin, MNotaris terlepas dan hal semacam i, Déngan demikian isi-akia
Motans mempunyal kepastian sehagn vang sebenarmya, menjadi bukh vang sah
uituk / di antara paca prbak dan para ahli waris serta para penerima bak mercka,
Tika akan membukbikan aspek matenl dan akts, maka yang bersangkutan harus
dapat membukiikan babwa Notaris tidak meneranghan atau menyatakan yang
sebenamyy dalam akla, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan
Motaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembukiian terbalik
untuk menyangkal aspek miateril dari akia Nofans,

Menurut konsep hukum pembuokiian berart akia notans diakui mempunyai
kekuatan pembuktian vang sempumna dan mengikat, Kekuatan Pembuldian
sempurma artinya bahwa dengan akwa nofaris i sudah cukup sempoma
digunakan sebagai alat bukt dalam perkara perdata guna membuktikan
mengenai hal vang tertuang dalam akta tersebut, tidak diperhukan bukti lain
untuk membuktikan mengenal hal-hal vang sudah dischutkan dalam akta
notanis itw, Dan kekuatan pembuktian mengikal artinya babwa hakim yang
memeriksa perkara perdata tenkat ontuk dan harus mempercayai apa yang
wertuang Jdalam isy akia, sepanjang tidak ada pembukiian lain mengena
kekeliruan atau Kesalaban dalam akia lersebut. Karena akia notans memiliki
pradugs suh menurul bukum. Selama belum ada pubusan pengadilan yang
mkrachi tentang kebatalan atau pembatalan akia notans atau solama belum ada
putusan hakim mengena: ketidakbenaran akta tersebut,maka akia netans etap
selalu dipandang benar adanya. Sehingga dalam pembukrian akta itw sangat kuat
sehagai alat bukti.

Apabila dalam tegadi degradasi akia notaris; maka kekuatan pembuktian
akia notaris itn mengalami penurunan derafat kekuatan pembuktiannya sebagai
alat bukti dalam perkara perdata. Semula sebagai akta vang diakui oleh hukum
pembuktian memiliki kekuatan pembuktian vang sempurna dan mengikat,
maka mrun kekuatannya hanya sebagai kekoztan pembuktian sama dengan
akta dibawah tangan vakni kekuatan pembuktian bebas antinva bebas hakim
menilainya jiks disjukan sebagal alal bukti dalam perkara perdata; Apakab
diterima sehagai alat bukiti dan dianggap bias membuktikan atau tidak diterima
terserah hakim perkara perdata menilainya, karcna hakim tidak terikat dengan
apa yang tetuang dalam isi akta itu, Dalam keadaan ini berarti-akta motaris
yang terdegradasi berimplikasi buruk dalam proses pembuktian pada perkam
perdata, Karena tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempumna
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dan mengikat, Sehmgga jika diajukan sebagai alat hukti maka akan fergolong
bkt yang lemah dalam hukom pembuktian,

3. Tangung Jawab Notaris jika terjadi degradasi akia yang dibuatnya,

Koteris adalah pejabat umumy pembuat akta, akta yang dibuat notans
ergolong sebagai aktu autentik. Notaris schagai pejabat dalam mienjalankan
jabatasinya harss dengan penuh tangpungjawab, karena dipundak para
netaristah dibcbankan fanggungjavwab besar dalam pencgakan hukum. Notaris
mieski bukan disebutkan sehapa aparat penegak hukum scbagaimana lavaknva
uchvokat jaksa dan hakim, Namun jabatan notaris adalah jabatan yang sangat
miulia; dengan tanggungjawab vang besar dalam menciptakan alat bukti yang
kekuatannyn sangat besar dalam ranah hakum: pembuktian perkara perdata,
Dran para notans memiliki kewajiban oatuk menegokkan hukum dengan baik
dalam kehidupan mwasyarakat karena desgan jase hukum notans membaat
masyarakat terhindar dan berbagai permasalahan hukum. Oleh karena ialah
ranggungiawabnya besar dalam mencgakkan hukum dan mencegah agar
masyarakst tidak melakukan penyelundupan hukum stau penyelewengan
bukum: Sehingga menurul penulis maka notaris adalah jugs penegak hukum.

Schagal pepabat yvang memikul tanggungjawab besar dalam mencgakkan
hukum dengan baik agar menghindarkan moesyarakat dan  berbagai
permasalahan hukum, maka tentunve dibarmpkin sgar pare notars menjaga
marwah jabatannyva yang sangat mulia ita,

Tidak berlebihan pha profesi jabatan nolans dianggap  sedemikian
penunglerlebih lag bagn Negarg-Negwra vang  menganut  sislem hukum
tertubis (civil law system), Dulamn traclisi hukum tertulis keberadaan piofes
notaris sangal dibutuhkan dalam memberikan janunan kepastion hukum stay
perbuatan-perbuatan hukum dihampir semuoa level kehidupan bermasyarakat,
miulai dart lapangin hokum kelnargs sampad dengan yang terpenting dalam
menjunjung transakst - transaksi bisnis Sehingga tidak berlebihan banyak
penchiti perbandingan hukum  menvimpulkan. bahws notaris. berada pada
Jantung system hukom formal dar teadisi hukum terulis ™

A bl Ghofur Anshorl, Mengenal Politik Hukom Kenoteriatan &b Isdonesin, makalel delom
Buku Eksistensi Nedaris-tdafam Dinamike Hukum dan Kebijakan, 2018, Gentn Publishing,
Vogiakartn et 1 hol 31
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Undang undang Jabatan Wotans telah mengaku keberadasan notaris
sehagai pelaksana jabatan yvang mulia dalam mencipiakan kerertiban huknm
dan menciptakan alat bukti dalam hukum pembuktian lerutama dalam perkar
perdata, Namun dalam LU Jabatan Notaris juga diganskan berbaga kewajiban
notars dalam menjalankan jabatannya itu, Kecermatan dan kejujuran sangal
dihwrapkan bagi setiap notans. Dan dalam membust aki notans haras
memperhatikan berbagai syarat dalam pembuatan skia agar akix berkualiias
sebagai akia autentk dengan kekuatan pembukiian vang sempuma dan
mengikat,

UL Jabatan Notaris dalam beberapa pasaliva menyelipkan tanggungjawab
besar bagi jabatan notaris, sehingga apabila notaris menjalankan jabatan dengan
tidak cermar dan melakukan kekeliruan atau kelalaian dalam memenuhi tugas
jabatannya dalam membuat akta satentik miaka padanya dibenkan kewajiban
untutk bertanggungjawab atas semua kelalaian atau kesalahannyain,

Pada pasal 44 ayal (5) babhwa apabila notaris melakukan pelanggaran
akan ketentuan pembuatan ekta sutenbik maka tegadilah degradasi’ akia
notarss menjadi kekoatan sebagai akty dibawah tangan, dan dalam hal o
notans diberikin pertanggungiawaban untuk hal tersebul, sehingga dia harus
mengganti kerugian jika vang merasa dirugikan menuntut pertanggungjawaban
motaris secara perdata, Artinya bahwa persoslan degradast akla notans akan
dapat menyebabkon kerugian pada pam penghadap atau pihak lain-vang terkail
dengan akta tersebul, Sebagaimana ketentuan pasal 1o ayat (99 juga menyebutkan
ketertuan mengenal degradast akia notaris, dan tentunya ini juga dapat menjadi
alasan bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinva degradasi akta notaris ity
uniuk meminta gant kerugian pada notaris. Apabila notaris dapat dibuktikan
bersalah dalam pembuatan akta ada kelalatan atau juga ada indikasi penggelapan
atau penipuan atau pemalsuan isi akta,maka akan dimintal pertanggungjawaban
jua mengenai hal tersebut. Jika perbuatan notaris tergolong perbuatan pidana
baik dengan sengaja atsu karena kelslalannya atau karena persckongkolan,
maka dapatlah aotars ity dimintal pertanggungjawaban pidana dalam hal yang
demikian,
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BAGIAN 4

NOTARIS PEJABAT
PEMBUATAKTA AUTENTIK

I. PENGERTIAN NOTARIS

Menurut kamus Secara Bahasa notaris berazal dari kata meraries?.
berdasarkan Block s Law Dictionary yang dimaksud noraries adalah orang yang
mycncatal dengan tulisan tangan " ustuk unggal dan notarit untuk jamak notaris
merupakan istilah vang digunakan oleh masyarakat romawi untuk menamai
mercka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun, soderius tidak memiliki
fungsi vang sama pada seperti vang sering kita kenal saat ini ™ Selain i ada jugs
pendapat vang mensatakan bahwa kats Notans berasal dari kata “mota leraria ™
visitu tanda tulisan atau Kerakter vang diperpunakan untuk menuliskan atau
menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan parasumber. Pengertian
tanda atau--karakter vang dimaksud merupakan tanda yang dipikai dalam
penulisan cepat (privete notary ) vang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk
melayani kebutuhan masvarakat akan alat bukti otentik yang memberikan
kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap
diperiukan ekzistensinva di masyarakat, ™

MNotaris bukan meripikan istilah ash dari Indonesia; istilah Notaris
merupakan bawaan den Belanda tepatnya VOU ( Fereemigde Oast fnd. Conpagmic)

" Akl Ghofir Anshari, 2009, Lewbuae Kennoderiation Tndonerin Perspekn Hkion dan Erika.
Yogvakarta: U Press Y opvakarta, hilm 7,

= Bryan A, Uaner, 2004, Wack s Lo D oy Tewh Beitionr, United Setes Of America: Thoahsom
Reuteins, hlm. 1235,

# Abdul Ghafier Anshars G O ldim 7.

Y Ihld

. Rahmada Erfiyani, SHMH | 57



pada awal abad 17, Di masa awalnya, semua Notaris herlewarganegaraan
Relanda, Namun, dunngr dengan kemerdekaan Indonesia hal supun mula
bergeser, Adapun yang mengadi Notaris berkewarganegarsan Indonesia, I
juga sejalan dengan lahirmya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notans, Divndangkannya Undung-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatun Notaris merupakan sebagai bentuk unilikas atau penyatuan
dari peraturan-peraturan fentang Notans yang sehelumnyva terpisah-pisah.®

Pasal | Undang-undang Jabatan Notaris menvebutkan bahwa Notaris adalah
Motans adalah pejabat umum yang berwenang untuk miembuat akid otentik
dan kewenangan lmnnya sebagaimana dimaksed dalam Undang-Undang ini.
Selam ity H.S Lumban Tobing juga memberikan pe'ﬁgenian mengenai nafns.
Menurut beliau Notaris adalah pejabar umum yang satu-satunya berwenang
membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian dan penctapan
yang diharuskan oleh suat peraturan umum atau oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dmyatakan dalam suatu akta otentik menjamm kepastian
tanggaloyva, menyimpan aktanyd, dan memberikan grosse, salman dan
kutipannya, semuanya scpanjang pembuatan akta u tdak ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabal atau orang lain, ™

MNotaris merupakan sebuah jabatan vang wjuannya mewujudkan hubungan
hukum antara subjek hukum yang bersifan perdata, Peranan Notaris tentu sangal
penting dalam kehidupan bermasvamkal, selain itu pekerjaan Notins tentu
saneat membanta pemerintah dalam melavani kebutuhan masyarakat dalam
menjamin kepastian hukum sekaligus membern perlindungan hukum pada setiap
akta otentik yang dibuatnya. Maoka dan tte, Notaris diangkat oleh pemerintah
dan juga diberhentikan oleh pemerintah, Secara singkatnya Notaris merupakan
pejabat pemerintah namun, tidak digaji- oleh pemerintal; Pendapatan Notaris
berasal dan honoratium yang ia terima pada setiap pembuatan akta otentik
dan tugas lainnya yang-ia berwenang melakukannya menurat undang-undang.

" Habib Adje. 2004, M Motoris Inidonesia Tafeir Temanit Fechaag 70 Ko 30 Tl 2004
Tentang fabaliae Mofary, Cdlakan Kesngsat, BH.I'II.!L'JIEL PT. Rehka Aditami, hhn. 5

“(+.H.§ Lumben Tobing, 1999, Perarin Jaatim Videriz (Notaris Reglemeny), Tnkaris; Erlungga,
hlm. 31,
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1. KEWENANGAN NOTARIS

Motaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta, Menurnt
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tertang Jabatan Notars (sclanjutaya di sebut UUINY.
Motans adalah tergolong pejabat umam yang meropakan salah satu profesi di
bidang hukum. vang berwenang untuk membual akia autentik dalam bidang
bukum perdata. Akiz vang dibuat eleh pejabat umum yang berwernang memuat
atan meépguraikan secara autentik sesuatu tndakan vang dilakukan atau suatu
keadaan yang dilihet atsu disaksikan oleh pejabat umum pembuat akia, Akt
autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjewablkan dan mehindungi
wargs masyvarakat dalany melakukan perbaatan hukum, Kekuatan akta autentik
vang dibiasilkan merupzkan pembuktian semipurna bagi para pihak.

Motaris merupakan salah st profesi hukom di negara Kita, ia adalah pejabat
umum yang berwenang membuat akia otentik, sehingga dalam kinerjanye
haruslah profesonal sesuar ketentoan hukum yang mengasturnya. Notans adalah
pejabal vrmum vang berwenang untuk membust akta otentik sejauh pembusitan
akta olentk tertentu tdak dikbususkan bagi pejabat umuam lainmya. Pembuatan
akia ofentik ada vang dibaruskan olch peraturan perundang -undangan dalan
rangka menciplakian kepastian, kétertiban, dan perlindungzan hukum, Selain akla
otemik yang dibuat oleh atau di hadupan Nodans, bukan saje karena dibaruskan
vlch persturan perundang-undangan, tetaps juga karena dikehendaki oleh pihak
yang berkepentingan uniuk memastikan hak dan kéwajibun para pibak demi
kepastian, ketertiban, dan perdindungan hukum bagi pihak yvang berkepentingan
sekaligus hagi masyarakar secara keséluruhan, ™

Negara memberikan wewenang kepada notaris untuk memberikan
pelayanan kepada masvarakat. Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat
{13 LUIN yakni berwenang membuat akia autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian. dan penetapan yang dibaruskan oleh persturan perundang-undangan
dan/atan dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan  dalam
akia autentik, menjamin kepasban tanggal pembuatan akta, menyvimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akts, scpanjang pembustan akta ity
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pegabat lam atau orang lsin yang
ditctapkan oleh undang-undang, Status jabatan Notans mempunys marwah
atau miariabat, karena peranan nolars sangal penting dalam masyarakal.

* Penjetasan Umum Lndang-Undong Momor 30 Tahun 2004 rentang fabatan Notans
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Pertlaku dan perbuatan notans dalam menjalankan jabatan profesinya
harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh [katan Notaris Indonesia
(IN1), Notaris memiliki etika profesi, dimana efika profess merupakan etika
moral yang Khisus diciptakan dalam memjalankan profesi yang bersangkutan.
Etika Profesi int merupakan standar pelavanan nolaris kepada masyarakal,

Melihat dari berbagar definisi para ahli maka dapat di pahami bahwa Netaris
adalah pejabat umum vang berwenang untuk membuat akta etentik mengenai
sems perbuatan, perjanjian dan penetapan vang diharskan oleh suatu persturan
umum atau oleh vang berkepentingan dikehendaki untuk dinvatakan dalam
suatn akta otentik. menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan
miemberikan grosse. salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan
akta im oleh suaty peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 15 avar (2) ULUN yang mengatur mengenal kewerangan khusus
aotaes ointuk melakukan tindakan hukom testenty, sepert
= Mengesahkan tanda tangan dan menctapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam swatu buku khusus ;

= Membukukan surat-surat dh bawah tangan dengan mendafiarkannya dalam
suaiu buku khusws ;

*  Membuat salinan {copy) asli dan surat-surat di bawah tangan berupa:
salian yang memual uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam:
surat vang bersangkutan ;

«  Melakukan pengcsahan kecocokan antara fotokop - dengan surat aslinya:

»  Moemberikan penvulubsn hukum schubungan dengan pembuatan aki;

«  Membuat akia yang berkaitan dengan pertanahan, atau

o« Membuat akia risalah lefang™
Adapundalam pasal | 5 juga disebutkan adanya kewenangan notaris yang

akan ditentukan kemudian Y ang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ULUIN dengan

kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang vang berdasarkan
aturan hukim lain yang akan datang kemudian {1us constimendum ) {Habib

Adj ie, 20018 : 82). Wewenang nodaris vang akan ditentukan kemudian, merupakan

wewenang vang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Batasan mengenai apa yang dinkaksud dengan persturan perundang-undsngan

" Habib Adite. Keweoangan Notaris, 08  hal 24
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int dapat dilihal dalam Pasal 1 angka 2 UL mo, 5 Tahon 1986 tenting Peradilan
TUN, babwa Yang dimaksid dengan persturan perundang-undangan dalam
piang-undang it ialah semun perataran yang bersifat mengikat secars umum
yang dikeluarkan olch Badan Perwakilun Rakyal Bemsama Pemenntsh baik di
bingkat pusal maupun di tingkat dacmh, sertn semus Keputusan badan dtau
pejabal lata usaha negara, baik di tngkat pusal maupun bingkat daerah, yang
juga mengikat secara umum.™

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan netans yang dkan ditentukan
kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan vang dibentuk oleh
lembaga negara (Pemenntah bersama-sama Dewan Perwakifan Rakvat) atau
Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umur. Dengan batasan
seperti ini, maka peraturan perundang-undangan vang dimaksud harus dalam
bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang."

M kemudizn han mungkin saja mamenl aturan tertentu yang membug
notaris hans terlibat didalaomnya, Mengenal itu maka, Pasal 15 ayat (1) Undang-
undang Jabatan Notans telah mengatumiya, adapun 15 Pasalnya adalah sebaga
berikut:

Selain kewenmngan schagmmana domaksud pada avat (1) dan aval (2),
Motans mempunyar kewenangan lain vang digtur dalam peraturan perundung-
undangan, Kewenangan Notaris tidak banya dister dalam Undang-undang
Jabatan Notaris, namun juga distur- dalam peraturan . perundang-undangan
bainnya. Peraturan perundang-undangan i, yang meliputi;

i.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ientang Perkoperasian

¢, Undang-Undang Nomaor 40 Tahun 2007 entang Perseroan Terbutis

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Momor 16 tahur 2001 tentang Yayasan.

€ Undang-Undang Nomor 41 Taun 2004 tentang Wakaf, dan

. Undang-Undang Neomor 12 Tahun 1995 Jo Undﬂng-i_ln_dﬁﬂg Nomor |
Fahun 2009 tentang Pencrbangan,

¥ ihid

" ihid

= ihid
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1. PERKEMBANGAN HUKUM KENOTARIATAN

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yvang dinamis terus
berkembang mengikuti peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini,
maka hukum pun juga mengikut peckembangan dinamika kehidupan manusia
agar cksistensinya sebagal aturan pomia dalam kehidupan sosial terus dapat
dipertahankan: Hukum vang berfungsi scbagai pengendali sosial atau juga
sehagai kontrol sosial, akan terus bersinergi dengan perubzhan kehidupan
HiET TR

Kemujuan era teknolog dewasa ini mau tdak miu juga harus ditkut oleh
perubshan berbaga instrumen lembaga hukum ataupun proses pencigakan
hikum, termasuk dalam hal ini juga pada tatanan norma: Morma hukum sebagai
hagian dor norma sosial.akon juga terdampak dengan perubahan gaya dan pola
kehidupan manusia di era digital ini. Perkembangan dalam dunia eknnlogi
berdampak hesar pada perubahan pola hubungan hukuem yang dibangun oleh
sesama manusia schagat subyek hukum, atw hultnngan antar subyek hukom
dengan obyek hukum.

Bentuk atau pols hubungan vang dibangen berdasarkan hubungan secar
digital haruy pula dizkomodiv oleh aturan normatil. Peraturan hukom hans
mampu membertkan pengaturan untuk pola hubungan hukum veng dilakuksn
secitra online dalam era digital dewssa ini. Perkembangan dalam rngh hukum
pembuktian juga sangat perlu memperhatikan hal ini,

Dalam pola hubungan secara online dewasa ini dalam berbaga lapangan
kehidupan melahirkan media digital sebagal media penghubung, dan tentunya:
melahitkan pula bentuk pembuktian yang secara digital vang berbeds dengan
pembukiian secara konvensional, Termasuk dalam perkembangan ini adalzh
eksistensi-alat bukti digital stau alat bukti elektronik yang sudah diater dalaom:
Lindang-Undang Informas: dan Transaks: elekeronk (UL ITE).

Drinamika kehidupan manusia vang telah Banyek dibengun dalam habungan
serba onlfnemembutubkan perangkat hukume yang momadar mengenai hal
ini, Perkembangan di duma hukom pga hamis segera berbenah untuk hal mi,
termiasuk dewasa i dalam bal penegakan hukomnya, Mahkamah Agung uga
telah menyikapr hal i dengan Pesaturan Mabkamah Agung mengena E Liligasi
dalam rannh pencgukan hukum perdata,

Pada hukum kenotarfatan jugs mula sudah mencobs menghadapi
perkembangan era digital imi, dengan adanya kebijakan mengenai pendaltarn
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Badan hukem pénsahaan melalui ondine. Pendafiaran fidusis secar online dan
bain-lam yeng dikemas juga secara enline. Hubungan Konsultasi pra kontrak
juga memungkinkan dapat dilakukan via ondine. Namun ada sate hal yang
miasth perlu untuk digarishbawahi dalam dunia hukum kenotariatan masih Lidak
mcmungkinkan melakukan pembuatan akia secari online. Karena wacang ini
masih befum dipal dilakukan mengingul adanya ketentuan syaral Tormal dan
syaral matenil dalam pembuatan akia vang menurul Undang-Undang haruy
dipenubi dalaim pembuitan akla notars sebagai akid aurentik. Ketentuan
mengenai pembuatan akia haros di hadapan sau oleh Pejabat, adanya ketentuan
mengenai para penghadap, dan keterman dibacakan kepada para penghadap,
ih hadin oleh dua orang saksi.dan fain sebagainya yang mempakan syarat yang
haras dipenuhi dalam pembuatan akta potans, vang masih tidak memungkinkan
dilakukam secarn onffne, selama ULHIN belum merubah ketentuan tersebu.
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BAGIAN 5

TEKNOLOGI, HUKUM
DAN CYBER NOTARY

I. MENGENAL CYBER NOTARY

Di Jepang pengamran cyber natary dimulas sejak tahun 2000, tepatnya pada
tangeal IS Jammar 2000 dan pada tahun 2002 fepang mengelvarkan undang-
undang tambahan mengenai oentikas elektronik unuk perosahaan®™. Salah
saty wewenang notaris i Jepang dalam bal cphér peatary mengontentikasi
dokumen elektronik.™ Selain itu wewenang-wewenangnya adalah menetapkan
kepastian tanggal pada dokumen elektronik, menjaga dokumen elekironik
vang tekah dinotanisasi, menyediakan Salinan dokumen elektromk (maksinal
3. memyatakan bahwa dokumen elekironik yang telah dinotarisasi oleh notans
lain belum mercapai 3 salingn.” Berkembangnya cvber aotary di Jepang
menuniukkan babwa hukum harus berkembang maju mengikuti perkembangan
Zaman.

[ Indonesia juga sudah mulai dikenal istilah B-commerce dtan transaksi
yang dilakukan secara elektronik atauw melalul opdime sudah menjedi tren
tersendin uniuk kepentingan bisms. Perkembangannya telah mengubah jems
trandaksi yang ada, Terdebih lag dalam era sckarang ketiko permasalahom
pandenn covid |9 mulai mengglobal. Sehingga drseluruh duma termasuk di

R Y i, 002, Mool Bepeirt Jeipen, Notaey i Tk, Artikel dalam “med Norayins
fmfeeraeiional -2, bk 41,

Ao, M Pardhieck, 2015, Evecuting Contrae tein e, Didksesdar bitps: papers ssomcomi
w3 popr s cfmTabatract wl=266TESE pada mogaal |3 T 2004,

M Mepmt Kowhwrfne Repedka?. Howe To Mok Ceood Lse O lapdomese Norderie, diakeses dari i
wnw koshonin.gr, [p’ pdfen. pof pada wnggal 12 Jaouart 200548,
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Indonesia juga masyarakal kita mulai beralih aktivitasova melalui media daring
ntan by owling, Aktifitas pendidikan, perdagangen dan aktifitas hismis magpun
akhiilas pelayanan publik mulai menggunakan media digital atau by onding.
Perubahan mekanisme tansaks) semula dengan metode transaksi vang
berdasarkan kertas menjadi transaksi yang berdasarkan komunikasi elektronik.
Pada dasarmya transaksi yang dilakukan secara elektromk dilakukan dengan
tidak memperiemukan sccira langsung (face o face) para pihak, seport pada
umumnya tegads. Hal in juga menunjukkan bahwa penggunaan  miernet
utau teknologi bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan efisien
dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa. Kemajuan transaksi
elektronik ini merupakan wujud kerhaman dalam reknologi dan informasi.

Laat ini masyarakat terus berkembang mengikuti zaman, Ditambab lag
dengan efek berkembangnva teknologi vang seolah tak ada habisnya membuat
miasyFakat menjadi terbaasa untuk . melakukan sesuatu denpan cepat, aman,
din nyaman. Berkembangnya leknologi membuat masyvamkat semakm tidak
terikal dengan batas, sudah tidek ade Bag batasan jarek antara sate dan vang
lainnya. Siapapun bisa melakukan komunikesi meski terpaut jarak yang javh,
bathban bukan hanya komunikas supa, saut i masvarakat sudah bisa metakukan
berbapai kegistan yang didukung dengan teknologi. Seperti halnya melakukan
kegiatan jual beli, saar ing sudah banyak terdapat pasar ondine atau tempal jual
beli enfine yang menjual berbagai mavam produk yang diperlukan masyvarakal.
Sejam itu penvedizan berbagai psa yang dibutuhkan masvarakat jugs mulas
tersedia secam onlime, sebagai contoh dengan hadirmys berbagai alternatif
transportasi oafine, jasa membersibkan rumah, jasa kecantikan dan berbagai
jasa lainnva. Saatl ini masvarakat terbiasa mencari sesuatu vang dibutuhkan nya
secara onfine,

Jika dikamkan dengan hukum, saat ini juga terdapat penyedia jasa hukum
secara online, seperti halnya Justika.com®, Poplegal™, LawGo®. dan
KlmikHukum, id™. Adapun sebenamya masih terdapat beberapa penyvedia

“ Dakses dan Justiko, com, hitpstfwww justikscom, Poda onggol 28 September 2005,

™ diakses dan Pop Legal. hitps:selular sd 2001 7703/ poplegal-lavanan-fsi-hikom-snline-real-
tine-dan-user-fricndly!, Pada tanggal 28 Seprember 2010,

" Diiakses dari LawGo, htps.Iow-po.co.id. Pade tangeal 28 Sepiember 2014,

* Pakeses dari Klinik Hukun. heps:klinikhokom idkonsuleasi-hukom-ondine . Pads tinggal 28
Heprembey 20149,
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jasa hukum selain vang Penélin sebutkan di atas. Keempat pasa hukum yang
disehutkan di atas sama-sama membenkan pelayanan konsultasi hukum kepada
masyarakal, selain itu meéreka juga menyediakan pengacara pika ada masyarakal
ingin berperkara, Hal i membuktikan bahwa hukom pun saal ine sudah
manpy dijantah oleh teknologi. Bahkan di beberapa negara penyediaan jasa
hukum in sampan Kepada penyediaan jasa seorang notans,

Kemapuan teknolog informasi i juga akan berdampak pada Kinerja notaris
yang perlahan-lahan nampaknya mulai berubah menyesuaikan perkembangan
zaman ¢ra digital dan sesuai dengan mntutan masyarakat modem dan kemajuan
zaman yang berkembang pesat.” Jabatan notaris diadakan atau kehadivannva
dikelendaki oleh aturan hokum dengan maksod untuk membantu dan melayani
masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis vang bersifat otentik mengenai
keadaan, penistiwa, atau perbuatan hukum,

Maotarissetakuperabatumumberwenanguntukmembuataktaotentik, vang
pada awalnya menggunakan cam-car konvensional {masih terpaku dengan cam
harus bertemu secara langsung di hadapan notis das data-data penghadap
diberikan secara langsung kepada notaris dengan akia yang dibuat dan
disahkan dalam kertas) dalam pembuatan akis orentik dan memiliki kekoatan
hukum yangsempumaoleh prthak-pihak yang membutuhkannya dalam fungsi
pembuktian, menoju ke arah jasa pelavanan notaris secara elektrontk atae
memanfautkan ruang mayalevber spave dalam menjalankan fungsi notaris yang
dikenal dengan Cvler Notary. Adapun Cvber Novaryitusendiri adalah konsep
yangmemanfaatkankemajuanteknolog bagi paranotansuntuk membuatakta
atentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap har,

Berkembangnya transaksi elekwronik vang ada di Indonesia tentu
membuat funtatan tersendin bahwa sistern hukum di Indonesia hamis mampa
mengakomodir kebutuhan masyvarakamya, I Indonesia, wntutan it semakim
besar setefah diundangkaniya Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang
perubaban tentang Lindang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elcktronik {seianjuinya akan disingkat menjadi Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik) vang membuka késempatan seluas-
luasnya bagi pemanfastan teknologi mformasi. Oleh karcna itu, mau tidak

¥ Fahma Fahman Wijarorke. 2013, Tinjauon Yaridis JAdita Motaris terhadap Pemberiakoan
Cvber Norarydi Indonesis Menuro Unﬂmg{lnd.u.ngw::.l Tobwm 2004, Arike] dafeer “urnf
Kepertorinn ™, Mo 2 Fal I him_[,
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mian Indonesia pun harus menstimulus penyelenpearian jasa notansaya dalam
transaksi clekironik bahkan sampai dengan melakukan penvelengpaman jasa
kenedariatan itw sendin secara elektromk.™ Kehadiran Cvber Novary di Indonesia
sendin schenpmya sudsh diakomodir melalui Penjelasan dalom Pasal 15 ayal
{3) L rundang Nomor 30 hun 2004 téstang Jabatan Notaris schagaimana
telah divbah dengan Undang-undang Nomor 2 ahun 2014 (selanjutnya disingkat
menjudi Undang-undang Jabatan Notaris), bahwa vang dimaksud dengan
“kewenangan lain vang digtur dafam peraturan perundang-undangan”™, antara
lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elekironik
tevber potary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.
Berdasarkan penjelasan vang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang
Jabatan Motaris maka peluang sistem cyber moiary menjadi 1erbuka lebar. Taps,
sayangnya perithal cvber norary hanya disebutkan pada bagian penjelasan saja,
sehungga tidak jelas kewenangan cyber aotary vang dimaksad oleh Undang-
Undang Jabatan Notans,

Terlebih lagi dengan mengamati perkembangan di beberapa Megara,
baik yang bercorak Common Law maupun Chvl Law, banyak negard 1elah
memberdayaken fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik mclalui
cvber notary, Padahal beberapa negara di dunia ini sudah tidak asing dengan
adanya sistem cyber nargry, weretamy dalam konteks kebatuhan akan paminan
keautentikan suatu informast elekironik. Bukan hanya negara yang menganut
sistem common law sepert Inggris dan Amerika yang sudah mengenal sistem
cyher nofary bahkan negara-negary yang mengunut sistem hukum el Jaw
seperti yang Indonesia anut pun sudih mengenal sistem cyber norar sebagai
confoh Belanda serta Belgia pun sudah mengenal sistem cvber matary, bahkan
Tepang sudah mengenal sistem cvher natary sejak belasan tahun yang lalu yaitu
pada tahun 2000, '

Saat ini masyarakat terus berkembang mengikun zaman. Ditambah lag
dengan efck-berkembangnya teknologi yang scolah tak ada habisnya membua
masyarakal menjadi terblasa untuk melakukan sesuatu dengan cepat, aman,
dan ayaman. Berkembangnyva teknelogi membual masyarakat scmakin tdak
terikat dengan batas, sudah tidak ada lagi batasan jarak antara-satu dan vang

™ Edmon Makarin, 2013 Voweis don Trossete Elekroannk, Keiinmy Hraknm woarmig Cobarmorary
iera Eloetrowic otary. Jakana: Rojewali Pers,; ed ke-2, him. £33

I WipponKoshonin Beseki, Mow T Make Use O Sapewane e Novarier, diakeses dari g wwsy
koshomin:grpppdi’en. pd f pada tanggnl 13 Janwar 2009,
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lainnya. Siapapun biss mclakukan komumkass meski terpaut jarak yang jauh,
hahkan bukan hanya komunikasi saja, saal i masyamkat sudah bisa melakukan
berbagai kegiatan yang didukung dengan teknologs, Sepert halnya melakukan
kegiatan jual beli, saat ind sudah banyak terdapat pasar onfime stag tempast jual
belt amdfie vang menjual berbagai macam produk vang diperlukan masyarakal.
Seluin it penvediaan berbagai jasa vang dibutuhkan masyarakat jugs mulai
tersedia secara onfine, sebagai contoh dengan hadimya berbagai alicrnatil
transporiasi online, jasa membersibkan rumah, jasa kecantikan dan berbagai
jasa lainnya. Saatini masyarakat rerbiasa mencan sesuatu yang dibutubkan myi
secara omiine.

Jika dikaitkan dengan hukum, saat ini juga terdapat penyedia jasa
hukum secara online, seperti halnya Justika.com™, Poplegal™, LawGio™, dan
KlimkHukum.id™, Adapun sebenarnya masih terdapat beberapa’ penyedia
jasa hukum selain yvang Penelin sebutkan di atas, Keempat jasa hukem yang
dhsebutkan dh atas sama-sama membenikan pelayanan konsultasi hukum kepada
masyarakal, selain tu mercka juga ménvediakan pengacara pka ada masyarakat
wngin berperkara, Hal i membukikan bahwa hukum pun saat i sudah
mampu dijamah oleh icknologi. Bahkan di beberapa negara penvediaan jasa
hukum ini sampai kepada penyvediaan jasa seorangnotans.

Notaris memiliki peranan pesting dalam masvarakal. Hampir semus
kegiatan vang dilakukan masyarakel memiliks keverkartan dengan Notans,
Sebagai contoh seseomng vang ingin membuat perusahaan, ia harus datang
ke notaris untuk mendirkan perusahaannva, seseorang ingin melakukan
transaksi jual beli bisa datang ke notaris uniuk minte baatkan akia jual beli.
hahkan jika ingin membagi harta warisan para ahli warls bisa datang ke notaris
untuk meminta penetapan waris. Hal ini membuktikan bahwa profesi notaris
sangat eral dengan masvarakat dan sangat diperlukan. Hubungan Notaris
dan masyarakar yang fidak bisa dipisahkan tadi membuat Notaris harus bisa
bersinerg: dengan kebutuban masyarakat, Seperti yang sudah diuraikan i atas
bahwa saal ini masvarakal seedicl sudah tidak bisa lepas dani teknologs. Hal i

P Dk dori Jostikascont, Wips:Swww jostikacome Pade wogpal 25 September 2019,

" Diakes dan Pop Legal, hitps=tselularid 200 703 poplegal -Eyanan gasa-hukiim-on (fre-real -
time-fas-user-friendly). Pada wanggad 25 September 2004,

“Dinkses dari LawCio, hrips:law-go.coukd, Pada tmgoal 28 September 2019,

" Dyakses dari K Einik Hukum ops:linikingkum. iddconsshzsi-hukum-sodine. Padnlanggal 28
September 200 9
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menunjukkan juga bahwa nataris harus mulai dijamah oleh ek nologi guna hisa
membantu masyarmksl yang semakin membutuhkan sesuaty vang cepat, aman,
dan efisien. Di beberapa negara lain penvediaan jasa seorang Notaris sudah
mlai di onfine kan, maksudnya adalah kewenangan notaris konvensional bisa
dilakukan secira onfine atau melaln media elékiromk, hal i dikenal dengan
sebutan cvber nolary: dan eledtronis mofary fe-miarvl, Sebhaga) contoh ,!-upung_
sudah mengenal dan menggunakan istilah elctronic notary sejak ahun 2000,
salah sdtun kewenangannya adalah membuat akta dalam bentuk elekironik, ™
Kemudian salah satu yang memakai istilah cvber notary adalah Amenka dan
Belgta cvher poiary vang kewenangannya adalah membuat legalisasi dalam
bentuk elektromk. ™

Ada dua istilah yang dipakai di dalam fenomenia jasa notaris melalui media
internet yaitu cyher notary dan electronie notarizaiion. ™ Istilah “efectronic notay™
diperkenalkan oleh delegasi Prancis dalam forum TEDIS legal workshop pada
konferensi EDI yang diselengparikan oleh European Union pada tahun 1989
di Brussel sedangkan istilah “cvber moten™ merupakan gagasan American
Bar Association (ABA) Information Security Commuitee pada tahun 1994,
Lawrence Lelft meneremahkan vang dimaksud dengan cvber notary adalah
seseorang vang mempunyal kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan
komputer.™

Konsep Cyber Notary adalab Molaris vang menjalankan lugas alau
kewenangan jabatannya secara elektronik atau dengan berbasis  teknolog
informast," Sementara dalam Undang-undang Jabatan Notans Tentang Jabatan
Motaris istilah cvher notery digunakan untuk menunjukkan kewenangan notaris
dalam mensertifikasi transaksi elekironik, Belum di artikan sebagai pembuatan
ikta secara elektronik, masih dalam arti mensertifikasi transaksi elekronik. Tapi

" Wigpon Kioshonin Regokai. How ToMake e O yponesse Nokerdey, dinkeses dani il www,
ketshomingr. jpvpdPon. pad £ pada tangaul 13 Yanaari 2009,

T heshie G Smath. 2006, “The Robe OF The Notary In Secure Electzonic Commaeree”, Tesis
Crueensland Universtry OF Technology, him 34,

* Edimson Makarow GpoCh: i 10

AL B o, 2002 Cvber Newiry, Perafiamion Dwal dataee Revsep Pomibivan, Refika
A, Bandung: Reftks Adimma, him, 17,

*Lawrence Lefi. 202 Notirrten el Efpedrentic Notardsiion. Artikel daluny Jurmol © Fiesdern [ined
Unfveren’ him. &

" RA. Emma Nurita, Oy O, blm, 47
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tidak diperjelas juga apa vang dimaksud dengan kewenangan mensertifikasi it
meliputi apa saja,

2. LAW AND TECHNOLOGY THEORY

Pada mass sekarang hukum fdak hisa: dipisahkan dengan teknolog
keduanya haris berjalan searah dan saling mengisi. Anahisa hukum tidak akan
lengkap ketika gagal mempertimbangkan kebijakan dalam konteks perabahan
teknolog yang luas, dising weknologi diposisikan guna modifikas: lingkungan
manusta vang bermantaal™ Teon low and lechnelogy dapat membantu dalaim
memahami cara perkembangan weknolog sehingga dapat menentuban sasaran
kebijakan aturan vang tepat bagi misyarakat,

Dilan sebuah jurnal dari Lyria Bannetl Moses vang berjudul Bhy Have o
Theory af Lew and Technological Change? menyatakan scbagas berikut:™

"d theary of law and technalogy can provide wsefid insights that assise in
evamining legal problemssurrounding the intreduction of particalar technalpgies,
ltprovidesastructure thraugh whichiessons learnedfrom technnlogies af the past
can help make decisions ahoud how ta regulaie and adapi to fuiure technologies.

Teremahan Bebas: Teon hukum dan Teknologi dapat memberikan wawasan
vang bermanfaat yang bisa membantu dalam memeriksa masalah hukum di
sekitar pada pengenalan tekmologi terentu. Ini (teori low and tecknology) dapat
membertkan struktur pelajaran dan eknolog) d masa lalu dapar membantu
membial Keputusan tentang bagaimana membiiat aturan dan mengadaplasinys
untuk teknolog) vang akan datang.

Dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa teont fow and technodogy
akun membawa manusia mampu beradaptast antara hukum dan weknolog.
Dengan mempelygan wknologh yang lama gusa menyesuaikannys dengan
teknolog vang bary dengan dinaungi oleh hukum sebagai landasannya, Dalam
penelitian ini pembuatan akia secara kenvensional dipandang sebagai teknologi
lama dan pembuntan akts secara elektronik merupakan teknologi baru yang
mana teknolog bar inf harus ditandasi oleh hukum, Sehingga teori faw and

7 Asthur] Cockfizld 201 5. Toweards L aw dimd Techimlogy Theors Ambkeldalimjumal “Aadrobo
Lo Jonarmend = Pod 30 Mo, 37 hlm, 384

" LyrinBannétMoses, 2007, Wiy Hamea TheorvafLavwand Technalogioal Change?, Artikel dnlom
Jurnal “Minwesoin Jowrned of Law, Scivarce, and Teoloology ™. him. 606
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fechnology digunakan untuk memecalikan rumusan maselah kedua yaitu
hagaimana peraturan cpfer pedary di Indonesia pada masa yang akan datang,

5. LEGAL TRANSPANT TEI'E'.'I_.'JR’-\"

Pengertian Legal Transplant menurut US Legal adalsh sebagai benkut:™

Legal transplant {5 the ferm used o vefer o the method of adopting and
enacting somelaws of another countey, by some affer countey on D same fine of
the provisions existing in theadoptive conmry,

Ternemahan bebas: Trunsplamtas: hukum adalab stilab yang mengjuk pads
mictode mengadopst dan memberlakukan hukum dan negara lain, oleh beberapa
negara lain pada bidang yeng sama dan ketentuan vang ada di negara-adops.

litilah Legal Transpant disebutkan Alan Watson dalam bukunys, Lega
Transplants: An Approach to Comparative Law pada tabun 19747 Alan Watson
mevakini bahwa perusahaan hukum itu terjadi akibat adanya transplantasi
hukum.™ la menvebutkan sustu proses meminjam atau mengambil alih atau
memindahkan hukum dari satu negara asau dari satu hangsa ke tempat, negara
atau bangsz lain kemudizn hukom o diterapkan &i tempat yang barm bersamia-
samra dengan hukum-vang sudah adasebebhommya.*

Legal Transplant merupakan bagian dari perbandingan hukum, yang mana
dengan melakukan perbandingan hukum v maka akan didapatkan hukum
mana yang bisa ditermpkan stau ditransplantasikan. Dari perbandingan tersebut
miaka akan membaniu pembiat undang-undang dalam merevisi itau m_ﬁmbuat
aturan. Penclitian George Mousorakis micnyatakan:™

“One of the chief ohjectives of compararive law has raditionally been the
sustemariostudy of foreign laws with the view ro devivieng models that would assist
the formdation and implementation of the legislative policies of staies, In drafting

* US Legal 2019, Lege Trowsplans and Legal Definition, Tk s chaird bt e Fimi i slegnd

comllegal-wransplont’. Padp danggal 4 Jpnoan 2020,
“George Mousowrakis, 2003, Legal Tramspdons ond Lega! Developrment: A Aurisprogontal angd

Commparintive Law Approich. Dalam Jurmal et Jeridion Humporie ', Bim, 230,

“ § e e

1 Pusa Rasmandi Arsha Putir. 2016 Transplantast Comtnaon Law System Kedalat: Penwvelesaian
Senghkete Bonsumen. Arike] dolom Jurmal " daraper, Sl Mo Ao Peefitn Dnnveesatas
Crekavait 'y . 5.

" George Mousourakis. Op. Ot him. 227
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arvevising stafutes and faow codes, natienal legixfators aoften rely on large-seale
legislative comparisons that they themselves undertake or mandiie, "

Terjemahinn bebas:

Satah sat tjuan utama hukum komparat! secara tradisional adalah sted
sisterrtis hukum asing dengan pandangzan unuk memperoleh model vang akan
membantu perimusan dan implementasi kebijakan legislatf negara. Dalam
menyusun atgn merevisi undang-undang dan kode hukum, legislaior masional
sering mengandalkan perbandinegan legislatil skala besar vang mereka sendin
lakukan atsu mandat,

Dapat dikatakan bahwa Legal Tronsplant adalah efek dan tegadinva
globalisasi.™ Legal Transplant ini sangat dimungkinkan dilakukan asal tetap
herpegang pada [deologi Negara. Teor Lego! Tramsplant akan digunakan dalam
menyelesakan permasalahan mengenai pengnturan hukum evber notary
Indonesia pada masa mendstang, Penelin akan melakukan perbandingan
dengan pengaturan hukum cpber motary i Jepang kemudian memilah mana
yvang bisa ditrmnsplantasikan kedalam hukum Indonesia,

4. TEORI HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERKEMBANGAN
CYBER NOTARY

Teorr ini dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Konsep ini lahir atas
keprihatinan rendahnya kontribus pembangunan hukum di Indonesia.™ Teon
Hukumi Progresif didapatkan oleh Satjipeo Rahardjo dengan cara miempelajar
literatur dan Lawrence M, Freidman, Mare (alanter, Harry C Bredérmeier, Karl
Llewllyn, Robert B, S¢idman, Philip Sclenick, dan beberapa orang baininya vang
memberikan kntik keéras terhadap pemikiran hukum légisme.®

Teori ini mengajarkan buhwa hukum bukan rajs, tapi alst uniuk
menjabarkan dasar kemanusizan vang berfungsi membénkan rahmat kepada
dunia dan manusia. Hukum progresif menyatakan babwa hukum ada untuk
manisia dan Hdak untuk didnya sendin, kemudian hukum selalu berada pada
status Jaw in the making dan tidak bersifat final tapi harus dibangun terug

"ieorge Mowssumkis O Cie, hilm, B2

" BatpipboRahiord o 2000 Mk ProgrelSehweh Sineaema Hulkum lfadoesic, Yogyakana: Gena
Publeshing, W 30,

1 Awlitin Marwam, 2003 Sayine Refarilio “Sehyal Bideel fntelek il dian Perammman Tafsie
revhendap Filsafai Hikor Progressi™, Yogyvakarta: Thafa Mesfin, him 257,
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meneris, yang terakhir hukum adalab institesi yang hesmaoral kemanusiaan. ™
Pada dasamya hukum progresif hendak mengembalikan hukom sebagii tlmu
yang mengabdi kepada manusia ptan kemanusiaan, bukan kepada kapitalis
atau kebendaan, ™ Dalam leori hukum progeesil, hukum adalah untuk manusia
sedangkan pada ilmu hukum praktis manusia adalah  leboh  untuk hukom
dan logika hukum.™ Maka dapat diketahui bahwa pada ilmu hukum prakiis
micnggunakan paradigmia peraturan, sedangkan hukum progresif meénggimakan
mianusia sebagal paradigma, menjzdikan manusia sebagai paradigma membuat
hukum progresif mempedulikan fakwor perilaku, Adanya fakior perilaku ini
membuat teori hukum progresif untuk pedull terhadap perilaku manusia,
dengan memperhatikan fakior perilaku manusia maka hukum akan mampu
bersifal progresif dan mampa menyestaikan din dengan keadaan,

Teon hukum progresif merupakan bagian dani searching for the truth
(pencaran kebenaran) yang tidak perngh berhenti, rufe Sreaking sangat
penting. dalam hukum progresif.™ Bage hukum progresif proses perubahan
tidak lagr berpusat pada peraturan totapn pada kreatifitas pelako hukum
miengakivalisusikan hokum dalam ruang dan waldu yang tepat. Parms pelaku
hukum progresil dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan
yang kreatif wrhadap peraturan yang ada tanpa barus menunggn perubahan
peraturin, Secard singhkatmya teori hokum progresif menghendaki hukum untuk
berkembang cepat sesuai dengan kebotuhan masvarakat.

Tewd hukum progresil ini dimaksedkan unwk merekonstruksi hukum
mengenai peraturan mengenai cyher notany di Indonesia pada masa meadatang.

5. CYBER NOTARY DIJEPANG

Jepang merupakan salah satu negars di kawasan Asia vang paling maji, jika
bicara masalah sistem mungkin Jepang salah satu yang paling ahli. Kebidsaan
warga Jepang vang terstruktur dan melakukan sesuatu dengan cepat membiat
Jepiang menjadi salah satu negar di Asia vang sudah memakai sistem cvber

“ Sathpto Rohordpe, 2004, S Sakums Percarigr, Frarbebayvae doun Pevcerglan, Surakoris;
Muhammadiyah Press Lindversity him, 20
" Satjio Rahardie, 2007, Membedkal ko Progrca)f Jakana: Penerbar Buks komypas, bl 155,

“Ehugeplo Balardio, 200 1, Meneazey Hrebwn Progresd finforesiz, "l"ugj'.a]-l.u.! tar: Prustnka Pelajar,
hlm.

" Suecki. 2015, Masa Depan Hukaan Prafresil Y ooyakarta: Thatn Medin, hlm, 28,
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nolary sejak tahun 2000." Bahkan dalam perjalanan masuknya pengaturan
mengenal cvher motary ke dalam Undang-undang Jabatan Notars, Jepang
menjadh salah satu negars yang i datangi oleh para pembuat undang-undang
untuk melakukan study banding. ™ Dunana saat ine Jepang sudah memberikan
wewenang kepada Notaris melakukan pembuatan akia secars élekironik, bahkan
Jepang sendini memiliki Komite Khusus uniuk: menangani sistem cvber notary
yang bernama Efectromic Notrization Conitte: Tertebih lagt dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) yvang mengaiur soal cpber Notary menyatakan
bahwa RPP it akan menjadi dasar hukum sahnya pelaksanaan akta otentik
dalam benmk elektronik.™ Namun, savangnva pada saat Undang-undang
Tabhatan Notaris di revisi, pengaturan mengenii cyber poedtary hanya di bahas pada
bagian pénjelasan, pemberian kewenangan oleh pemeénntah kepada notans pun
menjadi tidak jelas sejauh apa wewenang i dibenkan dan seperti apa sistem;
yang akan berjalan mantinya.

1. Secjarah Cyber Notary didepang

Jepang adalah negara yang menganut sistem hukim civil loew™ sistem ini sama
dengan sistermn hukum vang dianut Indonesia. Padaperkembangannya Notans
sudah mubal dikenal di Jepang s¢jpak tahun 1886, pada tahun o pengaturan
mengenal notans mulal di undangkan yaitu dalam Ordonansi Pelaksanaan
MNotaris. Pengaturan notaris Jepang pada saar iy terpengaruh kepada Undang-
undang Notaris Prancis yaitu Le Le loi Vendse yang undang-undangnya
sudsh ada scjak 1ahun 1803, Kemudian dalam perkembangannya pada saat
pembueatan aturan Notaris lepang mengangkat A Rappard dan Belanda sebagsi
pemasehal dalam pembentuk undang-undang notars maka, dengan masukna
A.Rappard sebagai penasibat maka, peraturan notaris Jepang juga dipenganshi

* Myppon K oshonin Eepokai. How ToMuke Use Of fappanesse Moraries, diakeses dan hopc waw
koshonio.gr,jp/pdfien.pdf pada taegeal 13 Januan 2613

* Hukum Cindine, RPF Cyber Notary Segera Disiapkan, Dinkses dari hiips: oo akamaoatine,
comrberitabaca idclef 2 39706% mpp-oyber-notary segera-disiapkan pada tanggal 30
Septemiber 2019,

M fhnied

s Rayamty H007, Ciil Lans dan Common Law Haraskah Irdikotmilin ™ Dishesies dhiset it
belsimess-lawy bamus o, sdr20 L TS vl -lansdan-commod-Las-hanskab -didiikatoodkon:
Pada mnggal 2 Jaauan 20240,

B Y aimwmedo, 2003, Nationa] Bepirt topan, Artikel dalom jumal “Noturies Internatienal™. Hlm
av
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oleh hukum Belanda, " Hal vang dinlami Jepang menunt Peneliti juga di alami
pleh Indonesia dimana Indonesia jugn terpengarah hukom Belanda bahkan
lewat asas konkordanss; Indonesia juga meneripkan sturan Notaris dari Belanda
sebelum memponyai aturan Khususaya, '™
Jika dinncikan Undang-undang notans Jepang sudah melakukan revisi 25
kali, antara {gin:"*
Lindang-Undang Momor 35 Tabun 1935
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1939
Undang-Undang Nomor 6] Tabun 1947
Undang-Undang Nomor 125 Tahun 1947
Undang-Undang Nomor 195 Tahun 1947
Undang-Undang Nomor 223 Tahun 1949
Undang-Undang Nomor 141 Tahun 1952
Unddang-Undang Momor 268 Tahun 1962
Undang-LIndang Nomar 161 Tahun 1979
Unidang-L 'ndang MNomor 5 Tahun 1983
Undang-Undang Nomor 78 Tabun 1994
Lindang-Eindang Nomor 110 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 151 Tahun [999
LUndang-Uindang Nomor 152 Tahun 1999
Lindang-Undang Nomor 160 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2000
Undang-Undang Nemeor 129 Tahun 2001
L ndang-Lindang Momor 100 Tahun 2002
Undang-Undang Momor 76 Tahun 2004
. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2004
u. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2004

Flm oo Aw o

. —

o

ne B g

- [ X8

S i,
bl =TT
1 P Preamagaoyan 2000 2, " Sandls Komperae) Terhoadap Sl dar Rode Bk Novars df fodareaa

demgan Jepang. " Tess Uiniveratas Indonesia, Inkarta: Pascasariona Magisier Kemotariatin
Universites Inclonesia, hln 27 '
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v.  Undang-Undang Nomor 152 Tahun 2004

w, Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2003

x. Undang-Undang Nomor 50 Fahun 2006

v, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 201 | (Selanjuinya discbut dengan
Uindang-undang Notaris Jepang) '

Fqi‘k:nlbnng:an pentmi dalam kenotariatan Jepang jika diruntutkan anlara

tain adalah: "™

4. Tahun I886 Lahirnya atursn nowars Jepang

b. Tahun 1908 : Lahir undang-undang Nomor 33 tahun 1908 vang
menghapus aturan notarissebelumnya

€. Tahun 1938 : Notaris diberi kewendingan mengesahkan Anggaran Dasar
Perusahaan

d. Tahun 2000 : Dilaksanakan sistem Notaris elektronik (ovber natary)

Tahun 2002 ; Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan bisa dilakukan
dengan cara elektronik '

Dar paparan di atas dapat dilibat bahwa Jepang termasuk sangat akiif dalam
morevisi Undang-undang Notaris, inl membuat Jepang semakin matang dalam
menjalankan prakiik kenotariatan. Kemudian di sisi lain, Indanesia hanya sekali
melakukan revisi atau perubaban terhadap Undang-undang Jabatan Notaris,
revis terakhur itu teggadi pada lima tahun yanglalu,

2. Organisasi Notaris diJepang

Terdopat 50 asosiasi notaris di Jepang tapi, Jepang memiliki sam organisnsi
notaris masional yang bemama Vigpon Koshonin Regokai " Asosiasi Notaris
Jepang terpabung. dalam International Union OF Latin Notanes sejak tahun
| G777 o

Asostasi Notaris Nasional Jepang bertujuan untuk mengembangkan sistem
notaris, serta meningkatkan layanan notaris dan kualitas notaris dengan
memberikan panduan dan berkomunikas dengan Asosiasi Notaris lokal dan
notaris individu, "™ Asosiasi Notans Nasional Jepang memiliki satu presiden,

"k Yomamoto, Op, Cit hlm 37
o

P Yamanmato, Ohpocit, him 38

Y Nippon. Koshonin Regoka: Chpocit
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enam wakil presiden, dua pulub lima direkner, dan doa auditor, Beberapa
direktur pelaksana dipihh dar antam pam direktur, dan seorang ketoa dewan
dircksy dipilih dan antara para dicekwr pelaksana. Rapat umum disdakan
setahun sekali dan rapat dewan cksckutif disdakan sekitar tiga kah scizhun, '™

Asosiast Notans Nasional Jepang memaliki sembilan komite di antaranya
adalah schagai berkut: '™

komite Rogulas,

B

K.omite Perencanaan,
Komiie Hubungan Masyarakat,
Komite Urusan Luar Negeri,
Komite Formulir Dokumen
Komite Penyuntingan
Komite Notaris Elektronik
Komite Sistem Notans
. Komite Etika
Diantara sembitan komite di atas yang perlu mendapat perhatian adalah
Komile Notaris Elekironik, dimana terlihat Jepang sudah membangun sistem

evher motary dengan sangat baik, bahkan mereka memihki komite khusus yang
menangan pérsodlan ¢yber notary.

Fom omie Ron g

=l

3. Sistem Cyher Notary Jepang

Aturan mengenai sistem ovber sotary di Jepang mulai berlaku sejak tanggal
15 Januan 2002, Kemudian tidak berselang lama pada bulan Apnl tabun 2002,
Jepang meluncurkan sistem yang mampu mengakomodie evber pogery. " Di
Jepang tidak semua notaris merupakan menjalankan sistem ovber nofary hanya
nolaris tertenty saja yang ditunjuk: elel Kementerian kehakiman yang bisa
menjalankan wewenang cyber-notary." Hal ini juga tercantum dalam Netary
Act. Japan Pasal '.i'";iyat 2 angla (1) yaitu:

"™ Loccit

et I

WER Yamumots, Op.eit him 42

" Koshonin dinkeses dari hitpsererw. koshonin, o jpbusiness b7 3¢
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FProcesses relating toelectromic or magnetic records which are specified ax
processes i be carried ot by @ notary parswang i tlis Aot and other fnas and
regulations, shall be handled by a notary designated by the Minister of Justice
fhereimaffer referred o ax o ' Dexignared Notary "),

Terjemahan Bebas:

Prosics vang berkaitan dengan dokomien clektronik dan magnetik vang
ditentukan sebagal proses yang harus dilakukan oleh notaris sesual dengan
undang-undang i dan hukum dan peraturan lannya, akan ditangan oleh
notars vang ditumjuk oleh Menteri Kehakiman (selanjutnys disebut “Nosaris
Yang Ditunjuk"™).

Dart pasal i ptas dapat dissmpulkan babwa tidak semua notans memakai
sistem cyher merany: hanya notans vang di tunjukkan saja yvang hisa menggunakan
siztem tersehut,

Kewenangan Notaris mengenai tentang cyber sofary di atur dalam pasal |
avat {1V} dalam Nefery Act Japan, yait:

Articles I Notaries have the authority to carey oul the following processes upon
commission fronta party erany stherperson concerned  (1V) Certifving electronie
G magnetic recondy frecardsimade fn eleomronic form, magnetic form, o any otler
S thal i impossible to peiceive by the human seases (hevelnalter referved toas
an “Electronic ar Magmetic Form '), which ave wsed In information processing by
computers; thesmme applics hereinafters; provided, however. thatthisappliesonly
incases of certifving electranic or magnetic recordsother than ones created by a
Savermment - enyroves in perfarming said emploves 'y dirfes

Tegemahan Bebas:

Pasal 1 Mowaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses-proses
berikut berdasarkan komisi dari pihuk atu orang lain yang bersangkutin (1)
Mengesahkan dokumen elektronik dun magnetik (dokumen dibuat dalam
bentuk elektronik, bentuk magneuk, atay bentuk lamn yang mustahil untuk
dipahami oleh akal manusis (Selanjuinya disebut “Bentuk Elektronik dan
Muagnet:k™), yang digunakan dalam pemmosesan -inﬂ:_lm!aﬁi' dart komputer; hil
yang sama berlaku sclanjuinya); dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa in
banya berkaku dalam kasus mengesahkan dokumen elekironik dan magnetik
selain yang dibual oleh pegawal pemerntah dialam melakukan fugas-tugas
pegawal lersebut.
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Ada lima perbuatan hukum yang mienjadi wewenang bagi Notaris dalam
menjalankan sistem cvber poiary disntaranya adalah: '

a,  Authentication of e-docunments This includes authentication of arucles
of incorporation prepared in digital form,

b.  Anaching officially attested date toe-documents
Preservation of notansed e-documcnts

d.  Supplying a certified duplicate copy of e-dovuments under (3) above,

g Certifying thet an g-notanised document which has been under the
possession of o person other than notaries has not been altered and is
identical with the e-document preserved under (3)above

Terjemahan Bebas
& Mengontentikasi dokumen elekronik termasuk mengontentikasi akta
pendirian perusahaan

b, Menjamin kepastian tanggal deri suatu dokumen elektronik:

. Menyimpan dokumen elektronik yang sudah disahkan

d. Menvedinkan Salinan sebanyak 3 mngkap atas dokumen elekironik

yang sudah di sertifikasi

& Menyatakan bahwa dokumén elektronik vang dikeluarkan notaris ldin

balum mencapac 3 (tga) rangkan

Nka diperhafikan kelima ﬁ‘ﬂﬂr‘ﬁnﬂﬂg vang diberikan pemenniah Jepang
kepada Notars dalam hal evber notary adalah berkutm kepada peny mpanan
secars clektronik dan legalisast,

Palam menjalankan kewenangan notans yang mengeunakan sisiem cyber
nefary. Kementrian Kehakiman Jepang sudah membuat aplikast vang bisa di
unduh sebagai penghubung antara potaris dan penghadap. contohnyas adalah
i bawah im;

W Nipran Koshonin Regokal. Op Cit
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Gambar 1: Mengunduh Aplikasi Cvher Notary Jepang
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Sunther: Kementorian Kehakimen Jepang, hip:/www:moj. go o/ ONLINE
CERTIFICATION index htmi

Pada lingkaran Koning menunjukkan balowa situs itu benar merupakan
dari Kementrian Kehakiman Jepang, kemudian dalam situs térdebut terdapat
aplikasi mengenal sistem cubvr nerary Jepang vang bisa diunduh oleh klien-atau
penghadap ingin menggunikan jasi Notaris clektronik, Terlebih lapi aplikasi
terscbut bisa diunduh secara gratis.

Adapun prosedur dalsaim pembuatan akia secara cvber actery di Jepang
adalah sebagar berikut;™
I Create an electronic decument that will receive eléctvimic rotarization and

Ftgnm i,

2 Applyfor the eléctronic motary with the el egtramc document (1) ax an atiaehed
Sile wsing the “Registration { Deposit Onfine System " aperated by the Ministry
of Justice, .

3. Thenotary will notarize electronically in the dogument of (1) set to the motary
pubiic clecironic notary systen, so you will receive the commissioned and
reguesied.

Terjemahian Bebas:

|. Buat dokumen elekironik yang akan menerima sistem clektronik notans
dan tanda tangani.

2. Ajukan Permohofinn nolaris élekironik menggunakan “Sistem Aplikas

W o nshoningOp O
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PendaftaranTreposit Online vang dioperasikan Kementeran Kehakiman
Motaris nkan melakukan sistem elektronik notars pada dokumen yang
dikirim sesui permintsan klien,

Uraian lebih nnet dan prosedur di atas scbagai berikuot:

Dokemen clekiromik hamis dibuat datam bentuk POF, maksimal besaran
ukuran dari dokumen PDF tersebut adalah 10 megabyres, nama Gle PDE
lersebul haros terdin dan 15 sampai 30 karakter. Nama file vang bisa

digunakan bisa berupa huruf, angka, katakana, hirsgana, S level | din

Kanji level 2, Untuk menandatangani dokumen clektronik secara digitzl
punakan perangkat lunak Sistem Adobe “Adobe Actrobat ' atau perangkat
lureak lain,

Untuk melakukan permohonan terlebih duly klien harus mengunduh
aplikas: dan melakukan pendafiasm pada aphikasi tersebur {pendaftaran
in: berupa miformasi atiu data diri klien). Setelah berhasil mendafiar maka
milik meno “Daftar Kantor Notaris”™, Pada menu ini klien akan bisa memilih
NOLARS MAND YIIE in kehiendaki untuk membuat aku, Kemudian miasukkan
wekio din tempat kapan akan bertermunolass.

Klien akan datang ke kantor notans pada wakiu dan tangeal vang sudah
ditentukan untuk mengambil akta clekironik. Saat ke kantor notaris yang
akan dibawa klien berupa:

a. Media clektronik “berupa Joppy disk atpu CD-R, CD-RW, DVD-R
atau memon USB, Media im digunakan imuk menyimpan dokumen
elektronik vang sudsh dibual secara aplikasiscbelumnya

b, Jika orang vang melakukan tanda tangan elektronik pada aplikasi tidak
bisa hadie maka orang vang menggantikannys hadir harus dengan sural
kuasy dengan dicap dan dengan materai dari 1 pemilik tanda tangan
elektronik, Jika tidak dengan cap dan stempel bisa jugs dengan tanda
tangan elektronik dari orang vang melakukan tinda angan elektromk
pada aplikasi sehelumnya yang dikirimkan melalui email

¢ Dalam hal jika sertifikasi elektrorik Anggaran Dasar Perusahaan maka.
lempirkan juga teks Anggaran Dasar yang di cetak

¢, ldentifikasi data vang datang ke kantor notans bawa data diri atau kartu
pengenal vang didalamnya terdapat foto

Dr. Kahmada Erlivani SH.MH | §1



Setelah mendapatkan dokumen elektronik vang disimpan pada media
elektronik vang dischutkan pada bagian a di atas maka, klien dapat menyimpan
dokumen elekironik tersebut pada media elektromb yang Klien bawa, Penelini
akan mengeambarkan seperts apa skema alur dan pembuatan wasrmkenng
yang dilakukan sevam clekironik:

Gambar 2: Alur Pembuatan Waarmerking Elektronik Jepang
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Pada alur di atas dapat dilikat babwa meski pembuitan akta sudah
ditakukan metalu sistem aplikasi atan dengan cara elektromk, kehadiran dani
para pihak juga dipérlukan dalam sistem . Kehadiran im diperbokan untuk
memastikan identitas dari klien atay si pembuat akis. Namun, pada tahun
2019 lewat adanya anmndemen dan “Peraturan Menten Mengena Catafan
Elektronik yang Dilakukan oleh Notaris Yang Ditunjuk”, maka dimungkinkan
untuk menonjukkan kehadiran dalam bentuk video phione saja,'"

Memahami lebih dalam lentang kewenangan notans dalam menialunkan
sistem-cyber motary di Jepang mirip dengan kewenangan waarmerking notans
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Indomesia, Kewenangan vang dibenkan oleh pemenntah Jepang kepada notaris
vang ditunjuk untuk menpalmkan evber notary adalah untuk memastikan
tanggal dan tanda tangan penghadap. Adapin yang membuat berbeda di Jepang
pembuatannya tdak mengharuskan kehadiman fsik dan melalur sistem aplikasi
yang dibuat sedemikian rupa oleh Kemenirian kehakiman disans. Namun, ada
saty selain wagrmerking ada satu vang berbeda dan kewenangan notans yang
ditumnjuk uniuk menjalankan sistem elekuonik vaitu bisa mengesahkan anggsran
dasar perusabsan din pendirian perusshaan secara elekivonik. Di Indonesia
pengesahan angguran dasar dan pendirian perusahaan masih dilakukan dengan
cara konvensional.

Dalam hal menggunakan sistem cyber morary di Jepang, dokumen yang
sudah di tanda tangani secara elektronik tidak bisa dirubah dan tidak bisa
diperbaiki. Jika ada yang barus diperbaiki maka haros mengulang dan awal.
Yoatu dengan cara membuat ulang lagi Hﬂh:miznn}ra dan menmrimkannya pada
aphikasi.'"* Jam kerja dan sistem cyber notary adalah pukol 08,30 — 17,00 pada
han Senin s.d Jum’at, Scear otomiatis sistem akan berhenti bekena pada pukul
17.00. Adapun biaya dalmn pembuatan skta notaris secara elektromk adalah
sebagan berikut;H

B IUS CONTITUENDUM TENTANG CYBER NOTARY 1M INDONESIA

Membahas konsep hukum untuk masa depan maka erat kaitannya dengan
teori hukum progresii’ yang dikembangkan oleh Satipto Rahardjo, Penelita
mengeunakan feori i dalam rengks memperkuat alasan bahwa konsep hukum
mengenai sistem ¢vber norary di Indonesia haruslah bersifat progresit. Hukum
progresil berpegang pada parsdigma “hukum untuk manusia®!"” Hokum
progresif bisa diibaratkan seperti papan petunjuk vang memperingatkan bahwa
hukum harus selalu merobohkan, mengeani, dan membebaskan hukum yang
mandek karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah. Hukum
progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan vang sécara
terus menerus masih hanss dibangun.™" Datam perspektif hukum progresif tidak

13 fhid
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' Satjipto Ralardjo. 2009, Hukum Progeesi CSeluah Sinestest Hukum Indomesis. Youyakani!
Crenta Publixhing, bl 30
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seharspyva terjebak pada formalitas hukum vang pada praktiknya menumjukkan
banyak kontradikse dan kebuntuan dalam pencanian kebenamn dan keadilan
substansial,

Pertu dipahami bahwa undang-undang pada hakikatnva ridak selalu
jelas."™ Hal ini karena terkadang pada umhng-unda_ng ndak secara langsung
menyediakan pasal-pasal vang bisa menecahkan suatu persoalan. Maka scbuah
kekeliruan jika memandang undang-undang bisa mengatur sepalanya secara
tuntas. Sebagai contoh Undang-undang Jabatan Notaris mengatur tidak secara
tuntas mengenai sistern cvber morary. Sebagai bukti bahwa Undang-undang
Jahatan Notaris tidak mengatar secara tuntas maka coba lihat politik hukum
dalam taraf instrumental di bidang kenotariatan sebagaimana vang terdapat
pada bagian konsideran Undang-undang Jabatan Notaris:

I, Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia
Tahun 1945 menjamin kepashan, ketertthan, dan perdindungan hukam,
yiang berintikan kebenaran dan keadilan;
Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum
dibituhkan alat bukti terulis vang bersilal otentik mengenai keadaan,
peristiwa, atau perbuatan hukum yang disclenggearaken meélalu: jabatan
berent;

fod

3. Bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi
dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perly mendapatkan
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukurm;

4. Babhwa jasa notans dalam proses pembangunan makin menimghat
sehagal sadah satu kebutuhan hukummasyarakat;

Mengmgat politik hukum  kenotanatan di atas maka pasal-pasal dan
penjelasan dalam Undang-undang Jabatan Wotarns hares mampu memben
kontribusi terhadap:

1, Pelayvanan publik pada bidang legalitas hukum.

2, Memberni Kepastian hukum dan Perlindungan hokum kepada

masyarakat.

3, Kemudahan kepada masyarakat dabam membisat akta sebhagai wujud
bahwa kehadiran nodans merupakan kebutuhan hidup masyarakat

" Jiid, bk 129
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Bilakitaingaturaian-uratan diatas hahwaperkembangan kebutuhan hidugp
masyarnkat, kebutuhan akan jasa notans dalam masyarakat sekamng tidak
mungkin bisa dilendarkan, Undang-undang jabatan notaris yang berlakusam
ini, jika dilihat darisegi pencrapan sistem Cyfer notary bisa dikatakan tdak
mcnjalankan dengan bak pohtk hukum kenotarataan datam Undang-undang
Jubatan Notaris, Sebagai conoh dalam poin 2 (dua) dan 3 {liga), pasal dalam
Undang-undang Jabatan Notans tidak mampu memben kepastian hukum
kepada masyarakat dan kurang memberikan kemudahin kepada masyarakat
dalam proses pembuatan aktanyva.

Penggunaan cara pembuatin dkta vang konvensional dirasa’ Peneliti kurang
tepat unfuk terus menerus dipertahankan, Namun, jika menggunakan sistem
cvher notary harus ada juga kepastian hukum atau payung hukum yang diberikan
kepada masyarakat dan notans dalam menjalankan sistem fersebut mengingar
hal sistem evher rotery ini tidak didukung oleh Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Selam it jika pentbustan akta dilakukan secara elektronik
maka akan berbenturan lag dengan K. LUH Perdata dalam ranah syamt pembuatan
akia otenlik. Pada pembahasan sebelumnya peoelitl sndah membahas mengenai
salah satu syarat akia otentik yaitu “dibuat di hadapan pejsbal vang berwenang™.
Jikalau dibual secara elekironik maka akan berbenturan dengan syarat tersebut,

Pengertian “di Badapan™ dalam KUH Perdats ing bisa diperdebatkan. Meng-
ingal sckarang berhadapan tidak hanva secara 5k saja namun, berhadspan
bisa dibaniu dengan teknologi yvaitu melalui videooall, Melalul wideocal! maka
para penghadap bisa saling melihat satu sama Tain, Kembali ke eori hukum
progresif yang mana di situ menyatakan proses perubahan tidak lagi berpusat
pada peraturan fetapi pada kreatifitas pelaku hukum mengaktualisastkan
hukum dalam ruang dan wakin vang tepat. Para pelaku hukum progresif
dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif
terhadap peraturan yang. ada tanpa harus menungen perubahan peraturan.
lika menggonakan teori-tersebul maka, pengertian berhadapan harusaya bisa
mcluss menjadi tidak berbadapan secara fisik saja tapi, bisa secara videocall,
mengmgat tidak ada penjelasan pasti mengenai makna “di hadapan™ tersebut,

Melakukan penafsiran berbeda tersebut memerlukan keberanian karena
mengingal sampai saal ini pembuatan akia dilakukan berhadapan secara
fisik. Jikalau, memang bisa ditafsivkan secara berbeda apakah akan ada yang
menggungkan pembuatan akta Gdak berhadapan secara fisik. Im loh yang

D, Rabimida Erlivan, SELMH | 85



menunjukkan perlunya juga payung hukum menaungi pembuatan akta yang
tidak dilakuksn berhadapan sceara Dsik, karena pembuatan akta vang bidak
berhadapan secarn fisik haus jugn didukung dengan aplikasi vang menjad
wadah pembuatan aktn vang tidak berhadapan secara fisik atan pembuetan akta
clekiroauk,

Jika sarmpai sasf ini penafsiran “di hadapan™ masih pengertian berhadapan
secara fisik, maka pembuatan akia otentik secara clekironik sulit diterapkan
karena bertentangan dengan syaral keotentikan dalam KUH Perdata. Selain
itu dalam Undang-undang Jabatan Notaris ada salah satu kewajiban notaris
dalant pembuatan akta otentik vaitu membacakan akta. Perihal kewajiban
membacakan akta ini di Bahasa dalam Pasal 16 ayat (1) hurof m, Seandainya
pembugian akia secara elektronik maka akan berbenturan lagi dengan pasal
tersebut, kecuali solusinya adalah pembacaan akta dilakukan secara videocalf
dengan menerjemahkan kata “di hadapan™ dalam pasal ersebutl sama dengan
KUH Perdata vaita berhadipan tidak sccars mests secara histk. Namiun, lagi-lag
sama seperti vang disebutkan di atas bahwa sulit untuk menerapkan demikian,
pertimbangannya sama dengan “d hadapan™ KUH Perdata vang sudah peneliti
jelaskan di atas,

Berbagai macam benturan ini membuat perkembangan sistem cvber motary
tidak biza berjalan dengan batk di Indonesia, Oleh karena itu barus dilakukan
harmomsas: politik hokum dantara Undang-undang  Jabatan Notans dan
Undang-undang: Informasi dan Transaksi Elekironik serta KUH Perdala,
Harus ada perubahan politik hukum guna menyesuaikan dan mengkuti
perkembangan zaman dengan tetap berpiak pada pelitik hukum nasional. Jadi,
Uindang-undang Jabatan Notaris dan Uﬁdnng-undﬂng_ Informast dan Transaksi
Elektronik serta KUH Perdatz harus miampu bersifat progresif.

Proses harmonisasi antara Undang-imdang Jabatan Nofans dan Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUH Perdata pasti akan
miemierhikan wakta vang lama, Mengingat revisi KUH Pidana saja sampai sant
ini'betum selesai. Apalag: harus mengharmonisasikan atau niembuat 3 ondang-
undang yang discbutkan biss berjalan scarah, Befturan-benturan dalam 3
undang-undang tersebut menyebabkin pembuatan akis secara clektronik masih
sitlit diterapkan, Namun, benturan tersebul bisa di atas 1 jika adanya peraturan
khusus yang membahas mengenal cvber nodary, Atran khusus tersebut akan
membahas tentang sistemn cvber modary secars menyeluruh, Bahwa adanyvi aturan

B | Akna Nodaris Delam Pembuktian Perkara Perdata dan Peskembangin Cyber Notary



khusus ini akan membunt sistem cvber satary o Indonesia memihki payung
hukum yang jelas, Notans yang ragu menjalankan sistem eyler notary akhimya
bisa mengpunakan sisten i dengan adanyas pavung hukum tersebut. Aturan
khusus tersebut akan membahas serba serbi sistem cvber notary di Indonesia.

Afuran khusus: fersebut bisa berupa Undang-undang atau bisa berupa
Peraturan Pemerintah. Hal i ditujukan agar sistem evber nolfary bisa
berkembang secara baik di Indonesia dan tentu ini merupakan sebuah kemajuan
besur dalam dunia kenotariatan dil Indonesia. Saat im masih belum ada aturan
khusus mengenai cyfer notary. sehagail solusi dari ketidak adamya aturan khusus
mengenai sistem cyher notary di Indonesia, maka peneliti mencoba melakukan
pendekatan perbandingan (Comparative Approach). yaitu studi perbandingan
hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara
dengan hukum negara lain, suatu wakiu terfentu dengan hukum dari wakiu
yang lain,'™ Dalam pembahasan sebelumnya Peneliti membahas mengenai
bagaimana sistem cyvber notary di Jepang berlangsung dan lewat situ. peneliti
akan mencoba mengeambarkan fus contitiendum {hukum vang dicna-citakan)
tentang evber rotary di Indonesia, vaitu dengan mentrasplantasikan sturan-
aturan vang disnggap penelitt cocok atau memungkinkan untuk diterapkan di
Indonesia

Haiknya aturan ini berbentuk undang-undang, jika aturan ini berbenmuk PP
{ Peraturan Pemenntah) makya benturan wetap akan fenadi karena: hakikainys
Undang-undang lebih tinggi deryjatnyva daripada Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Menteri. Jika dibuat dalam bentuk tersebut maka herdasarkan asas
lex superior derogate legt inférior maka Peraturan Pemerintuh tersebut menjadi
dikesampingkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
serta KUH Perdata, ini artinya benturan antar undang-undang tersebur tidak
hise dihilangkan. Maka dari itu perlu pembuatan undang-undang bar yang
mana kekuoatan sejajar atau sama rata dengan Undang-Lindang Jabatan Notans:
Undang-umdang Informas: dan Transaksi Elcktronik serta KUH Perdata.
Hadimnya undang-undang terscbul akan bersifat khusus atau fex specialfs
dergpate legl penerali sehingga sistem evber nodary bisa berkembang dengan
baik di Indonesia.

1 et Mabmod Mareaki 2005, Pewaitiare M. Edisi Revisi, Jakunia; Prensdamedia Group,
him. 133
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Pembuatan undang-undang bam i bisa saja memberikan Kewénangan
kepada notanis untuk membunt seomm kategon akta secam clektronik, Bisa puga
hanya terbatas pada beberapa akin saja namun, pembuatan wndang-undang
baru ini lentu akan memakan wakiy vang cukup lama, Perdimbangan wakiu
yang lama i membuat penclili mencoba mencan alternatil lain, agar cpber
nerary bisa berkembang dengan baik di Indonesia, Maka kemungkman lainnys
bisa saja dengan tetap membuat Peraturan Pemerinlah yang mana peraturan
pernerintah ini berfungsi sebagai pelaksana dari undang-undang. "' Berdisarkan
uraian vang sudah disebutkan sebelumiiya maka, melalui Penjelasan Pasal 13
avat (3} Undang-undang Jabatan Notaris seorang Notariz diberikan kewenangan
untuk membuat akia sécara cyber aotery namun, tidak jefas mengenai detail
dari kewenangan tersebut. Detail dari kewenangan tersebut bisa dijelaskan
niekalui peraturan pelaksanannnya yaitu melalhn Peraturan Pemerintah, Uniuk
menghindan benturan dengan KUH Peidata dan Undang-undang Informasi
dan Transaksi Elektromk maka kewenangan yvang diberikan oleh Peraturan
Pemenniah tersebut dibaiasi. Misalnva, hanya dalam pembuatan akia bawih
tangan sepenti legalisasi, waarmerking,

Pemberian kewenangan ying hanva schatas akta bawah tangan ini dilakukan
untuk menghindan pelanggaran syarut olentik yang ada dalam KUH Perdata,
Selam i langkah tersebut cukup unluk mengewali pengalihan dan pembuatan
dkita secara konvensional menjadi pembuatan akta elekironik, Sebagaimana vang
swidah diketahui bahwa dalam akta bawah tangan notans tidak berfanggung
meb secara penuh Kepada akin, Dalum hal legalisasi notaris hamya menjamin
dari kepastian tanggal dan tanda tangan penghadap saja sementara dalam
warmerkeen notaris hanya memastikan kepastion tanggal dalam akia. Tangkah
awal ini bisa dibilang mirip dengan langkah awal yang dilakukan Jepang saat
beralib dari pembuatan akia secnrn konvensional menjadi pembuatan akta
secarm clektronik. Awalnya Jepang memberikan kewenangan kepada notans
minp dengan waarmerken narmum, seiring berpalannya wakiu kpur-'umﬂgnu
tersebul meluas sampal dengan bisy melakukan pendirian PT (Perseromn
Terbatas) secam elektronik,

Pembuatan Peraturan Pemeriniah merupakan langkah yang tepat dalam
masa iransisi pembuatan: akta secara konvensional memjadi pembuatan alda

7 Jimly Asshiddigie, 2018 Perihnl Undong-undang. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Him 194
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secara elektronik. Berikur adalah pembuatan legalisasi dan wasrmerking secam
elekronik menunt penulis yang bisa diterapkan di Indonesia:

1. Legalisasi Elektronik

Gambar }: Pembuatan Legalisasi Elektronik
O
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Sumber: Diolal Sendivi

Berdasarkan alur distas maka penjelasan legahsast clektronik adalah scbagai

beerikaut:

a. Penghadap haros mengundub aphikasi yang sudah disediakan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

b. Penghadap melakukan pendaftaran pada aplikasi, pada bagian
pendufiaran akan dilakukan memasukkan identitas diri dari penghadap
yang ingin membuat legalisasi. Kemudian pilth notaris vang diinginkan
untuk membuat legalisasi.

¢. LUnduh dokumen yang akan dilegalisasi ke aplikasi yang sudah di
undub, dokumen vang unduh berbentuk PDF.

d. Tentukan waktu dan jam akan dilakukan legalisasi.

¢, Saal wakty yang ditentukin sudah tibe, masuk lagi ke aplikasi, disanys

notaris akun mengirimkan dokumen vaeg sudah di cap dan di tanda
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tangani secarn elekronik oleh notatis,

f. Pénghadap melakukan tandn tangen elektronik dan menginmkannya
Seper dengin notaris.

g Notansakan memverifikasi tanda tangan penghadap

2. Waarmerking Elcktronik
- Adapun atur Waarsmerking clekironik di bawah im merupakan hasil dar
legal transplant datt aturan Jepang,
Gambar 4: Pembuatan Waarmerkinge Elektronik
[
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Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan pambar di atas maka dapat diketahiui penjelasin alur sistém

pembuitan skis elekironik adalah:

8, Penghadap hanis mengundoh aplikasi vang sudah disediakan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

b. Penghadap melakukan pendaffaran pada aplikasi, pada bagian
pendafiaran akan dilakukan memasukkan identitas diri dari penghadap
vang ingin membuat waarmerking elektronik. Kemudian pilih notaris
vang diinginkan untuk membuat legalisasi.
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¢, Undub dokumen vang ke aplikasi yang sudah diunduh, dokumen yang
unduh berbentuk PDF.

d.  Lakukan pembayuran kepada notars atas bunya woaamerking

e, Notaris akan mengirimkan dokumen vang di wammerking kepada

penghadap

Aplikasimengenal pembuatan [egalisast dan warmerkang clcktromk di atas
bisadibuat atas kerasamaantara Kemenlerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Ikatan Notaris Indonesia.
Suma seperti di Jepang, aplikasi tersebut nantinya bisa diundub melalui situs
Kementerian Hak Asasi Manusia, Kerja sama yang baik antar 3 kementerian
ini sangat penting dalam perkembangan sistem evber notary & Indonesia,
Kemudian lagi, Pemilihan pembuatan Peraturan Pernerintah merupakan
langkah awal yang tepat dan realistis untuk spat ini daripada hars membuat
undang-undang khusus yang memerlukan banyvak waktu.

Terkebih togi jika sistem ini berjalan maks Indonesin berart sudah mampu
mienyvermbangkan antara low and lechnology. Hal imi berarti sebuah kemajuan
besar dalar hukwmn Kenotsriatan lndonesia, Seperti yang sudab disebutkan
bahwa antars fow and fechnelogy harus mampa berjalan searah dan saling
mengisi. Analisa hukum idak skan lengkap ketika gagal mempertimbangkan
kebijakan dalam konteks perubshan teknologi yang luas, disin teknolog
diposisikan guna modifikasi ingkungan manusia yang bermanfaat.'™=

= Arthur ) Cockield, 201 5. Towards Law And T echnology Theory. Artikeldalam jumal ™ Mamisobi
Law Journal™ Vol M) Mo, 3. Him 384
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BAGIAN 6
KONSEP CYBERNOTARY DALAM
UNDANG - UNDANG JABATAN
NOTARIS DAN UNDANG -
UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. KEWENANGAN NOTARIS PADANEGARA DENGAN SISTEM
COMMON LAW DAN NEGARA DENGANSISTEM CIVIL LAW

Notaris memiliki peranan penting dalam masyarakal Hampir semis
kegiatan yang dilakukan masyarukar memiliki keterkaitan, dengan Notarns,
Sebagai contoh sesecrang vang ingin membuat perusahaan, ia harus datang ke
nedans unfuk mendirikan perusahaannya, seseorang mgin melikokan transaksi
jusal beli bisa-datang ke notans untuk minta buatkan akta jual beli, bahkan jika
ingin. membagi harta warisan para @hii waris bisa datang ke notaris untuk
meminta penetapan waris. Hal ini membuktikan bahwa profesi notaris sangn
erar dengan nasyarakst dan sangat diperiukan.

Hubungan Motans dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan tadh membuasat
Motaris harus bisa bersinergn dengan kebutuhan masyamkat. Sepenti yang sidah
divraikan di stas bahwa saat inl masvarakat sendin sudah tidak bisa lepas
dari tcknologi, Hal ini menunjukkan juga bahwa netaris hirus mulal dijamah
oleh teknologi guna bisa membintiu masyarakat yvang semakin membutuhkan
sesialu vang cepat, aman, dan ¢fsien, D beberapa negara lun penvediaan jasy
seorany Notaris sudah mula i ondine kan, maksudnva adalah Kewenangan
nivaris konvensional bisa dilak ukan secarn online mion meldu media elektronik,
hal ini dikenal dengan sehulan cvber notary dan electironic notarn fe-natary),

QF 1 Akia Nedurrs Dalam Pecnbuktian Perkara Perdata dan Perkeimbangin Cyber Notary



Sehagai contoh Jepang sudah mengenal dan menggunakan istilah elotronic
merdary sejak t@hun 2000, salah satu kewenangannya sdalah membuat akta dalam
bentuk elektromk. ™ Kemudian salab satu yang memakai istlah evber notary
wclalah Amerika dan Beleia cvber sotary yang kewenangannya sdalsh membual
legalisasi dalam bentuk clekironik, ™

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara vang memakai sistem
notaris online. Di negara yang menganut sistem  common faw, mercka akan
cenderung menggunakan istilah cyber nowry. seperti halnya Amerika Serikat.
Sementara negara-negar yang menggunakan sistem civil law menggunakan
istifah efectronic notry. Dikarenakan ada perbedaan sistem hukum vang dianut
antara keduanya maka, sda perbedaan kewenangan vang didapat notaris efvil
faw dan common low. Adapun tabel perbedaan kewenangannya adalah sebagai
bérikut:

Tabel 1 Perbedaan Nodaris Civll Law dan Notaris Comoeeon Law

MNotarts Common Law Notaris Chef Eaw
Istitah Resmi yang digunakan adalah Lstilah Resmi vang digunakan
Neviary Public (Notaris Publik) adalah Netary [Notaris)
Motaris diakuil sebagan suatu legal

Tugas notaris tidak hanys dilakukoan = ;
oleh worary public melainkan juga pre ﬁf&m"al' E_mefm YT n:mpak:_z:
S A representasi pejabat pubdlik (o
m‘g g ﬂﬁ:mgg;p‘g;kerj:;'g: }Iﬁg afficiol authorttyydengan kualifikasi
terteniu dan pendidikan tertent
bersifat clevical atau administrative i:fm “mgm yiii Iisfi'-_flm'eyun;

wark terbatias

Tugas ulama seorang Notury Public | : o
(Notaris Publik) adalah memastikan T:““L”* agleleh 5 hal A
kebenaran dari sebuah tanda tangan. | o e e e

Secara singkat kewenangunnya banya setama tidak bm:mrllt'::gﬁn derigan
seputar legalisasi S Sl

V1 Nippon Koshaonin Regokin, Mo Tolfake Do O Sapimmeton Notaries, dinkesesdan litpsMwa,
koghuomim, pe. o b Con, pid U pocks targgs] 13 dnman- 20049,

B L exlie Ui Smach, 2006, “The Kole OF The Notary In Secure Elecirmne Commerce™. Tesie
Cueenstand Universsty OF Technology. him 34,
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Akta yang dibuat notarts memilik
kekuatan pembuktian sempuma.

; ) : Aktz tersebut bisa membukiikan
ﬁkTﬂ :r'ﬁi'lg d] huﬂl FﬁHr[' ﬂmﬂ'ﬂ' “dﬂk d'l ri"}?ﬂ'ﬁ:“d]ﬂ l'ﬂ:ﬂ-‘fl-l'. Jlkﬂ H":h yang
membuktikan fakia yang rermalis mengancat kebenaran akis vitg

daiany 2kt o dibust notaris maka ia lah vang
harus membuktikan bahwa dalam
aktn it terdapat kesalahan
: . . Mengenal pembedian akia otentik
Tﬂ'mﬁfm Tﬁgﬂl k dan akta bawah tangan dengan
pem M;wah::::;i feaod kekuatan pembuktian yang
berbeda-heda
Mase jabatan sefary public singkat, | Masa jabatan-lebih panjang sampai
dan bisa diperpanjang usia pension

Sumbei: DNofuh sendiri davi berbagai {iterature

Pada dasamya cyber notary di Amenka menjalankan bampir semuoa togas
dari metary public, begitu pun dengan electronee novary ia akan menjalankan
tugas dan kewenangan Notaris cnvdd lawe. Dalam awal kemunculan kedua istilah
ini pun, cvber netary-di perkenalkan oleh Amertcan Bear Association danelectronic
setary diperkenalkan oleh delegasi Prancis vaitu, TEDIS dalam legal workshop
pada Konferensi EDI tahun 1989 di Brussels. Pada Konferensi EDI tersebus,
TEDIS membuat pendapat terang electronic nofary. sebagai berikur: &

The term Velectronic notary™ isq relatively hew term in commeree and firse
appears o have been coined by the francédelégation o the TEDIS legal workshop
at Erropean Union | 089 EL conference in Brussely, where the cancept of sich
i activity was inroduced. This conference proposed that various indusiry
assaciotionsond reluted peak bodies cowld ot as an “electromicnotary " fo provide
and independent record of eléctromic transaerion between parties, ie,, when
companyA Electromically Trasmits iradedocumenis to company B, amd vice versa.

Tegemahan I.'J-c;_l:ius: istilah “efectronic notan™ adalah istilah vang relatif’
baru dalam dunia perdagangan dan pertama kali muncul seielah diciptakan
delegasi Prancis oleh TEDIS p;m.ﬁ workshop hukum di Uni Eropa Konfreensi
EDI tahun 1989 di Brussels. dimana konsep dan kegiatan it (efecimnic notary)
diperkenalkan. Konfiensi ini mengusulkan bahwa berbagai asosiasi industri dan

% i bim 1.
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hadan tertinggi dapat bertindak sebagai “electromic notary™ untuk membuktikan
sehuah catatan independent trransaks clektronik antara para phak, yatu kenika
perusahiaan A mengimmkan dokumen perdagangan secar clekironik Kepada
perusihaan B, dan schaliknya,

Secara singkat pengertian elecironic poliny menurut TEDIES adalah adanya
sugty pihak vang dapal menvajikan scbuah ndependent record terhadap
suatu transaksi ¢lekironik yang dilakukan para pihak. Kemudian, dalam
perkembangannya sepert] yang sudah Penelin paparkan bahwa istilah efecimmnic
netary ini mulai di adaptasi oleh negara-negara yang menganut sistem civil law
sehingga kewenangan yang didapat seorang electronic natary sama dengan
notaris konvensional yang berbeda hanya medianya, Konsep yvang dimiliki
oleh TEDIS mirip dengan kansep notaris di masa mendatang yang disebutkan
oleh Edmon Makarim yaitu Notaris di masa mendatang adalah notans yang
berperan dalam svatu proses lepalisasi dokumen dan hubungan kontrakiual
secars clekironik di samping ia sendirl dapat melakukan tindakan-tindakan
notarial secara elekiromk. ™

Pembabasan selanjuinya adalab isilah cpber novary. isilsh cvber notary
diperkenatkan oleh fnformation Security Commiliee of the American Bar
Axsociation (A BA ), adapun ABA periama kali mencetuskan istilah ovber novary
pada tabun 1994, mercka menyebutkan babwa lugas dan seorang cvber novary
mirip dengan notins publik samun vang berbeda adulah jika notans pubhik
dalam pembuatan dokumen aaw akia nya menggunakan kerlas, pada cvber
netary media yang digunakan melibatkan kecanggihan teknologs yaite dengan
pembuatan dokumen secara elekirontk. " Masalah keamanan dalam dokumen
elektronik ovher notary pun sudah disiasati oleh American Bar Association,
mereka menggunakan sistem knptografl dan PKI (Public Kev Infrasiructure).
Sistem ini dianggap aman dan dapat mengakomodir cyber notary karena pada
sistem kriptogeaft memungkinkan dalam mengamankan pesan elektromk dan
mengotentikasi identitas dan para pihak, terlebeh lagi PKI-memunegkinkan
menvediakan Bisilitas tands tangan dalam bentuk digital. Jadi, sceara singkat
cvber nodary. menural ABA adalah seorang Notaris Publik vang menjalankan
kewenangannya dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Perlu

* Ednon Mukarim. 2003, Pengantar Hukum Telemoita, Jnkarta; PT RajaGrofindd Persida, him
244

7 Leslie G Smuch. SpCie, Klm 1.
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diekankan sesuar vang urman yang welah paparkan bahwa tugas dan seprang
metary ki hanya schatas legalisas,

2. KONSEPPENGATURANHUKUMCYBERNOTARY DITNDONESIA

Sistem Pembuatan Akta Notaris sekarang ini, pembuatan akta notans
Indonesia sampai saat mi masth berpedoman kepada Undang-undang Monar 30
mhun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah denpan Undang-
uidang Nosor 2 ahun 2014 (sclanjutnya disingkal menjadi Undang-undang
Jabatan Notaris). Dalam menjalankan jabatannya notaris diberikan wewenang
oleh Undang-undang Jabatan Nowaris. kewenangan notaris tersebut diatur
dalam pasal 15 Undang-undang Jabatan Motaris, antara lain adalah sebagai
berikut:

Pasal 15
(1} MNotaris berwenang membunt Akta autentik mengenm - semua
perbuatan, perjanpan, dan penetapan yang diharuskan oleh
pératuran perundang-undangan dan‘atau yang dikebendaki oleh
yang berkepentingan untuk dmyatakan dalam Ak autentik.
menjamin  kepastian tanggal pembuatan Akta. menyimpan
Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, Semuanya
i sépanjang pembuatan Akta ita tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain afau ofang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang.
(2) Sclain kewcnangan schagaimana dimaksud pada avat (1), Hutari:_a
berwenang pula:
a,  mengesahkun tanda tangan dan menctapkan kepastian tangzal
sural di bawah engan dengan mendafiar dalam buka khusus;
b, membukukian surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus:
¢,  membust kopi dar asli surat di bawah tangan berupa salinan
vang meamuat wraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan;

d.  melakukan pengesahan kecocokan fotokopr dengan surat ashinys;
e. memberikan penvolubon hukum sehubungan dengan pem-
buatan Akia;
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f. membuat Ak yang berkaitan dengan pémanahan,; atan
g, membunt Akta risalah lelang.

(3} Selain kewenangan schagaimana dimiaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam
persturan perundang-undangan.

Drari serangkaian kewenangan Notans di atss'menurut penehiti salah satu
vang jadi perhatian adalah pasal-pasal 15 ayatl (3), vang mana dalam bagian
penjelasannya berbunyi “":r'_ung dimaksud dengan “kewenangan laim vang diatur
diilam perauran perundang-undangan”; antura lam, kewenangan mensertilikasi
trunsaksi vang dilakukan secara ¢lekironik (cyber notary), membuat Akta tkrar
wakaf, dun hipotek pesawat terbang. " Berdasarkan padia paparen BAB T penelitian
ini maka notaris berwenang dalam membugt akta cpber notary, Sehingga atas
dasur itu harusava sistem cyber aatary di Tndonesia bisa berkembang, Sayangnya
sampai saat ini kewenangan vang diberikan oleh undang-undang tersebut belum
bise berjalan dengan baik karena tidak adanyva aturan kbugus atag aburan lebih
lanjut mengenal sistem cyfer naliey.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris di atas, maka dapat
dikietahul bahwa notaris diberi kewenangan balk membuat akta otentik dan-akia
bawah tangan.™ Akta bawah tangan Ak di bawah tangan merupakan-akta
yang dibual diantara para pihak yang membuat akia, 1anpa keterlibatan pejabai
yang berwenang membuatl akia ' Mengenai akia bawah tangan juga diawr
dalam KUH Perdata pada pasal 1874 bahwa “Yang dianggap schagai tulisan di
bawah tangan sdalah akta vang ditandatangani di baswah tangan, suratl, daliar,
surat urosan rumah angez dan wlissn-talisan vang lain yang dibuat tanpa
perantaraan seorang pejabat wmum”, Akta bawah tangan memiliki beberapa cin
khas antara lam:'™
. Bentuknya bichas
2, Pembuatannya tidak harvus th hadapan pejabat umuom

3. Tetap mempunyail kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh

= g B st Praalooyanic 2007, “Tangegeng Javab Notacis sias Kebenuran Akl db bawah
Tonganying dikgihsasinya’, Tens Udavana. Denpasar: Pascasarmana Magister Kenotarmaian
Liniversitas Uidayam, him, 4,

""'Sj::;i.!_uh.m;]umhd:m Habib Adjee: 2001, Asped Fﬂﬂwww'uum’m Noterrds Dupleren Perfwntior
ARt Bendung: Penérhit OV, Mandar Majo, him, 100,

™lea Bas Agastva Pradevona. CecCir, him 5,
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pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perfu dibuktikan
lagi kecuah ada y’aﬁg bisa membuktikan sebahiknya (menyangkal isinya)

4. Dalam hal harus dibuktukan, maka pembukian tersebut harus dilengkapi
jugza dengan saksi-saks: dan bukt lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam
akta di bawah tangan, sebaiknva dimasukkan 2 omang saksi yang sudah
dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Menurut H. Salim HS akia di bawah tangan terbagi menjadi tiga jenis yaitu
Akta di bawah langan tanpa keterlibatan pejabat umum, Akta bawah tangan
yvany di daftar, Akia bawah tangan vang di legabsast " Penjelassnnya adalah
sehagi bertkut:

1. Akta Di bawiah Tangan Tanpa Keterhbatan Pejabat Umum
Dalam pembuatan aki ini para pihak menandatangan kontrak. atiu
perjaniian di ntas materai. Jadi yang adn pada saat proses pembuatan akta
hanya lah para pihak vang terlibat saja. tidak ada pejabat urmum yang ikut
andil dalam pembuatn akta, "™
2.  Akta Bawah Tangan yang Didaltar
Istilah Akta bawah tangan yang di daftar bisa discbut juga dengan
waermerking. Péngentan waearmerking yainiakta di bawah tangan vang
didafiarkan untuk memberikan tanggal vang pasti. Akia yang sudah
ditandatangani diberikan kepada Netaris untuk didaftarkan dan beri
tanggal yang pasti. Pada waarmersing tdak menjelaskan mengenai siapa
vang menandatangani dan apakah penandatangan memaham fsioakea, '™
Jadi, wagrmerfing hanya menjamin kebenaran kepastian tanggal, bukan
tanda tangan. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris kewenangan notaris
untuk membuat wearmerking dalam pasal 15 avat (2) hurufh,
3. Akia Bawah Tangun yang Dilegalisasi
Secara singkat bisa disebur legalisasi, yang dimaksud legalisasi yaim
akta di bawah angan vang belum ditandatangani, dibenikan pada Notaris
dan di hadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersanghutan,
setelah isi akta dyelaskan oleh Notans kepada mereka. Pada legalisasi, tanda

. Satim HS, 2006, Tekuik Ponbatan Akta Sen. Tokirts: I°T Raji Grafindo, him, 24
" H. Salim HS. Logeir

e Sty aambie 2016, A ke Koegran Povfnattion Ak (¥eviikds Pesgndelan ™. Tisk,
Univisrsitas Tsdam Indeaesia, Yogyakart: Maasarjana Mugster Kenotsriatan Linivieratas Tshm
Indonesea, hlm. 40,
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tangannya dilakukan di hadapan veng melegalisagi, * Pada legalisasi notaris

dapat menjamm kepastian tanda tangan dan tanggal namun, tidak dengan

isi dari aktanya, Dalam Undang-undang Jabatan Notaris kewenangan

notaris untuk membuat fegaiisayi wercantum dalam pasal 15 et (2) hurofa,

Selain akta bawah tngan tuggs wama Notans adalah membuoat akia otentik.
Pengertian akta otentik wercantum dalam KUH Perdata Pasal 1868 vaitu, “Sustu
akta otentik adalah suatu akia vang dibuat datam bentuk vang ditentukan oleh
Undang-Undang oleh atau di hadapan pej_;ab;_]l urmum vang berwenang untuk ity
di tempat akta itu dibuat”, Dari pasal tersebut maka dapat dilihat ada tiga unsur
dalam akta otentik yang dibuat Notaris atau pejobat berwenang vaitu:
I.  Dibuat oleh Pejabat Berwenang

Akta vang dibuat pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan
untuk membtuatiya atan Gidak memenuln syarat, tdak dianggap sehaga aktn
ptentik. Notaris, diberikan kewenangan Undang-undang sebagni  pejabat
wmm, hal inn diater dalam Undang-undang Inbatan Notans dalam pasal |
angka | menyatakan babwa “Notans adalah pejabat wmem yang berweénang
untuk membual akta aentik dan memibki kewenangan lmniyas sebagauman
dimaksud dalam Undang-Undang ini aau berdasarkan  undang-undang
lainnya.”
2. Bentuknya di tentukan Undang-Undang

Suatu akta dikatakan otentik jika bentuknya sesual dengan undang-undang:
Jika dikaitkan dengan akia MNotaris maka, akta vang dibuat Notaris harus scsuai
dengan Undang-undang Jabatan Motans, Perhal bentuk akia notans diatur
thalam pasal 38 vang bunyvinva-adalzh sebagai berikut:

Fasal 38

(1) Setiap Akta terdin atas:

a. Awal Akta atau kepala Akta:

b, Badan Akm;dan

¢.  Akhir atan penutup Akta.
{2} Awal Akta atau kepala Akts memuat:

a. Judul Akia:

b.  Niwnor Akta;

T it b, 40,
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e, Jam, han, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d.  Namn lengkap dan tempat kedudukan Nowris,

(3) Badan Akta memuat:

& Mama lengkap, tempat dan tangpal lahir, kewargancgaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang vang mercka wakili; -

b.  Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap,

¢ Isi Akta vang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
vang berkepentingan; dan

d. Numa lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari fap-tiop saksi
pengenal. . . .

4y Akhir atau penutup Aktamemuat:

&  Ursian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) hurof m atan Pasal 16 avat (7);

b, Urmantentang penandatanganan dan tentpat penandatanganan
atan penerjemnhan Akia pkaada;

c. MNama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tnggal dari nap-tiap saksi Akta; dan

d. Ursian teptang fudak adanyva perubahan vang terjadi /dalam
pembuatan Akta atau urasan tentang adanya perubahan yang
dapal befupa penambiahan, pencoretan, atsu pengpantian seria
Jumilah perubahannya.

(5) Akt Notaris Pengganti dan Pojabat Sementara Notaris, sclain
memual kétentuan sebagmmana dimaksud pada aval (2), vl
{3}, dan avat (4). uga memuat nomor dan tangeal penetapan
pengangkatan, serta pejabat yang menganghkatnya.”

1. I Buat di Hadapan Pejabat Berwenang

Kemudian syarat ketiga adalah Akta yang dibuat aleh {doar) atau di hadapan
{ fen eversigan ) seorang pejabat umum, Menurat Pasal | angka 7 Undang-undang
Iabatan Notanis, menyatakan bahwa " Akta Notaris vang selanjuinya disebut Akia
adalah nkta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Motaris menurut bentuk
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dan tta cara yang dietapkan dalam Undang-Undang mi™. " Penggunaan Kata
menghadap, penghadap, di hadapan, dan berhadapan dalam pasal tersebut
merupakan terjemahan dan kata versehifnen vang berarti datang menghadap
vang dimaksud dalam artian yundis adalah kehadiran nyata, '™

Habib Adpie berpendapat bahwa berhadapan yang dimaksud adalah
berhadapan secara fisik, Namun, Edmon Makarim berpendapat  harusnva
ada perfuasan atau pergeseran makoa dari kata berhadapan/di hadapan,
bahwu berhadapan tidak mesti harus secara fisik seperti yang dilakukan saat
ini. Kehadiran fisik bisa digantikan dengan cara elektronik, Dengan melihat
perkembangan mobile communtication (3G sekarang ini, setiap orang dapat
melakukan panggilan video konferensi dan dapat menanamkan tanda tangannya
pada chip kartu telepan (SfMeard) atiu pada handser yang bersangkutan, dan
dapat diketah fakta mil dimana yang bersangkutan berada dengan fasilitas
satelit melalui GPS ataupun utilitas map yangdisediakan. ™

Thidak ada pengertian yang pash mengenal kata berbadapan’d hadapan
it menjedn celab bahwa pendapat dart Edmon Makanm bisa dijadikan acuan
dalam perluasan makna  berhadapan/di hadapan. Penchiti setupn dengan
pendapal tersebut karena pada dasurnva bukum 1t terus berkembang mengikuti
perkembangan zaman, maka sudah waktunva ada pergeseran makna mengenai
kata berhadapan'dh hadapan. Dengan adanyva pergeseran in maka akan semakin
mgrtbuka peluang cpber nodary berkembang dilndonesaa,

Jadi, sesuai paparan di atas bahwi ada tiga hal vang harus dipenuhi dalam
pembuatan akia otentik vailu dibuat pejabat yang berwenang, bentuknya sesuai
undang-undang, dan dibust & hadapan pejabal berwendng tersebut. Akfa
otentik yang dibuat notars terhagi menjadi dia vaitu deilveliik Acte/Akta Relaas
(Akia Pejabat) dan Parnif Acre (Akta para Pihak)'™ adapun penjelasannya adalah
sebagai berikut:

7 Hubeb Acie. 2004 Hiekwm Notaris Jadoresio Tafr Femanid Tordadap Dmsare-Lindang Mo A0
Tt 2004 Tenigang Sabaie Moy, Bandung: Relika Aditarma, him 127,
tibig hims, FAY,

1" Edimon Makanian 2003, Nevarss olon Drarenabs Bledfeomit, Ko fikien remtene Ovbemoniry
ifea Eloetrowic Motary. Jakana: Rojewali Pers,; ed ke-2, hlm. 133

= abidil Ghofur Anshari, 2009, Lembaga Kenotoriaten fndonesia Perspetail Mz dan Erika,
Yoavokane: LT Press Yopwvakarta, hlm. 21,
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| e}

Ambteliph Acte aton Akia Relaas { AktaPojabar)

Aktn yang dibuat oleh pejabat yang diber wewenang untuk itu, pejabat
tersebut menemanghkian apa vang i it diang apa vang dilakukannya, ™ Ak
ini juga bisg disebut akta berita acars, H. Salim HS menérjeniahkan yang
dimaksud akta relaas adalah surat tanda bukii yang dibuat oleh notans
lentang apa yang dipandangnya, diketahuinya, stav diperbatikannys
(dilihat) dan disaksikan tentang terjadinya suatu perbuatan atau penstiva
hukum secara langsung.'™

Jenis akta relass idak dustur secara jebas dalam Undang-undang Jabatan
Notaris, mamun dalam praktiknya-akta relaas dapat digolongkan jadi tiga:
jemis:"!

a)  Berita Acarn Rapat Pemegang Saham dalam Perseronan Terhatas
b} Akta Pencatatan Budel

€} Akiazentang Undian

Partij Acte { Akta para Pihak)

Akia yvang dibuat di hﬂ&npan pejabat vang diberi wewenang unfuk
iu, partij acte dibuat atas permintaan para pithak yang berkepentingan. '™
H. SBalim HS membenkan pengérian pacty acte adakah surat tanda bukt
yang dibuat dunuka dan di hadapan notans, yang memuat kehendak dan
permystaan pary pihak atay penghadap vang dituangkan dalam bentuk akta
notaris,

Jenis akta iniverbagi menjadi tga vaiiu akta-akia vang berkaitan dengan
warisan, akta-akta badan usaha dan akia-akw peranjian. Penjelasannya
adalah sebaga benkur: !

u}  Akta-akta yang berkaitan dengan warisan

Adapun akta-akiz yang berkaitan dengan warisah antdra lain adalah

sebagai berikur:'™

M fif 22

" H, Satim. HS. I'jjv.l:.'rr.. Klm. 90,

{0, Wlim, 92,

# Abdul Gholur Anshor. e i, hifm, 12
M H. Salim. HS, Op.Che, hlm; 107,

8 i, e, R0
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17 Akta pérnvataan wans
2y -Akta wansan
3) Akta wasiat

4)  Surat wasiat rahasin (Super seriptic)

by Akta-akta badan usaha

P bawah ini adalah akta-akia tentang badan usaha yvang dibuat aleh

figpanis:

1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas

23 - Akta Pendirian Yavasan

3) Akia Pendirian Koperasi

4 Akta Pendirian Firma

53 Akta Pendirian CV (Commanditer Fengatshap)

¢} Akta-aka perjanjion

Alita akta perjanjian terbagi menjadi dua yaiha akta perjangian berriama
dan tidak bernama, jika digabungkan akia vang sering dibuat dalam benmk

akta otentik adalah; ™

Tabel 2 Daftar Perjanjian Bernama dan
Tidak Bernama yang Sering Dibuat Akta Notaris

Akia Perjanjian Bemama

Akla Penjanpan Tidak Bernama

Akta Jual Beli

Akta Legsing

Akta Tukar Meanukar

Ada Perjanjran Kredit

Akta Sewa Menyewsa

Akta Joimr Feitture

Akta Hibiah

Akta tkatan Jual Beli

Akta Pinjam Meminjam

Akta Perdamaian

Pomberian Kuasa

Akta Pinjam Pakai

Sumber: Diolah sendivi dari berbagait leratr

I fid | R, 108
1 [hid-. bk 117
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Dalam menjalankan wewenangnya seorang notans dibatasi oleh wilayah
jabatannya, hal ini diatur dalam Uindang-undang labatan Notasis pasal 18 yang
bunyinya adalah sebigal berikut:

Pasal 18
(1) Motans mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atan
kota
(21 Motars mempunyai wilayah jabatan seluruh witavah provinsi dari
tempat kedudukannva

Lebih lanjut lag: pasal 19 Undang-undang jabatan nolans menjelaskan
sebagai berikul:

Pasal 19
(1} Notaris wajib mempunyvai hanva satu kantor vaitu tempat ke-
dudukannya
(2} MNotars tidak berwenang secarn teratur menjalankan jabatas di Tuar
tempal kedudukannya

Kemudian dalam pasal 17 huraf (a) Undang-undang Jabatan Notaris joga
menjelaskan bahwa salah satu larangan notaris adalah menjalankan jabatan
luar wilayah jabatannya. Dari paparan pasal di atass maka dapat disimpulkan
balwa notans hanya berwenang sepanjang dimana akta i dibuat sesuai dengan
wilayahnya,' < Ini juga membuktikan bahwa wewenang notaris dibatasi hanya
pada satu provinsi saja. kemudian lagi dari Pasal tersebut di atas dapat diketahui
bahwa notaris hanya boleh memiliki satu Kantor, ariinya notarrs bdak boleh
membuka kantor cabang, perwakilan, dana atao lainnya, " Hal ini dilakukan
demi menghindan persaingan tidak sehat notaris,

Notaris yang memilih tempat kedudukan pada kota besar past memilik
pendapatan yvang lebih daripada notaris yang ada di kabupaten meskipun
mereka berada dalam provinst ataw tempat kedudukan yang sama. Bahkan
penalitian dari Motaris Bachruddin dalam disertasinya menyatakan bahwa
T dari Notaris di wilayah Banjarbaru sulit mendapat penghasilan vang

G HS Laniban Tobing, 190949 Perafinne Salgen Nerordy, Jokora: Erbangga, hlos 49,

Bagung Ferdyan Sapucra, 2016 Laramgen Pemibratan Akta Neraris I3 b Wilvah dabaan
NMoterds; Tests. Univarsitas Marotamd Surabave Magister Kenotoriatan, him. 7.
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lavak sehanding dengan resiko jabatannya, '™ Ini menunjukkan bahwi masih
ada kesenjangan Notaris meski wilayah jabitan sévrang Notans berada padn
ruang lingkup satu provins:, Sebagai solusmya, Pencliti berpendapat jika sistem
cvber aoiary beralan dan berhasil dibangun maka persaingan tidak sehal it
bisa diminimalisie. Dengan sistem in Notarss vang berada didacrah Kabupaten
pun bisa mendapat orderan/klien dar kota dengan mudah. Lewat sistem int
klien akan bisa memilih Nouiris mana vang ia akan minta untuk membual akia
otentik meskisi klien dan Notaris tidak berada dalam sa kabupsienkota yang
sama, karena pada dasarnya sistem cyher norary juga akan memperpendek jarak
antary kKlien dan notaris,

Pada umumnya pembuatan akta notans di Indonesia masih menggunakan
cara yang konvensional, dimana penghadap datang secara fisik kepada notaris
untuk dibuatkan akia notans. Secara singkat alur pembuatan akta notans di
Indonesia gaat i adalah sebagai berikut;

Sistem pembuatan akia notans secara konvensional jika di uratkan sehagai
berkut:

I. Penghadap atau Khen berhadapan dengan Motars
Ada dua opsi dalam bertemu atiu berhadapan denpin notans vaitu:
a. Datang ke kantor notaris
Limumnya: penghadap mengeunakan cara i dalam pembuatan
aktanya. Jikatidak ada suatu I‘mlhng&n maka penghadap lebih dominan
untuk datmng ke kantor notars.

b. Menentukan tempat bertemu dengunnotaris

Pertemuan dengan sotaris tdak terjadi di kantor notaris,  jadi
bisa sajs notaris yang daang ke tempat vang sudah di entukan oleh
penghadap. Hal ini bisa terjadi misalnyva penghadap berada di dalam
penjara sehingga tidak memungkinkan 12 untuk keluar, dan bisa juga
jika notans diminta unmk membuat akea RUPS maka biasanva notaris
Farus datang dimana lokasi RUPS tersebut dindakan.

' Hachroddin, 201 B, “Rekonstruksi Perlindunzan Hukom Bagi Hokum Bap Notaris Terhadap
Praktik Persaingan Tidak Sehsl Dolom Undong-Undong Jabalan Notaris Yeng Berbasis™,
Digerinsi Lniversins Tslam Sulian Agung Semarang: Program Dokoor{ S35 Hmw Bk (POIH)
Fakultas Hokum Universitas Islam Sultan A gung, hlm, 3600

O Rahmida Erliyvani SHLMH



Dalam bagan di atas peneliti memilih opsi vang sering digunakan yvaitu
penghadap hars datang ke kantor notans. Pada proges i penghadap
terfebibh dabulu menyatakan kehendaknya dalam membuat akta otennk
kepada notaris dan disana notans akan memberikan penyuluhan hukum
mengenai akla yang dibuat apa sudah sesuai dengan undang -undang atau
hiduk.

Pembuatan Akta

Notans akan membuat akta vang dizsepakati dengan penghadap dengan
media kertas, Proses pembuatan i bisa saja udak selesai dalam satu
hari. Jadi saat sudah menyatakan kehendsk penghadap harus menpunggy
beberapa ban sampai rancangan aktanva selesai. Saat rancangan akia selesai
dan disetajut penghadap barulah notans mula membuat akeanya

3. Pembacaan dan Tanda Tangan Akta

Setelah akia dibuat, maka notaris akan membagcakan akta dan para
penghadap, saksi serta votaris akan menandatangani akia térsebut,

1

Sistem ataw cara konvensional di atas menurit Pencliti sudak kurang
efckiil untuk dipunakan. Ada beberapa- faktor menurut Peneliti yang
meinbuat pembuatan-akta konvensional sudah kurang efekut digunakan,
adapun {aktor-faktomya adalab sebagai berikul:

1. Mcmakan Waktu Banvak
Proses pembuatan akta konvensional menunut pcntllii terbitang
lambat atau memskan wakiu banvak. karena penghadap tdak mesti
bisa selesar membuoat aklta dalam wakiu cepat, meéngingal prosedur
vang dilalui melalui cara konvensional terbiaias, Sementara pada
misy i segala sesuaty ditunful harus cepat dalam penanganan atau
penyelesaiannya.

Fed

Pengpunzan Kertas yang Berlebihan

Laman resmi Kementrian Perindusirian (Kemenperin) kebutuhan
kersas dunia saat ini mencapai 394 jota on dan diperkimkan meningkat
menjadi 490 juta ton pada tahun 2020, Kemuodian jika notaris masih
menggunakan modia kertas dalam pemboatan aktanya, maka notans

R ompasCom. Pednl Cimehmgs, Vi Wi Kirraegs Pergiemnnaon Kevat Diakses din-Kompss:
oo, hips:ifedukast ompas.com nead 201 922 6401 71 ipeduli-inghungam-yuk-maini-
. krnngi-penggunann -keries "page-all. Poda sangpal 22 Agtstos 2010,
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juga salah sat yang bertanggung jawab penggunaan kértas yang
berlehihan sehingga solusi yang tepat adalab mengalihkan miédia
pembuatun akta dari kertas menjads media elektronik. Pengaliban o
akan memberikan clck pusitil dalam hal lingkungan dan dalam sem
keelektifan, hika, notaris lerus menerus menggunakan kerlas sebagai
media membual akia maka, bukan tidak mungkin nantinys akan
gemakin kesulitan dalam meayimpan protokol notaris, mengingat
bahwa berdasarkin pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris
salah satu tugas notaris adalah menyimpan protokol notars. Kemudian
notaris-notans di negara luin vang sadah mengadopsi sistem cuber
aotary Gdak menggunakan Kertas' lagi sebagai media pembiuatan
aktanya, sebaga contoh Prancis saat ini sudah 70% tidak menggunakan
kettas-dalam pembuatan aktanya. "

1. Butuh Brava Lebah di foar Pembuoatan Alkta
Dengin cara  konvensional  Penghadap  dibaruskan datang
berhadapan dengan notans dalam  prosedur pembustan sk, had
int selain akan memakan wakiu jugs akan menimbulkan biaya
transportasi. Jka menggunakan sistem ovber nofan’ maks penghadap
tidak perlu kemana-mana, pembuatan akia bisa dilakukan di rumah
dengan komputer sebagal media elekironik yang akan membuat notaris
terhubung dengan penghadap.
4. Terbatas Pada Jarak
Selain itu dengan penggunaan media komputer akan memotong
jarak antara penghadap dan notanis, sehingga udak ada batasan jarak
bagi notaris dan penghadap.
Maka, berdasarkan alasan-alasan di atas maka Penelit berpendapat
bahwa swdah saatmva Indonesin beralih dan sistem pembuatan akia
yang konvensional menjadi sistem pembuatan akia ovfier notary.

3 DISHARMONISASI PENGATURAN KONSEP CYBER NOTARY
MENLURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN
UNDANG-UENDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

" Diakses dari Wotaiies de Framee: 200 7. Bole Neraire Ard FixcPancipal doivittes Nogeosod
fxncampnt Anfevrie Deed. Diakses dar hrips oo noiaiees: i en'moimive rolé-mviaire-and-
his-prizcipal-activites notarized-Eocumens-authentic-desd. Pada tangeal 22 Okrober 2009,
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Antara cvber notary dan elecironic notary, ITefonesia memilih meénggunakan
istitah cvber aotary yang di populerkan oleh American Bor dssociarion, Pemmlihan
wtitah i dirasa Peneliti kurang tepat, menurut peneliti perthal dua istilab
antars efecironic motary dan cvber molary bukan-hanya sekedar bstilah tap terkait
pula pada kewenangan, Sami halnya dengan istilah Notaris dan Netary Pablic,
jiki hanya berkait masslah istilah kenapa keduanya harus berbeda i berarti
ada kewenangan berbeds vang turut mendasari perbedaan istilah tersebul.
Kemudian lagi pada dasamya seperti vang felah i paparkan di atas bahwa
wstitah cyber potary adalah istilah vang dicetwskan oleh mereka yvang menganut
sistemn common faw yaitu Amertka Serikat, dimana pada sistem it kewenangan
dari seorang notaris sangat terhatas. Sementary Indonesia menganut sistem ofvil
faw’ yang mana notaris memilikes kewenangan yang lebih luas, Maka dar i
sebenarmya istifah electronic notany vang dikembangkan oleh TEDIS dirasa lebih
tepatl kenmbang istilah evber notory.

Pengpunaan istlah cvber nodery di Indonesia wrcanium dalam pemjelasan
Pasal 15 myat (3) Undang-undang Nomor 30 tabun 2004 tentang Jabatan Notans
sehagaimang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tashun 2014
(selanjuinya disingkat menjadi Undang-undang Jabatan Notaris) vaitu, “Yang
dmmaksud dengan “kewenangan lain yvang diatur dalam peraturan perundang-
undan@ﬂn'“. antara lain, kewenangan mensertifikas transaksi vang dilakukan
secara elekironik (cvber morary), membuat Akta ikrar wakaf. dan hipotek
pesawat rerbang”. Kehadivan istilah cyber rovary dalam penjelasan tersebut telah
memberikan ruang kepada cyber nerary untuk bisa berkembang di Indonesia,
Bahkan hal i sempat dipandang sebagai angin segar dalam dunia kenotariatan,
Hal ini juga turut dissmpaikan oleh Fardian sebagai Pengurus Pusat TNT {Tkatan
Notaris Indonesia) yang menyambut baik kelahiran cyber wetary dalam Undong-
undang.'*

Mamun, sejauh manakah pengerian evher notary menunit Undang-Undang
Nomor 2 ahun 2014 tentang Perobahan atas Undang-Undang: Nomor 30
fahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada beberaps Penelitian vang mencoba
menalsitkan konsep evber potary di Indonesia ini seperti-apa. Salah satunya
adatah mahasiswa kenotanatan asal Universitas Sumatera Utara, Benny dalam

' Hukum Cinding: [N gembinn cifer mok masuk ke UL Jabetan MNotans Toiwkesiss ot hkpes
wvw Takmorlioe comberinbacn 85 2060113 70479 ini-penibira -cyber-notary -mesuk -k e-w-
Jabatan-nodors’. Pada woggal 30 September 2019,
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tesisnya yang berjudul Peneripan Konsep Cyber Notary ditinjau dan Undang-
undang Nomor 2 tahun 2014, fa mengatakan bahwa sant ini sebenarnya konsep
cvher notary sudah mulai diterapkan di Indenesia. ™ Contobinya Ditjen AHU
melalui sistemnys yang bermuma SABH (Sistern Administrasi Badan Hukom)
telal membual notis mengeunakan sistem cyber motary, karena dalam SABH
telah menyediakan beberapa fasilis sepeni di bywah ini:'

.  Publikasi berita-benia yang ditulis oleh Hul".iungun Masvarakat {Humas)
Ditzen AML

2. Penggusn permohonan pemakatan nama T, Yayasan, den Perkumpalan
yang dapat diakses olech masyarakat umum dan Notans;

3, Pengajuan petmohonan pengesahan penditian PT, Yavasun, dan Perkumpul-
an yimg hanva dapat diakses oleh Notaris,

4 Pengajoan permohonan persetujuan perubaban anggaran dasar dan
penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta perubahan
dinta PT

5. Pendaftaran. perubahan, dan penghapusan Fidusia yang hanya dapa diakses
oleh Notaris,

6. Pelaporan wasiat yang hanya dapat diakses oleh Notars:

Pendaftaran untuk calon Notaris

§.  Pengaduan oleh masyarakat umum dan Netans
Sistem pada Ditien AHU tersebot hanya memfasilitase Metarts dalam

miemasukkun data-data viang bisa diakses secara onlime. Namun, spakah by

seperti it saja dalam memahami makna daei sebuah sistem cpber mofar. Semun
vang dipaparkan di atss benar merupakan kegiatan notaris dalam memantaatkin

kemajuan teknologi yang-ada pada saat ini tapi hal yang dilakukan Notaris di

atas hanya sebatas pada pemasukan data saja.

Selain itu ada juga yang memandang bahwa pasal 77 ayat dalam Undang-
undang Nomor 40 fahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehagai benmuk

1 Benmy. 2014, “Penérapin Koasep Oy Notamidi Indenesterditingatiders Undang-undaingy Namie
2 Terlwr 20047 T Upiversdtus Sumateca Lltara, Medan: Pascazariana Magister K eaolaristan
Unnversitng Sumiatera Utar, hm 7

" Diiakses dari Dircktorst Jendernl Administrest Hulomm U higrss7id kerinov.co.idip/al-
erfine.vml. Pada tanggal | Okiobber 2009
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kewenangan cvber pofary yang diberikan pemerintah, adapun isi pasalnya

adalah sehagar berikut:

(1) Selain penvelenggarann RUPS sehugaimans dimak sud dalam Pasal 76, RUPS
dapat juga dilakukan melalu: media telekonferensi, video kﬁﬁii:_rensl_ atau
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan sena peserta RUPS
saling mielitist dan mendengar secars langsung serta berpartisipasi-dalam
rapat.

(2) Peosvaratan kuorum dan persvaratan pengambilan  keputusan adalah
persvarstan sebagaimana distur dalam  undang-undang ini danfatau
schagaimany diatur dalam anggaan dasar Perseroan.

(3} Persvaratén sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan
keikutsertaan peserta RUPS sebagammana dimaksud pada ayat(l).

(4) Serinp penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimiksud pada ayat (1) harus
dibuatkan risalah rapal yang diseujui dan ditandatangani oleh semua
pesert RUPS. “Selain penyelenggaraan RUPS sebapaimana dimaksud
dakam Pasal 76, RUPS dagat jupa dilakukan melalui media telekonferensi,
video konferensi, atau surana media elekironik lainnya yung mesungkinkan
semid peserta RUPS saling melihat dan mendengar secary langsung serta
berpartisipast dalam rapat”™
Pasal 77 awat { 1) membenkan kewenangan penyelenggaraan Rapat Lmum

Pemegang Saham dengan menggunakan telekronferensi. Namun, telekonferens:

yang diperbolchkan dalam pelaksanaan RUPS adalah melalui videocall. Lewat

telekonferensi mi memungkinkan selurub  anggota rapat tetap terhubung
meskipun tidak berada dalam lokasi yang sama. Int menunjukkan bahwa RUPS
memungkmkan dilaksanakan meski tidak ada kehadiran fisik dan salah sat
pemegang saham. Dr.Binoto Nadapdap, 5.H., M.H. kahkan memandang RUPS
secaraclektronik ini mampo mengatasi masalnh kebadiran fisik dalam RUPS. '™

Adapun tatacars RUPS yang dilakukan secara telekonferensi adalah sebagai
berikut;"™

I. Setiap peserta RUPS melalui video konfrensi dapat tetap berada pada

1 or. Binoto Nadapdap. 201 8 Hiskuss Persevoan Terbates Berdavarkon Undang-1 i Nowor
i nlioae 2007 Jakarts. laln Permata Adsara b 159,

" YahyeAgung Potr, Annalisa Yehanan, Agus Trsako, 2009, Video Konférens: dalom Rapat
Uimum Pemegang Sabam berdasarkun Pasal 77 Undang-undang Pérscroan Teibsias Anike]
dabam *Jornal Beporamm™. Mo, @ Vol 8. klm 44,

110 Ak Notarrs Bralam Penbuktion Perkara Perdaty dan Perkembingan Cyber Notary



tempal kebéradaannyva masmg-masing (tGdak bertemu dan beckumpul di
satu empat) pada tangpal dan wakiu vang telsh ditentukan dalam surat
panggilan kepada pemegang saham.
Para pemegang saham harus siap berada di badapan seperanghkat media
elekironik komputer yang minimal telah dilengkapi dengan alat cetak
{printer), pemindai {(scanner), pengirme-penerima sural atau dokumen
tercetak dia tus kerlas (faksimile) atau program fasilitas pengirim-penerima
surat atau dokumen elekironik (¢mail), kamera (weh camerda), mikropon
{micrapon ), speaker (headser) serta pesawattelepon
1. Seperangkat media dalam poind dilengkap fasilitas konekst intermet cepat

yang tersambung pada perangkat komputer Perangkat video konfrens:
sehagal sarana penghubung antara peserta RUPS sehingga semua peserta
RIUPS dapar saling melthat melalui layar monitor hasil rekaman web
cemera, mendengar pembicamaan stau berbicara secara langsung melalus
seanner atio Bksamile atao ¢-mal serts langsung beninteraksi dalam
penzambilan keputusan-keputusan RUPS wrsebut sckaligus menyetujur
dam menandatangani notulen/risalal RUPS baik secara lisik maupun secara
elektronik.

Setelah kesepakiatan dalam RUPS terpenuhi maka selanputnya adalah proses
penasndutanganan. Proses ini bisa dilakukan dengan membubuhkan fanda
tangan elekironik. "’ Perihal tanda tangan élektronik dalam RUPS jugs di bahas
dalam bagian penjelasan Pasal 77 aval (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 ientang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan
disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik
atau secara elekronik™. Proses penandatangan ini memilih antara 3 i bawah
i, yaim
I. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara fisik.

Mitandatangam oleh semua peserta RUPS secamelektronik,
Ditandatangani oleh sehagian peserta RUPS secars fisik dan sebagian
peserta RUPS secarn elekironk,

1

M Cirnce Wkiund 2010 “Keabsahan Tanda Tangan Elekironk B UPS Telckonferensi berdasarkan
LI N 200 T 20007 Teagang PT dan 10 Mo 4 Tahun 2004 Tentung Jabman Netarin™. Tesis
Universitas Indonesin. Jukartiy; Pascasarjann Universilas Indenesia Mugister Benaarintin
Universizas Indaneiz. hin 25, ' '

"% Yahwa Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka., G Cir hibm 45
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Herdasarkan paparan di atas, jika dielite lagn maka paparan di atas bisa
juga dipandang sebagai bentuk dan wopid sistem cvber Aotary yang saat i
sudah terjadi di Indonesia. Namun, peneliti heranggapan dalam memahami
evber nolary Udak bisa sebatas iy suja, Hakikat den cpber povary sendin jikas
dipabami lebih dalam lagi ada hal vang mendasar menurut Penelith yaitu:

1. ‘Notans yvang memaniaatkan kemajuan teknologi dan
2. Notaris dalam pombuatan akts tidak wrpako pada cara yang konversional.

Sementara sistem vang begalan saat in hanya terpaku pada hal dasar yvang
pertama yaitu, Notaris vang memanfaatkan kemajuan teknolog. Inilah sebagai
bukii bahwa cvher notary di Indonesia pada saat ini masih belum berkembang
seciard maksimal seperti hal nya negara-negaralain.

Jika ditarik lebih jaoh lagt pada sast proses pembuatannyva sistem cvber
makerry dittam Undang-Undang Jabatan Notanis 1 digndang-gadang tak hanya
akan membawa perubahan pada Undang-undang Jabatan Notaris saja tapi
ugs pada KUH Perdata.'™ Salah satu alasannya karena dalam Rancanpan
Peraturan Pemerintah (RPP) vang mengatur soal cvber Notary menyalakan
bahwa RPP itu akan inemadi dasar bukuin sahova pelaksansan akia olentik
dalam bentuk elekuwomb. '™ Kemudian lagr dalam proses pembuatian mgngenai
pasal tentang oyvber polary pida pembugl ending-undang bahkan menelin dan
menelanh sistem electronic notary di Jepang, ' yang mans Jepang sendan ielah
memberikun kewenangan kepada notaris untuk membaat akia otentik dalam
bentuk clekironik. Dari penjelasan di atas maka Penelin berpendapat babwa
dalam proses perjalanan dibustmva aturan mengenai cyvber noldry, para pembust
undang-undang sebenamya sudah menggadangkan sistem cvber mofary yang
sama seperti negari-negara dengan sistem hukum cévil Jaw pakai, yu:"m notaris
yang menggunakan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,
Namun sayangnya saat Undang-undang Jabatan Notaris selesai direvisi, peribial
eyvher morary hanya dibahas pada bagian penjelasan saja. Sehingga sulit nntuk
ditatsirkan lebih jauh, itulah akhicnya cvber modary vang beralan di Indonesia

1".I_It'~'d|

" Hukowm Online, RFPCyber Motary Segen Disapkan, Digksesdari hiipssaoww, hokumionfie,
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“' Hukum Online. Konsep Ciber Newory Aken Mogok Revisi UL Jabatan Notaris Dinkes dai
e Vwwow hordomionfine, comvberitabaea A5 Rdeb T Tadd konep-iey bar-niadarvi-okan-
migepk-revist-uy-jabatnn-notaris: Pada tanggal 30 September 2005,
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sampai sial ini masih hanva sehatas penginputan deta séperh yang sudah
Peneliti paparkan di atas, Kemudian prosés pembuatan akianya pun sampai
sanl ing masih menggunakan carm vang konvensional.
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11 Proinkal

124 | Akw Notaris Dalarn Penbuktian Perkara Perdaty dan Perkembangan LCyber Notary



e

i |

PREHEH
LR FLIE K FRLHINE SR,
Tl KL

F3 Profokol Soters adaiall kumpulsn dokumen yaag merupakun
ursip negarm yang hanss disimpan dan dichbers oich Notars,
L4, Menteri  mdadsh * Mentori yang badang mgas dan meggueg
jewalsnya melipens badary Kertaniatan.
EAL 1T
PENCGANGEATAN DAN PEMATRAERTIAN NOTARTS
Hagian Pertmsa
Pengangkatan

Pasal 2
Noturi dinngkat dan diberhentikon olch Menten,
Pazul 3

Svorat wituk dapat dinngket menjadi Motars: sehagaimana
dimsaksuil slulany Pasal 2 sdulsh :

o wargs negany Indoneis,

b, Boriows kepada Tuban Yang Maha Faa;

. henamur palmg seadikit 27 (don pull tupohd ehen;

d, - seluad fmsniant dan robani;

& berijazsh sarann hokian dan lolusam  jemjang stk dus
keriitaniatin:

[ telsh meijniani mogang slag nyatn-myota telah hekega schagai
kiiryawvun Mo dalum wakioe |2 (dua belas) Eruh b=
il pudn kndor Nodaris giod. prokoecsa sendin elou dtas
rekormenulasl (hpaniesi  Nolars setelah (il skestn dus
kenoterini; dan’ )

g Ieluk bersaios achapas poginwal negen, pojubet sogar advalon,
atau fidak sedang momanpky [hatan lam yasg olch indangs
inars dilarang rtak divonpkap demsgin jobamn Noswrs,

Pasal 4
1) Sebelum menjulaakin jabatsnnya. Molaris wajib meogucplom

sumpasiongi - menumut - ggamanya i hkedapan | Menien  atow
pejnban yang devm k.

(2} Sunpal .
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(2} Sumpab gl sebapnimann Simoksud peda dst (1] berbumyi
achapi henkud
“Sayn hersumpshherjang; .
bahwa saya pknn patuh dan soia kopada Wegara Repubiik
Enckomigsan, Parcaziln sdan Uindlong-Uindmg Dissr Megomi
Hepablik Iesfencsin Tahin 1945, Ueadang-1 ndang ieniang
Jafrainn Notaris serta perasumn pemindang-mdange lainayn
bsaltvis suya akan meujabankon pebiten sayn dengan amasal,
jupur, saksama, manhn, dan lak bepibak.
Baliwa sayd akan msengsps sikap, togkik laka saya, dan skan

menjalunkin hm:fhmwy:mmdaq.ml:qﬂ;:lﬂ:pﬂm

keliormatnl. twdaiabil, dan [spguny jowsb  saya sebagoi
Motar.
baliwa dava okan membssmban i akin dan kelerngan yanyg
diperaleh-dalum pelaiosurmen inbute sy
bt savn umtuk dapat digepkat dilgm jabsan mi, ik socam
lampeumg wanpun tidak langsung, dengan mama omn dalih apa
ik, ticdak pertiab das tdik akan mrembenkon atau eeiangban
wesuaty kepady dlupa pun

Pazal 5
Pengecapan suinpahpsopl jebaten Notaris. sebagalmena dimaksod
dalaan Pasal 4 ailukukan dulam wokie paling Lumbet 2 {dusl buhin
serhaiuing seyak fangeal Repidizun penponpkatan fchajos Mot

Fazal &
olam hal PenEUCapan :|.|.rr|'q;|».:h]-n1|1 fidak dlzkukon dalom j.lnﬂ:n
wakin sehogaimann  dimakeod  dalam  Pasal S, kepoiusan
penzangkatin Notaris dapal dibatatkan oleb Menter,

T'usal 7
Dty jangion omxma 30 (Gpn paleh) han ey sssk oegeal
prengnebilan singsh i jabotan Mot yay baemghkannioaaib;
. -menjulnnkon by dengen nyaty;
b, m-.':l'uquﬂ:u herta acara l.'l.u'upuh.gu]l Jaﬁ:ﬂm Nedarms
kepada Memtdn, Orgonisaci MNoforis, dom Majele Pesgowas
Drarcyah dan

0. ey gpaikn .
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o mvenvanipaikin alars Kanbor, copich tanda wign, dan purd,
agrin lérian cap'dbemnel jahatan Nalans herwira moersh lepida
Menseri dan pojabat fsin yang bemanggung jawab di bidaag
ngimrn perlanghan, CGrgioeisat Mo, ki _pmg-lilm negen,
hlapedis Pesnpawns Deigraly, perin opati stan walikota 9 fempa
Watirs dianghat

Bagian Keldaa
Premberheniian
_ Pazal K
{1} Sobaris berhent atwu diberhemtikan din jebolni dengin
Tl Kocema)

A menirggal dusgs

b eelaly b 6% {onam puiub Disia ) iakm;

¢, permininan sendicr,

i videk - omonpa csocers rohar dendean  pesnand  unbak
medakikznakan mgas phalan Nolaris secam lerss ménems
Sebah dard 3t tadinn, atan

o mwruegkap jebatan: schayaimona dimaksid dalom Pasal 3
Bunal @,

{2} Bderiiuan umisr nnm.ﬁu'lr:nrh dirmakesn] paeda myat (1) humf b
dapat dipespanjang shmpad bevamur BT (emant paluh ojul
izhin  depgun migmpastinshingkon kezilatin g
Beranngkunan,

Pagal &
(1) M diberloaitiban setscnbana dar jubalisnyn kfcia
i dalam proses paitin otmu penendasn Kowjihen pombayann

Lt

b Berusdo Ji browah gengimyiaser,

o mclakukan perbuabe el alaa

o melskykon peinnggomn terhodap kewajthar dasy larangan
bt .

{2} Sebelum  pemberteniion scmemmn . sehupmimons dinsisal
paca: dyat (15 dilskoken, SNoris diberi kesempatan uniak
mimbeéda dirt dil hadapan Migels Fengravan secara: berjenjang:

13} Fombaarbhintion scinentara Motaris m.img:lim dimiksud pmla
ayat (2} dilakukan oleh Menien atps usul Magedis Pengeawis
Puzar, )

(4Y Pemibeshentian
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{4} Femberhenizan  sementam - bendisirkan - alsan
dymukswd podds sy (1) humt o don bumel d berfakn  paling
lasted & (eriamn ) balas.

Pasal 10

{11 Nomris vang diberhentikcan sementara sebaminian dimal=od
dafarn Pazal W svar (1) burel & aman el beodapad dissgkean
kembali neenpadi Notaris ofeh  Mentori - sstelah  dipalildan
haxkyn,

{2} Nowrs yang diherheatian sementars sebagaimana dimaksod
dalnin Pasil @ ayal (1) burul o athic hare! d dopat disoghan
kembuli  memjpdi’ Nooms  oleh Memien  osselh  mma
peteberhentian seimeniary betakhde,

Pasal 1]

(1) Motaris  yuog dionghut  menjedi o pejabal oncgars  wajib
micngambal b, .

121 Coii sebagaimans dimeksad pada ovat (1] berfakn selvma
Motaris sesnangku jabutan sehapal poabal negam

13} Mot sebagsimong dimikssd peda wyat (17 wopib mewunjuk
Wolarss Fenggunmi,

{4}, Apakila  Metams  edak miennpok . Matars | Pengpantt
sebagaimena dimaksud  pada avet (), Mapels | Pengawas
Dogrub isenonjuk Noters Join ik oeenerines Protekol
Wetars vang. dacrah hukuminya melipun . empa Redudikon
Teotnris yang diangkat menjadi pjahai negam

45} Nk yaag dituejak schogaimma dinicod pede ayal (4)
micrupakan pemeyang semendirs Prolokol Molams,

fh) Momare pang . ticdak o lEp omenjabal Sebapad pejrbar mepam
sehagaiminy dimaksad  podas ayar (1) depal menjalnnkon
kenbull - jabalan Motars dun Prowkel  Nobeis sebugalmona
dfimnuksud pidn i (4] disershken kimhah kapadanya,

Pasa 12
Moturis diberhemikan dengun tidak hormat dari jabatannys oleh
Mlenuen atas wsul Majelis Pengawis Pusst apalvila:
n - dimvatakar podlat berdasarkne pohisan espadilam yoog celnh
inpmipoiubeh Lekaaton frkum wwop;
b boradu oli Birsh penganipuan secary fenes-antesients kebib dari 3
[Etza takiue;
g, melakulon perbiatan yang merendohlan ehormatas e
il jabatnn Notisis; oled
A mmelakukan ..
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iwmﬁmﬂmhﬂmhudqiwjihmhw:

Pazal 13
otany diberhontiban dengen Llek bormat obdh Mensen- karcia
dimtahi pidana penjomn herdasarken patmson penpacdilim yang 12ioh
meenperobeh kekuatan hukam letss katena  melalukan  findok
pridana yoeg diancam dengan pidann penjara 'S {Emay mlun atan
lol=h,

Pasal 14
“Keelewtvenn. febil lanjut mevgienni syurot damn o cum: pengangkatmm
dan peanbirhinvian scbagmmana Sicsaks il dalam Pasal 3, Masal 8,
fasal 9, Pagal 10, Pagal 11, Pasal 07 dan’ Pazal U3 diatur dalam
Perasuzan Mesten.

HARH I
KEWEMAMGAR, KEWASIRAN, DA LARANGAN

Bagian Perma
Kewenangan

Pasal [4
(1) Mot horweneng nsendbusd ok stentik mengenal - semua
pethitan, perimian, da keletapan yang difaniskan oloh
el un Pl g - usitangnn dagatiu yiig dikshesdak’-oleh
yang- berkepritingas,  wilek dinyouhan  daksn abts otontik
menjamin kepasitan nngpal penvhesdan akia, menyirpan nkia,
mentherkan grosse. saliman dmn katipen akia, senmsuary
sepanjuny pembiinkan nkis-akin Bu tilak juga dibagaskon oo
dikcenalikan  kepadda  pejabal lain atas orang lain o vang
diiemaphonn ol nndang - undang,
(1 Mowris heragenang puls
o mengosiblom  wwdn togan e micoctsgikon . kepastian
tangpal sura il bawah | clengun  mendsir dalam
ki khiisus:
b membukukan  samtaoed di bawnh | tangan dengan
nemdallor dslam buky Klaisis;
<, membuas kopi dan ash sumi-sum ci - baweh wnpan bempa
zalinae wang memud  arsinn sebagaimans  didlic dan
dignmbarca dnkum sarat vang -bersaspghortan:
b melakukn pengisibeg - keoovoken owkopl daEn sunt
asfinyi;
o memhenkan
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o, aiéemberikan pemvislishan hivkem sehuborgin deapan
pembuinizn akin; '
£ e akid vang berkaitin dengon pertanihan; ok
i memiu akin nisalah leleny,
(3] Sekan kewenatighit schbasaimann dimnkeod pada syar (1) dan
ayat (2, Motans mempanyal kewenangan [nin vang distur
dalom persbanan peiumdany-undm g,

Bagian Kedaa
Kewnjiban

Pazal bh
(1) Tralam menjolankan jabatsanyn, Mocans borkewajibon:

i berindak juiur, ssksame, e tidab, bemehak, das
menfaza kepentingan pihak vang serkan dalam  porbiatm
Bukpans; .

b, owanbust.  akia Balaen  bewiuk  hleuts.  Aktn) dan
meesyimpennyR sehagai bagian don Protakol Mowris;

o mxmgel e Grosse Ak, Salinan - AKis wiau  Kutipan
Akin bertasarkan Miruta Akl

. membertinn  peloyamn sesun dengan eebenibann dalent
Uraluedg-Umdany ini, Kecesli sdu olisan unek mesolaknyi,

o merabmankas wepala Levuasu mengenal akin vang ditniatnya
dan segnla ketersngan Vang dipenleh gurm pombbotan akta

s pesuind abergar surapah fudi jobuing, kecuali uedimg-vindang
pniemcnd ek lam:

- memjlad akes pang diboamys dalam 1 (samad ufan menjadi
bulky yang memanl tidok lebil den 50 (lom pelul) okio,
dun jike jumlah ok adok depe dimes dalam s bk,
akiz derachd dapat dijshed menjadi behéh dari sata boku, dan
mwmcaral  jumlah - Miougs  Akex, bular, @ inban
pembanisnnyn pedn smpal sotp bk

[ bt e i akim proces sorhadop tidak dibayar atay
tidak drtesumamea-siarat Derhanga;

b memboal daftnr siia vorg  berkenaam demgan wdsiat
arcwira et an w ki pombiato skl setinp bulan;

i, menrimkan. ..
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i menginmiion - daflor akia - sebogaimms . dimeksed — dplam
huml T slag cofber mbdl vang betkeoman dengon wasial ke
Dafiar Past Wastal Depasiemen yang fugas dan tanggung
Jowabrya di bidang kehotarisan dalim wakon § (Tima} hari
pads mminggo perturm setiap belun beribubiva,

| mencant dalam reperwimum . tmggal  pengimman . datar
wasial s 2etiap sk bulan:

k. mempuryai capstempel  yong memuad lmmbang megara
Riepuinkk- Indonesin dan pedn morg yaey melogkaring
dimliskan  nama, jabagan, dan tempar kedudukan  yang
bérsaghutin;

L membocokan ukin di hodspan ponghadep denyan dihodirt
kil padmy modikil 2 (e ocamg saka dun ditndaimngaii
pada sat i pyn obeh penphidag, sakst, dan Nataris;

i, meverima nsxpang calon Notaris.

(21 Memyimpan Sdicnls Akt sebagamana dimaksud pads ayat | 1
haruf b tidak berlabou, dalam hal Sotars menpelaatan skis
dalar bentok ooiginak

(31 Ao ongennli sehagaimans dinwksmd padna . oya (2) sdakabaken;
. pembaynoin uang sewa, bongs, den pensum;

b pemawaran pmbayacmn lana,

£, protes worhadap tidak dibayarmyn atsi sk diteriminyn
suirsl herhargn!

i ukis kasa

©, Keteramn kepemiliking s

I skn lannyva bendesarkan peraisnn perandang-undagan.

(4 Akt originedl sebapainang dineksud pade avar 127 dapat ifbt
lebih dar | idatu) ranghip. ditedategant pode wakie, boalak,
alan 15 Y kama, slengan Ketzmmman piln sstiap ako rerulie
kit kata “hiriake sobagan satn e st berkakn oanek senmia®,

(R Ak priginedl yang berbd kupas vang belum ilisi nama
penudrinma bised v depul dobocd datum | (e, mngkng

it Bentik dan okeran cagistempe!l sshapaimana dimaksod pado
et i 11 hiarnul'k deeapkan deogan Peemtanan Sdenten,

(" Pembucaan sk schagaimang dimaksod poda oval (1) bt |
midak wapih dilakukan, jika penphsdap menphendaki agsr aba
tidak - dibaeakan koreno penghadap telsh membaca  cendin,
mengeiabod, den memolane isisyo, dogan ketosisn shwa
hal ferschair dmyatakan dalam peowap akia-serta pada sctinp
halnman Winoty Akl diparat olch perphadap, sk, dan
Molarrs::

EIEL .
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(8] Jikasalah satu syorat sebagaamunn dimsksad pads ot | ) hunsf
[ ddog pym (73 bidek dipench, ok vang bBersongkuton hanva
micinpaival kekuiitsn sembukiion schags) skin di bawah langan,

(91 Betentuae sehapmmann dimaksad poda weat (2) ndak berdako
uniuk pembantan ki woaut

Hasuwn kit
Larangan

Pl 1T

Mowaris dilirang’

n menjalankon jabatan di Tuar wilaysh jabatunmnya;

b. miitgypalkan witsyab abatannys hebib dan T tgjudhp bt kctps

beruinut-iinit topa alpsan vang sah;

meraighap sebagal pegawal neger;

meranglnp jsbotan sehogeai pojabal nogars;

mcrarkag jabatan schagin advakm,;

imerunghkap jabsinn schagal pemompin ot pegawan - hasdan

wspibey milbik nogar, badan gsahn milik doerah alon bodas vsiha

FRnsin; )

g mcrangkap jabatan schpa Peabal Pombail Akia Tarah o luar
wilnynh abatan Nesares;

b menjadi Motars Pengganil; siau

i melakukan pekefean in vang bertémiangan - dengan  osirnm
A, kesisilaon, atmi Kepedulan vars dapar asmpenganibk
kehormakan dan mariakes iabasan Nodars

e

. BARIV
TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASL DAN WILAY AH JARAT Al NEVT AR

Bagha Pertoma
Redudukan

Payal 18
i1] Mo mempienyva empal kedudiban di daceab kabupaten
Al -koka
12 Maotaris naonapreiyal wilsyvals fabatan melipal] selinih wilayuh
prowans dory tempe kodudukenisy.

Pzal 19

(1) Mutels waklb mempanval hupys s Kantor, yaiis di (gl
kecduchubtiy .
[ 2) Mafars
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(2} Moaaris fidak berwenimy secam fermlur menjadmbkon jobolon - di
luar tempat Kedudukanmya,

Pagal X

(1) Motmis  dapal osonjudankon | jobaucnye  dolom  benink
perserikman poriE dGmpan jelep menperbnikan kemandimon
i feetsdakberpilaknn dafam menalankan jnbatinmya

(2] Beni perseriknban perdata sebagnimann dimaksad pads ayal
{1} dmar oksh puma Notams bendosskun Rolenlsn permhimi
perunsdang-uralangnn,

(3] Betenun  lebih  nejat . owngesa  persyaratan  dolan:
menjnlwmkan jabatmn Nolors sebagnimana dimaksod pails ayai
{ L thimnr darlaion. Fernsirin Mo

Firmansi Jubzian Moiars

Pasal 21 _
Meumiedh  berwenung  ieneniutim  Formosd  Jabotan Molars  pisls
doernh sebeynimunn dimoksud dalom Passl 83 svot 1) dengan
mgtnpertimbangkan whal dar Orgaaisis Notaris,

Pagal 12
1) Formasi Jabmar Ntk ditetapkan bordisarkin:
a. kegiathn dimia ussha
b jumlah peradsdik; den anu
Wi relu-ru juendul skt ywrg bt ofd dan/ims J8 Bodagan
Mol setiap bl
(2) Ketetuan  lebil Jenyue nsenpenal  Fofrwsl  Rabatsn Notans
sehagaimuia dimnksud poda ayet (1) diner dalam Perfmn
Mciberi.

Hagean Kerma
Piralok Wilavah Jabatnn Netiris

Prsal 23
(1] Motaris dépar fengojukan perrolionan pindidh wilayah jabwiain
Notans secum feriuls kepadn Moslen,
i2) Syart pincah wilsyah jsbatan sehagaimana dimaksod  pada
ayat (17 adalsh wdelah 1 (tga)  tohun  bemwnl-unis
imilaksgnnknn hpes jabutsn poda doerul kibopaien sog ko
femtenii bempal kedislulaus Natars.

{3} Pemtiohionan ...
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() Pennobonm sebagnimsnn dimoksed pada avat || ] diafokan
sefelab merdapel rekomendast dan Eemigaa Midans,

i4] Wakta:sehagaitnana dinwkedd pada ayar (20 tidok tormusuk
cuil yamg telub dialankan obch Motans yang besangkolan,

i8] Ketenmuan behth Lanjar mengenai mata car permabanen pindah
wiknyah jabaton Netnres dianne dalam Peraninen Menteri.

Pasal 24
I‘hlam keadanm  terieniu  alas  permoheman  Notanis  yampg
bersamehiitan, Menten dapal meninilalikon - seoiang MWolind dan
saty wilayol jpbsian ke wilaysh jabatae luin.

RAR ¥
CLUTT ROTARIS PAN NOTARIS PENGGANTI

Hapian Poreama

Ot Bomns

Paal I35
(11" Molars memginyad hak ool
{2} Hak e fehagismana dimaiciol pada mmt | | dapat dambal
spyelah Mol weengalonkan fabaian selnima 3 {dua) b,
(3] Sehuno mmenjuloibkon out; Motaris waiib merijuk seung
Notars Penggani

Pasal 6
(15 Mak gt sehayaimana dirmakosisd dalom Paial 25 ayal (1) dopat
atiamibdl setiap aban pmn ssialipos wnuk bebesaps mko,
(21 Setiup pemgambitan outi palig Inma S (fima) el sudah
Lenisksul perponjangionya,
i1y Selerma mizsa jabatan Nedans jumish wakiu cot keschanhan
paling lama 17 {shaa belas) mbun,

Pazal 27
(5 'I';Juh.ru m-:np’nkln pﬂ'rrruhnﬂ.m. cubi-secar: fertufis -_:Em-ui
wsidan penym kim eitaris Pengganti
(2} Penmmboran culi sehagaimana damaksid padaavay (1)
danjukan kepada pejsbat yang berwenang, yaiiu:
. Mujelic Penganias Docrab, dalam bal jangka wakm cati
ticdisk Jebils alnii & i) buln;

b Majelis
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F:hu'h dari 6 (endin} bulen sempai dengsn | {satu) ohun;

L7 h‘ha,rl:lﬂ Pergnvwss Prem, dalom jangin walkiu outi lebih dan
1 st bbyum.

i3y Permohonan cuti dapar diterima aci clitelak ich neabar vang
Beraieinhe drernherican 2m .

4] Temnbsan [lﬁm.ﬂmrlw mhimm dimaksrd pada avat {2]
trurul b disumpuikin kepada Majelis Pongawus Puasat.

i(#) Tembusan perobonan schagpimana dimakoad  pacla asial (25
bt e disampaikin  kepada Majebs Pengnwas Doanb dan
Mnjedis Pengawas Wiyl

Pagal 2%

Diiilam kéndesn mendesik, saami/dsin ot Keluags sedusih dalon

guris barus dari Motariy dopal menpajulan permohaian cutl kepods

Msgelis Péengaavas sehsgimann dirnaksed dalam Paaal 27 et (25

Pusal 29

i1 Surm t_ﬂmrquqd;dn cali pfﬂ.h:gﬂdiﬂt i enl

0. nairsg Nodaris:

b tanpgal ksl dan berakbirya oati; dan

o g Notarks Peageont disertad dokvasen yang, menduboong
Maturiz F:l:nﬂm terkebul tebagainann  dalir - dalsm
el mﬂgmdmlgn

(3} Tesmdhusan surt keterangan i@n coli dan Majelis Pengawas
Eracraly disuripuikan kepada Menteri, Mijelis Poigawas Pusal,
din Majels' Pengoans Wikuyah,

(4] Temdusan sueic Letermgm in gut durd Majelie. Peangawas
Wilayah disampaiken kepada Menteri don Majelis Péngawas
P,

id] Temiusan sural Kelirangan irin ot dan Mender disempaikar
kepada Majelis Penpawas Pisst, Majetis- Penpawns Wilaysh,
dan Ml Peagivens Daeral

Pasal 3
(1) Miented st pejobar vang ditonuk beroesang . mengelusknn
st fikad cudt.
(2) Serifiker o schagaimina’ dimalkeopd pada ayni 11)  memaat
adatn pengamibilan cuti )
(31 Blodn pengmmbilan cuti sebogiimans dimaksgd padn aval (2
iliguilal whch Muiels Pengawes dcbagaimning dimakaud dulan
Pasal 37 avat {2}
4 Padla
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(4) Paiki wetsp potmabonan cutl  dlempirken  somlisd ci
sebhapaimang dinsabcsed pads ayvan (1)

(5] Menderi olsn pepabot yang ditenjuic dopal  menpolusidan
daplibal serifihat entl sis serifikan euti vang sudah  ndak
dapal drgunakan i halare. dengan peremohonan Netaris v
bersangkvion,. '

Pasal 31
{11 Parmahanan ouli dapal dinalak adel pogahat yacg berwenang
mﬂnfh:rﬂ:.ucl;li.
(21 Pewalakan permehisna cuti Barue disdmai alosan poesdakas,
13 Penakkan permehoron oun oleh Majelis Pengranas Db
dapal disjuknn bareding kepoda Matelis Penpaais Walavah,
(41 Pepolokan permohonon cuti aleb Mapclis Penguaas Wikevah
abapil i uknn barelme kopoia Magclis Penpawi Pusar,

Pazal 32

(1) Motris mienjalaskon coli wajib meeverabkon Protokal
Huumm.mmhwu. )

(2) Notws  Pengganti memyermbkan  kembak  Protocel  Notaris
kepada Metniis sezeluh cian berakhir

(3] Serah ferin sebagaimons dinukad pods eyat (1) da gyl (2}
iibmaikan  berits pchrn dan  dizkegaikan kepadla  Magchia
Prugavwns Wikswnb, )

_ Bagan Kedun
Matars Pengpanti, Notaris Penzpamn Khusus, dan
Fejabat Sewnentara Notaris

Pasal 3%

(1) Syarss unfok depar diangka menjadi - Notams  Penpganil,
Malars  Pemppant Bhuses, dan Pelibal  Scimcitorn . Mot
otalah warpa repam Inclomesn g beripnzah sarjana hukivm
dan telih Bekera, schapnd kerparwdn katdor Notins - paling
wadikit  (dua) ahun Bermmsqemr,

(2] Betentuor vang: berlaku bags Notors scbapoimann dimaksm]
dalim Pasal 15, Pagal 16, dan Pasal 17 berlaly bagn MNedaris
Pengganii, Notaris Pengpom|i Kheus: dan Pepdhad Semenbina
Motaris, kecuali Undavg-Undang inl menentizkan lain,

Pasal 34 .
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. Pasal 34

£ Apabila (slar sati wilsish ehatsn hasva tesdapan | (s}
Mobtiwis. Moels Fﬁm Theerah dapa msmmjuk Mot
Penia ganill H}minﬁung'bm"mnhg mmbuk’ micmbal akta ml.liluk
kepennnmes pribodt Neaars cersehan mme kefuargsmya

(2} Pendrjuiin sementars sehagabimiana dirmaksod poadn avm (1)
tidak disemiil dengian serab ferima Profokol Notaris,

(3] MNotarn Pesggeitt Khusos sebagammana dimaksad poda ot (15
wajib daambal sumpah/janis jabastar abch Menter pea pepde
yaig detunpik,

Prusad 35

(1) Apabils Notns meninggal dimia, suamifsr atao kel .
sedoah dslam padis loms kéfumiran, semindn  daa wajib
miembernaknibam kepada Majelis Pergrsas Dherals,

(2} Pemberiinhuan  schagminmng  dimaksed  pada ower (1)
disampaikan dalam wakin paling Lma 7 dnsjeh) hari kera,

i3 ﬁpuhln Mootaria mmenknggal dumin pads sas mengolenkan oufi,

_|.|!]:.'|1.u.r|. Mowns  ifjpdankan oleh  Nolasis Pemgzand
-mhanm Pihabal Sovaniura Notafs paliog lang M dtiga pabuli)
hari terhihimg, scjak tangzimd Matars menimggal duma.

(4} Pejabal Sementorn Wotars monvershkan Protokol Moetarls dari
Mowres - yoog meinggel dunin kepuds Majehs  Pengawas
Phacrah pading lema &0 fenam pulsh] has icbitung semk
Eapmal Wetans mevinagal dunia,

15} Pelabnt Sementara Motiris sehagaimans dimaksud pada vt
3% dlum ayat [4) dopal membant ukin bEs menhanya wedict dan
mienipenyai PFrofokol Modars,

BAB V]
HCNOR AR

Paal 36

{1 Motarss berhak menerioma hongrneam slas jes= hukum vang
diberilkan sosusd dongsn kewdnungnn ey

{2} Beesanwya Fooodarum yang dilerima olch . Notaris - didesarkon
pada nila chomoemis dan aifd sossokegls dari . setiap ukln yueg
dhbualru.

{3 Mikn ekonoimis whponimena. Smaksed  pada aym {23
afifentakion dari objel seliap akia sebagai henlur

|, KT
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. -sampan dengan Rp b0 000 0080.00 (serlys juls cogisi b ok
chosivalen oo ries-Ketike fw, honorarivn vang diverima
praling bosar dialah 2.5% (dun koo lima persen;

b di ats Rp [ROMTO0000 (seranes . jurs  napdnly) | sampal
deogun ] 000, D00k 0000 [ ssi mifiar rupiah|
honeramie vang diterm paling hesar 15 % (anta komn
limus peroen ) atai

. dii_ntas: Ryl O00.000 00006 {sabu snilior upiah ) hononsiom
yug diterma dichsasian pu:h h:uq:miﬂ.n.l:l ptand Moty
dengiun pard’ pihak, txiapi odak melebichi 1% {katy pereen
dnn objek yang dibustkan akilanya )

(4) Milai sosbobogis dilerckon benkssarkan fungs souial dari obick

sciian mkla doengan hondninam  Yang dalceeine paling b

TR, 00 003 00 (e jlata rupiah),

Pasal 37
Moviires-wajeh meanbenban jasa hidom dd Eabamg - keactunatan
HECOTA COMmas-curma kt;nii o yang tidak raanipa

BAB VI
ARTANOTARIS

Baginn Pering
Benlak dme Sifal Akla

Pasal 34
(1) Setiap akin Motariz rendin oo

«. akhir atii penmnup akta
(2% Avenl whon o kopnla ok e |

i juslisl ak b

b morrar akiag

wo jmmn, bare, mogeal, bola, dan cobin; dan

il noma benglnp dam tempal kedodukien Misorss,

{31 Eimlan aka mceii:

w. o Tengkap, rempat don tanggal labir, Kewanganegaraam,
peketjann, jabuten, kedudakan, tempat tinggsl  par
penghpdop dan/ata ormeg vang mercka wakili;

b keterangan remgenal Kedadu kan bemndsk ponphadip

v, Isi skta vang menipakin kebondak dan keinginun dan pihak
yai betkepemimngzn: dun

d. mama. .
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A nwnn Jemplap, dempat dan el lohir, sene pekerean,
Jabitan, kodudukon, dar fempet bngiad dan bap-tiap: sakst
perigenal

i8) Akbar abs ponoaap akla meiak:

#. wmian tormang pembacaan sk sshapoonmni dimak s
tatlam Prizal Vo ayan 1) bunaf | atmn Pass) b ayat (75

b wrsan  dentang  Cpenandatmnganan  can fermpat
penundmianganan atau poseriemalian nkia opalala oda;

o, nama lgmplowp. tempal dan mageal Inhir, pelierjaan, whatam,
kedudikan, dan temgat tmggnl dan tap-tiag clisi ki dan

i ursdon sengang Lidek l.ﬂﬂll:.‘.l penababing. yong tegodi; dalum
petibuatin akita aldu wraian ety slavyi perubahda vini

 dapat benapa penamhbahan, pencoredan, atayn perggantian.

{55 Ak Notarls Penguanti. Mot Peagganil Khess dai Pejiibal
Sementurm Motanis,  selgin memugl ©eestom  sehugaimons
aimaksd pada ayaz 2, aval (3 dan oyt H]. LT e T
namor dan Bangpal pﬂ:ﬂqm'p:mg:ngl:m feria pefabmt yomg
metigumghatbia,

Pmal 3

{1} Petighasdap hanes cemerabn s varas chagad berikag:

n, pabivg sedddil beruniar 15 [delapon Belas) tabun mas telab
imen ikl dun )

b, cakap miclakuiom perbamtan Fukum.

i2} Penghadap  harus dikenal oleh Notoris ate diperkenatkan
kepadasya oleh I il orang sebsl peogenal yang | bBemimr
paling sedikit 1% fdelopan behiy) tehun olau elsd meplkah dan
exkap- melnkuken pehustm hukum ot dipekennfian olch 2
{duan] ponghadap bainnya,

3} Pengenalan sobagaimons. dimaksud pado syvat {21 dHivatokan
seta Nepeemd dalas akiia,

Fasad 40
{1} Selinp ukin yang dibacakan olch Nowory diksdin paliog seddi
Q) o dakat kool perlinsin ponanclng -Lndm
menstkan Luin, '
{21 Sukst schngoimsenn dimmkssd pmda avor {13 s el
syurml sl hendon:
4. paling okt Beromar |8 {delnpan belas) tabain atan telal
memikah;
b ko wrlukikan perbssatme hukaiag
. mengeni bihada vang ipunakan calam akza:
o dapat
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A dapel membulsalikan tasda Wngan dan paral, dan
o tidnk inempanyai bobuegan peikawinga sne hobungan
ﬂnmhdnh.rnﬂ;n:n[wmiﬂulmﬂmkrhmhmm
pembdiazan dempn dam o gorrs ke semging samgai dengan
dernjas ketign dengan Nedaris alil pars pihak
(3 Saksi sebapaimana: dimaksud pads avs {1} hoess dikers] oich
Mt afu Spokenaiian Kepada Nolns sioe. dikrangkan
enfang jdentitss can keaenangasnva - kepaca  Notarie . aich
peaghindag. )
i4] Pengenslon pte pemyaiann bentanyg idenlites don kewenangan
sihost Uhmyalakan secaru fepas Silim shia

Pasad 4]
Apehils ketenivan dalum Pasul 3% dan Pusal 40 tidsd dipeoubi, ki
rorschur Bamva mempuayol Kekasian pembakiian schagal akra di
‘hrwah tangan,

Pasad 42
17 Akt Notaris: ditlisken dengan jobas dslom bublngan safu
samiar’ fziry yang sicladl Ierpulus-pans dan twink mcpegunakan

slighatan.

(2] Buung dan wcln koo dalam akla digens dengan el sebofum
akis ditandatangnnt, Recuali unbak akia yanp dbceiak | delem
heptuk formulir evrdasarican peratenn pernindocg-urclragan

(3) Gewva blaongan uniuk oementubani Bonyakisa ats de.ning-u
szsuafu vang dischut dilan akis penvebalun targgal, © bBulan,
aan mbun - dmymakan deapan eof dan hanis dsdabudes dengan

(4 Retentuun sobaguimeng Somuksud  poda avat (21 tdak berloku
bagi safsl Kussa yang bebon mesyebulkan nams  pencride
kuasa. i )

Pazal 43
(1) Akt dibuss dalom bahuss Tndenesio.
(2] Dralam Bal penghodap sidnk mengani bokssn yang digunaknn
dadum akls, Motans wajib menepemshken ooy menweiaskan s
akin b dalae habhnse yarg dimengerti oleh penghadap,

(3) Apibil .
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(31 Apobile-  Nowrs  ndek  dopet  menerjemshkan ateo
micnjclaskannya, okt fersche diteremabkue ston  dijeloslkan
alih dceiang penareenab s,

(4] Akea dopat ditwat dalom behasn lain yang dipahomi olel Moraris
dan saksi spubils pibak vang berkepentingan menghondak i
sepanirng unin-anxlong tidek menentukan lon,

(5 Dhalam Bal ol dibion sebasainard dimaksod pada avs (40,
Notars-wajib menepemashkannya ko dalam balbinea Indonesin

Pa=al 44

(1) Sepeva seteinh okia dibacakan, akia tersebi - duandatangan
oleh setiap penghadap, soksi, dan Nolaris, keounE apabiln ade
penghmlap  yary  Gidak dapo moembebuliba - Dands  Giigan
dengan menvebatkan slesaniva

(21 Alnsan sebagnimona dinolisiod pads lenl: {1} dinyotakin secaa
tegis dolons ko,

(4] Akra schagaimunn  chmaksod dalam Pased 43 avai (3
dindatangan: oleh penphadap; Motans, sk, dan penerjemah
fi=Hii8

(4] Pembacoun,  pewerjemahan plag  penjelssan. dan
penandalangaan “sebapgaimam, dimoksed peds-gvot (1) dan
ayar (5} dan Pasal 47 ayan (21 aya (30 dan wyas {55 dmyatakan
secarn eghs padda akldr akan,

Pazal 45

{1k Blalam hal penghadap mempunyal kepentingan hamya - pada
bagn bemesu den ok, hanva haghen akia sereniu torsetsan
yany dibavaken kepadanva,

iZ} ‘Apohiln bapian terenrn sehapsimana diveksid pada sy (1]
ditezjemnhiom mon dijelosio, pengiudap membubabkan pamal
adan tunda tngan pedi bagian deeschul,

1} Pembacaan, T!tm‘]r."l'l'r:l]lm alas pemciasan, tarn
penandatanganan sehagnimana dimakssd pacs aynt (1) dan
ayed | 2) dimyalakan secam begas pada akbi akia,

Pazal 46
1] Apabila pada pembaiatas pencatatan hpra keksyann piaa borita
meiTa n'rrﬂ_gq-nli sauti - perbuoion . wou  persiwa, lendapal
penghadap vanig:
& mennlak mentbubihkan tndas danpannys; atau
b tedek lodir peds penutepan aklu. sédsnphou peeghadap
Il i i akia Werscbul,

ki ...
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hal wersebaut haras dioswiakan Salum akm dan ekia wischal
Tctap mctupskan 2his seentik,

(2] Penolaban sebapaimana dimaksad poda ayae (1) bunal a hanas
iy atwkoun dolain okta dengon mengomukakon alsanmya,

Pasal 47

(1) Surel Kusse obeatik atau somt loineyo veog mesjudi dasar
kewpenamiun pembsintan shte vang dikclsarkan dalom Iaiuk
originadl pon sarab kussa d) bawal tangan wajib  ditekatkan
paca Menian Akea ) ' )

(2} Sumi komss olemik yang dibust dulam bentek Minus Akie
duradkan dala sl

(3 Ketenman schapnimana dimakssd pado aym (1) telak waphb
dilokakan opabile surl hunss telah difckatkan pada olita vaap
dibgat i hadopan  Notars vacg smns den hal ersebat
ilinymipknn daisny ok,

Pasal 45
i) ki okw tidok bolch diubah amu dimmbeb, baik  bserups
penillizan Godils penyisipon, penconcian, alad pooghapesai don
menggantmya donjsn . yang fan.
(2] Peribahas ptas akia benips pennmibahan, peoggantion, atau
penviacEan dulmn ukin bunvp sah apabils porubshan wrscbut

ahparad st dshers tanda pongciaban (e olch penphadap,
sxksi, dan Npgarls,

Pl 44

(1) Serinp pendhahan st okt b di sisi kiv ok,

£2) Apobile sumy perubation tidak dapat dibmst di s kin ok,
porababiun fersebar dibunt pada akhiv ki, sebedum pyoup
akin, dengan memmjok bagian  vang - ibohah atan dergan
mieiyisi phan-kembar canibakan,

(31 Perubalun yony dilakokon weps menunjuk bagio vong @obal:
mengukibarkar penibshan ferschue hutal,

Pazal 50 ..
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Pasal 50

(1) Apabila delam ks perhislakukesn pericorctan Yt humdl
atan angkn hal tesschan dilokokan demikian mpn  schinggs
tetnp dopat’ dibuicn -sosua. dengas yang Gorcanium scomela, don
juminh, kai, hanf, s angka yang dworel dimvamkan pada
s aktn.

i2) Pencoretan sehagainuum dimeksud padn ayat (1) dinvatakan
sabi setelaly dipsral atsu dibenn tanda pongesabei fam o alel
penphidan, saksi, dan Noans

(3) Apabila renadi  penibahan L serhadep perulashin

i dinmk=id pada ayat (2], perababan iy dlkoknn

i sisl ki desaul dempai Keteniuan datanm Pasal 49,

(4) Paila pemistup  setiap - akta . dinvalakan  jumlzh perabahan,
penciretnn, dan petmbaksn.

Pasal 31

(1) Motams berwenang  nfok - menvbetalicm kKessalahnn . b
daatnn kesslalan ketik vang tendapat pads Mimna Akin yang
telah ditard ot sngni.

121 Pemibsetulnn scbagnimann . dimaksnd poda ayal (1) difskikan
dengan memiat bericn seand din memberkan citsan Kntng
husl persebai  poadn Mnwtn Akia-astl desgin  menyebuibing
taigznl dan namor ekt borian acom pembetuln,

(&) Salian skt bonta acarn schdpnimann dimakcsd pada avat (2]
wajth dissniparkan kepacda para plbak.

Pisal 52

(1) Moraris tdsk diperkennnkan membuoat skts ok din sendin,
mirifuumd, otan  omng - lsin yamg  memipunyal | babicsgon
Kekeluurgaon demgun Moturis bark Korens perkovwiman maupun
tbamgan darzh dalam pams Edtuniman loms ¢ hawah dan‘stan
ke atns tonpa pembatasam deragat; seemn ddalam: garis ke sampiog
sampai desgan Sormint ketiga, serin amenjds pihek antukdid
sinibin, meopurn dalam . suate  kedodukan  alaspun  dengan
pEramtaman kuasa '

1), Ketenmuan sthagnimann Jimakud pada ayat (1) tidek becinka,
apahila oy 1|:_r||:|_:l|.r|. padn oyol i1y kool Moiluns semlin,
menindi pemphadag dalam penqualom i maka unmme. sepanpang
pedipalen it dapat dilicokon 4i Baclupas Motaris; pecsewaan
uaTbdiE. bbay peanborompan s, aled mesiodi angyow rapal
womg rikalahnya-dshisat oleh Notans

33 Pelamppaiin ..
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(3 Polonpgeran erhudep Kewntuun sebagnimann dinwkenl puida
aiat [ 1) berakibul akin hatia shempuyal kekunlen pombukian
sebingai ki i bawah wangan apabaila sk o dindatngani
olch penghodap, foope menguranyi kewajiban Molari yang
ekl akiin i anauk membayar hiyn, gan nigl, dan b
kepada yarg hersanghutan.

Pmal 33
Alkta Mataris tidak holch memust penctapan st kgtentuar yang
mernberian seeunha hak dan/atas kesmbingan bagi |
b Mot o ated Sdinl Notans:
B sulusl, isr stn sumi ki ala
£ omng yang mempunyai hobemgan kekeluargaan dengan Notaris
Ao sakisi, Balk hobusngan darah dolin. goris Buses Xe i atau
ke bawab fanpe permbaiisan  derapal meipan babusgan
prerkawman sangai dengan ienga ketiga,
Bagaan Kedug
Crrosse Akiy, Salingn Ak, don Eutipan: Akl

Pasad 54
Modaris  hamya,  depat iemberikan,  mempéerlhaikon,  aton
iszmberiahuakon G5 okis, Gresc Akt Salinen Akia sioe Kusipan
Ak, kopada orang vang berkeperdingan [angsong peda skia, ol
wanis, atau orang yeng mempercieh hak, kecuali ditemiukan  Tain
oleh persivran porundang andangen.

Pasul 55

(1] Nommzyang mengeluarkon Grosse Akin membust calsnn pala
mimsa okin meogema pawennis Ceosse Ak dun wogeal
peapchamn dem catstan (erichun drsndsiangam olch Notans.

() Giroese Akin pengalonnn uiang yarg. dibo dil hadapen Motans
ailadnh Salinan Akin vang moupary ar Kekuatem eksckaloral,

(3) Grmsae Akta sebugzimme dimekEnl pade ove (2] podn bagian
kepalda skl omemum fresa  CDEMID KEADILAN
RERDASARKAN KETUHANAN YWANG MAHA FSA", dan
pala lagion skl alms poounip okta memost frass “diberikan
sehopai - prosse ' poertama”, dengan  menychutkan numa  prang
Vang imenriniamyn dan ek siapa grodse dikebiarkan sena
tamgul pengelunrunys.

(44 Chrnese
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4] Tanase Akt kedwes den sclanjusnye Banve dopar dibenkun
kepmbi  fin mhquhmdnu&m-lhhh Paes| 54

erdazarkan pessiapa pengadila

Pasal #f

(1) Ak argiaali; Urodse Akt Salieen Akts, otro Kotipen Akia
yang dikeluakan  clel MNotaris  wajib dibubuhi  terann
capsemped,

(3) Toman cap echagninmna dimakagd pada gvar (1 sy pola
dibebubiban poxla salinan st vang dilekatkan pads Mimna Akia

(31 Sumi i biwah lagan yang disbkan s dikegalisesd, sat di
awall langen yong didofier den petcocolan fsskopi el
Motaris wigib fiberi fentan cap'dempel seria parafl dan tanda
tamgad Motaris,

Pasal 37
Cirosse Aken, Salinan Akta, Kutips Akes Netars, atan penpesahit
sl 0 bowah Langan vang Jilckatkon peda akin vaog disinpan
dalam Prviokal Natars, hanya dapat dikeluockan oleh Mot yung
mgtnbusinya, Matars Pongganti, ateu peongeny Prookol Medars
yang sah,

Bagian K clgn
Pembantan, Peavimpanan, dan Penacrahan Protokol Motris

Pasal 25

(1 MoEns memboat duflar skt dafior sural & bewah g vang
darahkon, dafter sorr di Bawah tangan yang dibokakas, dan
daltir surak lnin vang diwagiikan olel Undang-Lndmg i

(2) Dralam daflur adis Schapainvng dimaksed pada  ayar (1)
Motams setiap han mocoksl sérmes akia Fu.l'lg_:hl'ﬂ.ll oheh atai
i hadnpannya, baik dalam bentok. Mimiea Akea msipan
originali, ionpa-selescly kosotg, masing:mming dalom g
vang ditabap dengan paris-eans Gale dengan mencaniimkan
momer arnd, oomor halassn inngged, gifak akis, dam  nama
sewimin oimog vimg bevtindok baik unluk divisve sendin madpan
schann kmisas omng lom,

(1) Akt vamg dikeluakon dalaen hesuk original yang diboan
dalmt megkap 2 (duad st |=hibh peda saal yang sama, dicatat
daland dallar dengan sula s,

(4) Setiep ..
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(41 Setiap belaman dalom daftnr diteni nomor un dosdipamf okl
Bnjulis -Pengawas, Pagrah, kecoali pada Baloman. perama dan
lefakhir ditandatanzan sleh Majdis Pengawas Decrah.

{51 Pada  halaman sebefum  hadaman  pertama  dicanhemkan
koicrongon  tentang - juanloh  bolwman  doflas sk yang
ditmmilatangani cleh Majelis Pengawas [hscrah.

(6 Dalnin daftar sigar 4 bawah tingan vang dizshkan das daftas
st i Bawah wagan yang dibukukan sshagasana dimaksud
pala nyal (19, Metons seiep Bad mesical sl oo Eevah
tanpan yong deshkan mou divekcukan, inpa seba-seln Rosemg,
mﬂ'ﬁhﬁ! g yang ditunip dengan garis-garis
Finga, wenganlumkin pomor umil, gl sifat surt,
s tarma seinie orail o vang Betindak - back wnamk abringa
zerlin manpam sehagai kussa ormeg lain,

Pasal 58

(1) MNopans momban safer kapper anick dafar akia dan dalter
s i bawah Enpan vang dissihkan aehapenana dimaksgd
datan Pasal 58 st (1), dispsun memacnl obsjoed dan dikerjakan
sediap bulan,

(2} Defiar klapper schagaimmn dimsibeisl pada aval (1) ewemeal
mamia s onatg yang mimghadap dengan menyichutian
belnkang tiap-tiap nama, sifar; Ao moos akin; atmsieal yang
dicatet Ealom dafiur ok o dan dudbar saral di bayal tngan,

Pasa] Bdf

(1) Ak yamg ditsanl odeh slag di hodapan Notars Pengyanti atou
Muilasis Ponginedi Klswsis deoalal dalam daliur akia,

['] Suyal i Pawh angan Aamg disahkan das sueac 08 bawah
femgan vang dibukikan, dicatnl dolam dafter sumt di bawah
fagigan ying disahkan din datbar soml di brsah sngan vang
dibakuikan,

Pasal 1
(1) Motaris, secam sendini atou melnbui kusaya, menyampaikan
dpafe Wrials salmon vang felah disshbanya dari dafisr ok
dan datbar-lmm yasg dibual paks bubsn sehelirmya pabicg B
15 (lima béda) bin pada buln Bernkuinys kepods  Majelis
Pentguvwus Ebacrsh,

(%) Apabila .

146 | Aku Notaris Dalar Pembuktian Perkara Perdats dan Perkemibangan Cyber Notary



e

i |

PREHEH
LEFLIELIE [ MDONESL,
147

(31 Apobila dubam walkis § (3a00 bular Notarks tdak membaat akia,
Motaa, secani srulin s melalin Sussdanya memyampadko hal
persekean secarn termlis kepada Majelis Peagasws Dnerd - dalam
wakchy sebngaimuna dimaioad peds oyal (1),

Pasal &2

Pesyeraban Protokal Motans dilakaican dalarm kel Notaris'

o mcnangeal drdn

b, ielah benikher mada jabatunnya

¢, minb-serdin,

d. tidek mmmpy  secora rehani  dandoinm Jm.m.'nl umlik
tnelubsankan \igns - jobwtan sl  Motars o secand  Letus
menss el dar Hngad tnham;

Lodtangkng poewjaif pejobeld aegam

Pi.ud.uh witayah jabatan;

diberhentikon semendarn; M

“dberhentikan dengan tedak hormat.

o e

Paal 63

i1) Penvernhan Frogkol schagismann dimaksmd dafam Pasal 62
dilakukan paling tama 30 {hga puluhi hari dengan penbigatan
beriin medrz pedyernhan Pronokol Motaris yang ditasdatengini
aleh yany menyerithkan dan yanyg menerinm Prosokol Notaris,

(2) Exadmn hal weradi schugaiemana dimabi=ad dolam Pesal 62 haral
a, penyerahan  Prolokol Nomris' dilakukan oleh ahli wanls
Botaris - kepada  Molarm  loin wong diuejick ofsh Magelis
F'mguwu Ehacrah,

(41 Exalam hal cerjadi cebagaimam dimskead dolam Pegall 62 il
g, penvernhan Prowkol Mot dilakokan eleh Nolws kepada
Motarts lain yanpe ditatjuk olch NMajelin Porguwas: Dacrah jka
pembicrhenizan sementara kchih dan b 1pa) Gudan

i) Dralain al wrmdi sebogaimona diimabead dolam Pasal 62 lvarof
b mal ;. hwal d, boral ) olws Bunef h, penyershan: Protisood
fomiaris  dilakekin pleh Noedons - Lepads Nowmrs fan vang
gk odet Menber anas usl Majehia Pengawas Daceih,

(%) Profokel MNofars: ‘dan Netans lain o wang  pada owakic
sy beusmar 25 1_|£l:n patahy Somlp Eshoen pau Yk
diserankan pleh Mowris penenime Protokal  Soaaris - kepada
Wenjedis Pengawas Daerab o
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. Pasal 64
(1) Trofokn] Motarts dori Mothrs vang diasgkal memadi pejahal
aegain dseiahkan kopada Nomes vang dininjuk odeh Magelis
Penymway Dsorali;

(2] Mogaris pemesang Promkel  Notris schapsimans dimaksod
pada i (1) berwenang mengehurkan Grosoe. Akia, Salinan
ki, atan Kntipen Akis

Pasg] 65
Notaris; Notaris Perggnti; Notaris Peoggaot Khisis, don Pejabar
Sementarn Notars bertangguny jawab olas sediap skin vang
dibuginys  nicskipun - Proiokol  Nolas  wlile discmbi o
dipirslabkan kepada pinak penvimpan Protakal Notaris,

HABE VI
PEMGAMBILAN MINUTA SKTA DAN PEMANGUILAN NOTARES
Pasad &4
(1) Unbuk kepeniingan proses. peradilon. granyidik., ponusiul aimum,
otay hakim dengan perselujuan Majelin  Penguwes Dugcmb
bermanang:
#. mengambsl fenkapi Mimuta Aktn dan/atau’ surat-sumt yang
dibekminn poda Mirits Akig aton Protokol  Nodaiis | dalim
ylmplml.u Medaris; don
b memanggl Notars untak hadic dalam pemeribsaan vosg
berknizan dengan akin yong dibuatnve slmi Prosekol Nolaris
g becuda dalam peayimpansn Notaris
(2] Pengumbilan  fotokopt  Minuia Akl alaw  surst-sursd
senagaimana dimaksad pada Ayl (11 hamit' g, diooe e
pcara pemyershan,
HAB X
FENGAWASAN

Hapian ermama

[ frmiam
Fami] 67
(1) Peapwwasen atas Noteris dilakuban oleh Menieri,

(2] Diatam meelaksanakan pengnwasan :-Eb.i.aalrrmnl dimaksud peca
il | 1) Memlen membeniak Majelis Peigowas,

1) Magelis.
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(31 Musehis Pengawos scbagnioins dimakswd pado ayan (23
betjrinlab 4 (sembilan ) ofung, tenfim atas e
. pemerintsh seharyok § {tiga) ormg:

b, owganbsant Notris sbunyak 3 (gl erong; dan
¢, shhi/skodemisi sebamyak 3 (ogal o,

(4] Dalnin 5ok csaaea doerab  ndak  erdapal onss o iBstaRad
pemeviniah sehogaimann . dimoksed  pada aynt {3 humf 9,
kcaingzosan dalom Majchis Pengawos dolsi dosi upser Jain veng
dangik edeh Menten,

i5) Perrgawnsan -sehagainiana dimoaksid pads ay# (1) mielipots
pessilaku Notaris dan pelakanaan jabatan Notats,

(81 Kclemuan. inengomid pergawsan schagaimuns daeakail pada
ayat (5) herdaky bagi Notaris Pengganti, Notaris Penpzant
Bhuscs, dan Feyobisr Semomarn Motars,

Pasal B8
Muajelis Pefigawis sehagiaimana dimaksued dalam Pagal 67 avat (2
feralind ddud,
i Mnjels Perguaoas Dugrah,
B, Blupolis Peogews Wil die
¢ Mnjelis Pempwas Iusat,

Biggisin Biadua
heajehis Pempawas Daeral

Pasal &8

£ Meujefis Pongasos Dacrsh dibentubF ksbupolen atsu kile

(21 Keanpeotwin Majelip Pengaogs Dacrah tendin aas. unsus-cosue
setingaimuna dimeksod dolam Pasal 67 ayat (30,

(1) Kootus dan Wakil Kelua Magels, Pengawad Dacraly dipitih dari
iam alck anggotd schepnrmana dimuksiod pada avat 12]-

(40 Mbirsay’ absaann Ketam, wakil beas, den oaszpots Maslis
Pengnwes: Docrali odaloh 3 itign) mbun dan Japat diangal
keminali,

15 !-rl.lj.dis- PlﬂJP'H'M Maeraky dibanin oleh lp.'lm'l!wk::brrhm
lehih wang ik daliom Bapal Majelis Pergnwas Daeral.

Pastal TO
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Pasal Tl

Mujets Peapians Duernh beradains

0. meoyvelpngganakon sidang wnnik memerlksa edanvs dogasn
pelinggorn Kode: Eilk Molmis stm pelmpgaran polzkanon
jaboiun Natami,

b, melakiukmn  penenkoan wrhsdap  Protokol  Motsris--secam
berdinln | gsnts) kali dalmm U (satu) valyun ata sstis wakiu
yuamd dswngap pesh,

g memberikan inn outi wsiek wakio sampal denpan 0 {enam)
bala;

d, menciapkon Noaris Penggunti desgan  memperhstilan . usal
Molars yarg borungekilan

¢ meneniukan tempal penyimpanae Protokol Notans yang pads
ek serah terima Pratokol Notars dolah benimar 24 (dua pidoly
tira kb atm lebabs

L menunguk Nowris yang: nkan  berimdsk schape  pemezang
sameitara Protakal  Motaris :,'a.rlg diangka  selugai pejata
necggats s v e dimaksud dolans Pusal 11 ayal (2

g menerivnn Tuporon dord masyarakss ieengenai” adonvs cugann
pelonggaran Kode Elik Notris stao pelanggsn kercriun
ikilara Undamp-Lingtang et dan

b mesibont dan neenvanigaikin lsporan. sehopoimann dimaksnd
padda bl a, hurul b, heraf o el d. burnaf e, bunsf F, dun
heirul i kepscla Majedis Penpmwas Wiliyah,

Paiad 71

Magelis Pengawne [aerah berk eompiban|

. myencutst pada boku dafler yang terossuk o dolem Probokol
Motans dengan menyebotian tungeal pemonksann, umlal sk
sarta jumnish sami di hawah tagan o disshkan danvang
ik sejak ranpgal peseriksean terkiin

b, memsbust berita ocara pemeriksum  dim - menyampaikannya
kepnda hajclis Penpavwas Wilavah pclcmpat, detsgin lembusan
kepada MNorsrs wang beéssanghtng, Crganiaasi Motes dan
hiajedis Pengawas Pisat: '

e wereinsiken a1 akia dan baskl pemerikeean,

d. menerima salinan yung telph disahkan den dailar sk dan
dadbar Latn dary Motasss dan mershasiskannya;

& IneineTikEn -
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g memeriksa  lnporms  masyerakst  terhadap, Nooos  dos
nienvanpitkin sl pemenksuan wersvbal kepada  Magelis
Pongivis Wilayah dalasn waken 30 (e miloh ) bard, dengan
teenbuisin  Repadn  pihak  yeng  melpockan,  Motars g
bersmgkuiom, Makohs Peograes Pasal, dan Organises: SNolaris,

. menvampakar  permohonan | bamiding  terhadap  kepuitisan
petialakiin it

Bagran Katiga
Maselke Pengawns Wilnvah
Pazal T2
(11 Majelis Peogowes: Wilmvoh debeviuk . dan Berkedudulan di
ki Erovinsl
(21 Keanpgdamn, Majchs Pengawas Wilaval serdin atas umar
sehagaimond dimsand dalem Paial 67 ayat (1)
(21 Eetun dun Waolal Keion Majelis Pengawas Wilnguh Spalih dard
abaon plety oot s bagaimann dimoksud pede syal (3
{4) Masn iabatan  ketma, wakil ketas, dan anggolas  Majehs
Pengavas. Wilayah udalah 3 (tiga) tabun dan alapsl disaphat
kmmbali '
i5) Majelis Pengawas Wilovah dibanin olh seomng schivtis i
Fehih e ddstumjuk dalnr Rapet Mapclis Perpesas Wilnyah,

Pmal 73
(1) Majedis Mempnwias Wilayah borwenans

o menielenggankan sidang enmk memeriksa dan menganhil
kepiituisan  was  lipooan | masyaiiks yang disaupaikan
mtclnlud Majells Pengawuas Wilsyalic

b memangpl! MNodare teriapor uphel Blakukan pemenksaam
atis lnporsebagnemann dimaksad pada bl o;

. nsfanberikan idm coti febd e & (enam) bulun Sampad |
{aaini} Lehian;

o, meemenksa don memuius ans keputiean apelis: Fangawas
Diierah yang menolok oot vang disjukan obsh Notens

pelapin
crniseribonn ammkel berupa bhpuran lean ata weetulis;
menguslion - peosherian | @nksi- lerthadep Motaris kepada
Mujehs Pengavins Pusal berupa:
1) pemnderheniian semgniers 3 (tiga) balan ssmpai dengan
~ Bienam) bulang atmi
2] pemberheatinn dengan tidak loomat,
b nanbua] bevits sedE o scliap Bopuhissn penjabulion
sank 1 sebugesimana dimsksid padn buruf ¢ dan bt

{2} Keputussm .

L
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(21 Kepitisan Mapelss Pengawas Wiliveh sohagaimans disaiei]
peada avar (17 bamuf ¢ bersefak fanl,

3} Terhailup setiap képotisun ponjeivhin senksi - wobugnimarna
alimnksind padln avar (1) hoad ¢ dan fwarul T dibugaken benin
Seath,

Pmal T4
(1} Peménksian  dalem  sidang  Majehs  Penpawas  Wilayah
senagaimans difkikasd dalam Pasal 73 aps (1) bunal 3 bersifn
tertufug wntak umenm,
21 Mot berhak uniok inembcla din dalsn: pomériksann dakim
shbang Majehs Pengawns Wilavah.

Pasul 75

Wagekis Benzawns Wilavah berkesa)thar;

3 menyampaikan kepidusan sehapaimana dimakssd dalom  Fasl
T3 avt ) harul a, lusead e, bgraf 4, boeuf ¢, dan bural T Kgprads
Nooris yang herianghutan d=agan tendbuesan kepada Magelis
Peiguwias Fassd, dan Clrigandsass o, dan

. meryampaikan penparan handing dari Notmns Kepaka Male
Pengowas Pusal ferlindap penjstibian somket dan penolakan. cuoni,

Hugiim Kevmnpal
Majelis Pengnwas Purat
Pasal 76
(11 Majetis Pengawas Pusst dibenmik dan hedeeduriukan di fwkon

g,

02y Koanpgotann Mojelis Pengawis Pusat wodinl sus umser
sehagaimana divaksid dalam Pasal 67 aysi (1),

§3) Ketua dan Wakal Kene Magels Pengavas Pusmt dipilih dari
dam oleh anggaia scbagaimann Emaksud pedn ayal (2],

i) Mnsa jakatnn Keloa, wakil keles, deno angpots  Makels
Pengawad - Pusat “sdalah 5 (oga) cohian dan o depal Jdinghon
kemeali,

{5} Mujelis Pongawas Pusal debantu ol seoramy sckretaris s
lehih vang daanjuk dalan Rapad Majelis Penprage Pacar,

Pazal T7
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Pasal 77
Magelis Pongmivas [isst Berwenang |
a. mevyelengporakan sileng unnik memenksa dan megamiil
kcpatiman dalnm tngksd banding terhodep penjauhun - sanksi
don penalakun coti;
b, mierianezl Neotads terlspor ok dilakikan - pemesikaant
sebagaimans divmaksnd pada bl a;
e mejabubkan sanksh ponbabietian somentam, don
d. menpaseikan peinberian canksi benapa pemberhentian dengan
sk horied kepida Menitin
Pasal ¥
{0y Pemigrikraan  dalam  selamg  Mmels: Pengmwas Musar
sebagaimandn dimacsed dolom Pasal 77 ot o besdf terbukia
umibsik urmnms,
21 Nowns berhak anmk memscla din dalam pomenikaaan - sideng
Majetis Pergawas Mesat,
Pasal 79
Majclin Penpawan Thasat boskowanbem momampaiken  kipistissan
n-:hnp'lrﬂq:rn dimakanl dalam Pasd 77 horpf a kepaeda Menden dan
Mokans . yung  bersaaphubin déggan fembasan  kepoada Msjelis
Pengawas  Wiloyuh  dan  Majelts Pengaowas - Dol yang
hersangicilan serts Orpanidag Notars.

Pasal Bl )
(1) SBelwma Nolens. diberhemitkan <cmentorn dan  jabatanmya,
Majetis  Pengawas  Pesar menposulksn  seprmng  peghan
seremtara Notans kepods Menten.
(30 Mentin menuniek Nomrds yaog skan meneciom Protakol
Mutaris dart Molaris vang dibethentihan sementsta

Pasal El
Kelenneen febill lanjm memgenal E i pempegkstan  din
pemberhentian ahpgold, sl snsankas dan tith ke, serta tata
carn pemertksamy Majelis  Pedigawns disur  dergan  Perslamn
Mezilent,

BARX .
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. BABX
CHRCAM ESAST NOFTAILS
Pazal K2
[y I{aui;mlﬂmmndﬂmmtm{hgmﬁﬂm
(21 Ketenfuan mengenal wjan, fugds, wowenang, (i Kera, dap
susiie - arganisad  dictagkan dalam Anggaran  Dhasar dan
Anggaran Rumab Targga,

Fasal H3
i 1) Chgainsag Nalans menstnpkiin dan imenezakian Kode Bk
I
(2] Chrganisas] Widans memilis bk dalkar unginol - dan
salimanmya dixarpaikan kepads Menter dan Magelie Pengawas,

BAR X1
RETERTLIAN SANKS]

Pasai #4

Tiealabonn  pebanpgomn  yeng  dilegokun  ofeh  Nomans - werhedop
keererituan wehapatmana dimaksud dalam Pasal 16 ayad {1) ol 1,
Pasal 16 avat (1) bumaf &, Praad 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasnl 49,
Pasal B0, Pusal 51, atae Pasal 52 yung: meuzakibatkan s akia
hanwa enerpaeoii Kekuaum pembubzien sebagmn akin of - bawoh
cangan Man st gkia mcmads bazal devrd hakum dapst mesjadi
alpsn  baph mhek vang meoderits Kenaglon umiek  meénusnial
pengganttan tisyn, gunti rug, dan bungs kepsdu Notaris,

Pacal &S

Pelanggurun ketentuan sebegaimenn dimaksod dalom Pasal 7. Pasal
Ie ayes (1) harul w, Pasal 06 avet (1) huaal” b, Pasal 16 oval (1)
Buomaf ¢, Pasal It ij.!iirihnq'hfi;l. Pusal I &vat {1 burdl o, Pasal
eyl (17 hunat £, Pasal 16 aync (1) borof g, Pacd 16 ayar (1)
Bt by Pasal L6 -ayat (Ep haruf i, Pasal 16 i (1) huraf §, Pasal 16
ol L) bhumaf k., Pasal 17, Poial-20, Pasal 17, Paspl 51, Pasal 37,
Pasal 54, Patal SH. Pasal 59 danvatsu Pasal 65, dapal  dikenai
sanksi bemupa:

ik temiran fsmn;
b, tgepuran ternlis
¢, pemberhention sementar;

. pembierhentio . ..
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d, pemberhertian dergan horm: atan
& pemherbentian dergan ndak koeoat

_ HAR K1
KETENTUAN FERALIHAN

Pazal
Pails  saat lehu.g-Llndm; inf | mialal  berkakon pieramran
pr]nkmum vang Terkaiton :].m;g:uu Jabuton Notsais fetap berlaku
wepanjany tdek borientangin alsd belum  digant Bordasarkan
Urndame-Lindang md,

Pasal B7 )
Mogris vanp telsh disopinl pode saat Undsmye-Uedang - musla
berlaku, dimyatakat sebagns Molarks scbiesimans dotis  daling
Uindang-1Indang mi,

Pasal i
Pads gam UnidangEindang fm mulo bertaku, peomahonan entuk
diangkal manjedi oturis yong sodal memenshi persvaratan secam
kenghup dan mosih dolam proses ponyclemsn, lewp dipases
berddusarkan keteninn peraturos penandong -undangan suny lamo,

Pazal 8%
Tods waal Usshing-Afndang i mulae birlaka, Kode Btik SNodans
van saidah sia detdp berlak sapal ditcespian Keade Btk Rosars.
yang bary berddcarban Undape - Undang ini

Pasal W)
Lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belam diangkar sebagai
Nitaris pade sasl Ucliog Udan ol owdad berlakon letap. dagut
distsghat menjadi Notatis menona Undang-Undeng ini.

BAR XN
RETENTUAN PENUTUP

Pasal &1
Padn sset Undeng Uledang ina emalad berkakos
I Bl o Her Motiris Awdd in . Tedoeoiie (5ih T808003)
sehagaimana defah dEphah fermkkir dalam Lembaran  Mepan
Taluen 1945 Measor 100

2 Gkl
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2, thdspdely 16 Sepaomber 1931 tewany Hooomeium Motaris;

3. Undeng-Undang Maonsor 13 Takue 1954 tonteng Wakil Motans
dan Wakil Motaris Somentors [Lembarnn Negara Tohun 954
Fomor |01, Tembahan Lesnbarm Negum Somor THEG

4, Pasal %3 Upsdang-Undang Momoes B Tabon 2044 penmng
Perobalian Ate Ubdars-Undang Moot 2 Tahin 1986 tentan g
Permiildn Limuns (Lendbarms Megar Republik Indonesia Tabum
M Mooor 34 Tarsholus Lempbarpn Negara  Repubbk
Indenesin Marmor 43 759); dan

5 Peralurin  Pemenntah  Maoioe 11 Tohun 1949 penisng
SwmpabiTanji Jobatan Notaris,

dicabut dan digvaiab i thlak beslaka,

Pasal 02 .
Unadaingg- Ut o gnuslad berdaku pada taoggal durdangken.
Agar setinp arang mengetshoinyi, memerioiabian pengunilnngin
Undang-Undong  dei  dengan  penempatonoyt  dalam  Lesnbaran
Meparn Republ Indonesia.

esahixon i Jakaarta
poda twnggal & Oltobsor 2004

PRESIDEN REMUBLIK INDERNES]A,
wd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Drivnedan ki di Takurts
padfin fangzgal & Olivher 20064

SEKRETARLS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

fd
BAMHEANG KESOWD

LEMEBARAN NEGARA REFURLIK INDONESLA TATILRN 2004 WOMOR 107
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PENIELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REFUBLIK INDONES(A
BRORAOR 30 TAHL HNH

TENTANG
JABATAN NOTARIS

I UMUM

Uindang-Lindarg Desar Nepara Repubiik Inilomegin: Tahon §9485 meneniiban
ApCATA tepns Pk nepars Hepublik Ieddoncsia adalah separ mikum. Prinsip
negarn hukum peemjansin képastion, keteriban, dan perlaubmgan akem yong
Berinlckon kethénaran das keadian,
Hepastian, ketertiban, dan perlindunpan ikum memanme, antara lsin, babwa
Enhis Tinfzs Bukum dalpe kehidupen masyamkat nemerlukas wdamyn akas ek
yang menestuiom dengan jole bk dan kKowajibim - scseorang - schaga subiek
Prubousn, dlalfum niesyardknl.
Aleza atentik sebngai alat bukti terkuat dan terpenoh mesparyni peranan penfing
dabant setip bubidggan - hukemn o kehsdopus  magyamkal. Dalooy Serbagot
Tebungan bienis, kegiatan 3 bidang perbunki. pertanaban, kogisian sosial, dan
Laie-lakn, ‘kehuiuhin  aksn  perbekibon dermibs berngua ki oblenidl  makin
mmiqg:k.lr wegalnn dﬂlpﬂ Frerkembangnya - tviutan akan kepastian Bk
dalam berbagui bubungan  chkonond dan’ sokinl, bk pado tmghal  comseonal,
Tegiomal, mapun ghobal. Melahei ok stenok yang menemukan decom jlas hak
‘dan kewajiban, medjamen kepastan hokam- dan sekalipos  dikerspkan  pala
dapal dihindan berndimn songheta. Walsupan senglcts tenichul ek dagii
dilndast, dnlam prises pepyehsaion songhels (epwbo, olis otentil vaap
merupakan alal bukn terodis rerkiast dan werpennh memberi sambanan iyma
b peny elesaian perkom sevnm mard-dan cepet;
Molnris dalah pojsabal antum veng berwenmny unfuk menbust akita olaniak
sejuuh penvbumnn soe oloaid terieniu sidak dikhisuskan gl pepbar wmim
Lainmya. Pembuatan nkin otentik ada yang diharusican oleh pemfuran penmsdang-
undaigan dolam rangka mencipiabin Kepsstinn, ketertiban, dan pnimluugm
bubouin. Sckain skt plenith yung dibunl oleh sl i hadapan Motans, akon iz
karena ditmriskan olch pernturan perundung-undangan, tetapi juga karena
dikehawlaki oleh pihak  yang befkepenimgan ok momasikan bk dao
kewajiban para pdhak demi kepastian, Keterihan, dan perlindungas bk bagi
pibuk vung borkepentingan sekaliges Dagi i varukal secara keseluriduan.

Al
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Ak otentik- poda hakikainyve memun kebsarmn - formal seon - degan apa
wang dibyritalvakan pam pihek Kepmdo Molans, SNoamun, Nolons mempayai
kewapibam, urik memasukkan babon apa vang lermiied dalanh Al MNotans
sunggoh-sungpah telah dimengerti dan sesoad dongan kebendak parn - pihak,
vt dengnn gam mhnukmp achingge monpad jelm i Akis - Nolars,
seria memberikan akies terhadap infiormas, rermasal skogs terhadap perstiran
perunsdang-undangan yong terkait bagh para pihak pensndatangan dkta - Deérgan
demikine, pasi pibok dapar nesaeisukon dengan bebas uniek memvetaji st
tidak menysinius isi Ak Notars yeng sian ditand sangaminyn.

Peraturan perundang-unadangan yang mengamr eniang Ishatan Motarls  yanp

kini' berbiku sebigian besar omab didisaian puda perataran perundang:

andansen peningealan 2aman kolondal Hindia Belards dan sehagion . lagi
mmerupakan perafaran penmdang-uncamgan naswnal, vaibu:

I Reglmsent (e Mot Natariy Areht e Teiosiiade (S 1860007 sebagaimiana
{eloh dinbah terakhir dalom Lembaran Negaru Tahan 1554 Moo 100

L thdiransie |t September 103 L ientung Hobomriim Motins,

1 Undang-Undlang Noemsor 33 Tabun 954 ientang Wakil Motang dan Wakil
Motaric Semenom (Eemberan Negam Tolwn 2954 Nomor 100, Tambazhan
Lernbarm Negara Momar 7).

4, Lmim;—i_-ndung Noamor & Tabun 2003 endang. Perabahan Algs. Undeog-
Uniang Momoe 2 Tahon 1988 tentang Persdilan 1manm iLerbiran Megara
Republik, Imslomesia Tahun 20 Nomar 3, Tembahan Lemberan Mepgam
Repoblik Tndonesia Momor 4379); dan

5 Peratarnn Ponerindiah Momor 11 Tedion 1909 terstang Swnapihyfanji - Fabatan
‘Moarie,

Rechagai keteptuan dalam perammy perucdang-andangan terschan sudgh tidak
gesual lngd denpun porkeimbangun dus Kobotubon Bubuo misyasaks ladoiesaa.
Citeh karema ifw, perlo-dislnkan pembahamaan dan pengoturmn Kembali ssam
raevelunih dadam sans andangs -undins yang. mengar et jabdan - roterts
sehingga dopal perciptn sustu wifikes Bukom vorg berlakn untuk  semus
pofiduduk i selursh wilivah negars Mepublik  doegsta. Dolan gk
mewucikan unifikasi baknm di bideng, kenotariatan tercehar, dibentuk Limidng -
Undan: tentang Jabatan Mol

Bplom Undang-Usdang ind dular sccsrs nived benteng  jahslon amam yoaog
dijahat -oleh Notaris, xebingga dihampkan bahwa akta slentik vang dibiint abeh
ot & hadopan  Notaris- mempn menjomin kepastinn. ketendban, - dan
perbmdungun bukum, Menglnuni Akia Notars sehagal akin olmbk merupskon
ndsi hakpi veetnlis yamg rerkouar dam terpenub dalam Uindang-Lindasg (ni diansy
tentang bernak dan sifat Akia Notasie, soria feetang Minuta Alkia. Grossa Ak,
i Salinnn Adow, i Ktiran AR Moluks.

Schagiii .,
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LR FLUIES I IRDIHESL,
o

Sebijui alat buki reriulis vong terkuat dan teepenah, epn yamg  dinyatskan
ialant Akis Motars bams dacoima, Kocuali pihak dange berkepeelingan daps
eoembukoikion bl vang sebalikmve secnm memuaskan Ji ladopan peesdangan
pengadilan. Fungsi Notsns & lusr permbeatan aken atentik distor ook periama
kalmya  secam eamprehenss dalam Unidanp-Undlang im0, Demskian. paly
ketenduan ferdang pengawasan terhadap pelakbannan jabatan Notanis ditakckon
dermgan ‘menglonserakon pihnk sblinkademisa, Ji-samping Departienen vong
tngas il LanERLE yivwahimvn i hikang kenotanastom wETLA Ulkranisas Molans.
Kedeniuan i gimaksadkan mnsuk micningkatkan pelayannn don perlindangan
bukum yang lebih baik bagi mmivaraknt,

PASAL [XEMI PASAL

Piasal |
Cukup jelas:

Pasal 2

Pasal 3

Huruf a
Cokug pelus,

Haral b
Lk pelas

Hurul¢
Cubiug pelus,

Hurutd
Yy dimakssd dengan “schat famani dan roho” adelnh osmpn
sevurn josani don ohanl wniuk melabemaken wevenang van
kewajitm schayrai Natans,

Huruf e
Cnkug jelis.

Hurf y
Yang dimakand dengan “prakorsa sendin™ ndalah hahen calon
poitanis dupat menmbil sesdin i kanter wang diinginkan dengan
teip mendapatkan rekomeondsi dan Oganisasi Nolaris,

Huaruf
Yarig disnaksud dengan “pegawal négeri” dan “pejabat negany”™
idilali selbugrimana dimaksnd dolen Undang-Undaag Nomor: 43
Tube 1999 Gontae Ferubabun atne Unclang-Undang HNomar 8
Taiun 1974 sontang Pokok-pakok Kepognsainm

Yang ...
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Yamg dismkasd dengan “advokal” adalah n-uhig.!l.ln':um ko
dalam Ulsdong-4 i ndang Sonsor 18 Tabun 2003 teatang Advoknt

Posal 4

Uitk selas.
Paxal 5

ik jelas,

Pusal &
Cukugp pelus.

Pasal 7

Hurul's
Cakup jelas.

Harmf
Cubup jolus.

Huruf ¢
Eetentzan ini dimakcscdian antul mendefahg Nataris e

berspngkman tlah melaksnnaian nagasaya dengan ovat,

Piizal &
Ayt (1)
Haiud'a
Cubcapy jehas,
rulh

‘Cukup ek

Hurul'c
Cuboup jchas.

Hlarmfd
Kevdsiomanpoan secarn robumb dusalsn  prman s
feriss memeris dalem kotenne i debaktiken dengan sarul
kelerampan dokter ahli

FHurud e
Cukiip jekss

Hu

Axut{2)
£ukup jelas:

Pasal 9@
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Pusal 9

Ayt d 1)
Huaruta
Cakip jekas
Hand &
Uakup jelas.
Huruf«
Yang dinabsud  dongen “meclakukan perbuatan ercela”
neinfabl. mefakiokan - perthiatim, yang - bemeniingan  denigan
AT dgarma, nodins kesusilaan, dii noring adar
Huruf'4
Cuikais jelas.
AyaL T}

Yoamy dunsksad. denpivs “secarn berjenjang™ dulan ketentian ini
hmelm  dord Mapehs Pengowss  Dacrah, . Mogelis Pengawas
Wilayoh, sampsi dengan Maichs Pengawas Ffasol,

Ayar i} .
Crikugp pelas

Ayt id)
Cukun jelas.

Pasal 11}

Cabup jelas.
Pusal 11
Ayar {1}
Keteituan  ini  dimaksudian uotek  menghindori  perientangan
kepatingun beveos scbogal Mo @ besilel mandin dan
ok cwiiban t'lﬂlkl'u.'rpiﬁ.i:
Ayar{}

Cukyg jelos
Ayl g3}

Cnkun polas.
Moy (1)
) Cukug jelos,
Ayan5)

Cubaep jelas
Aynt {6}

Cukup jelus,

Pamal [¥ ...
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Puzal 11

Hiriil &
Ok pelos

Harul'ls
Cukum pehis,

Huaruf ¢
Yang dimeaksd  dengen Cpetbuntan ooy omeceidablnn
ketrmotun | dan | owmfebet™ mialye bogodl,  ebuk,
menyalahganakan narkoba, dan berzing,

Hairil'd )
Yo dimakrod  dengan Cpelapggunan Serat”  pedalah  jklok
il kiwapibun dim - micanizgar mngan ubalan Nolaris,

Paszl 13
Cuhum jelus,

Pazal 14
Cubug pelus,

Paiad 15
Ayat (1}
Lukum pele
My 42}

Hurud &
Fetgnlnon in: merupakan legalisasd terhadap akes dF bawah
largram s dibue sending oleh orueg. persvongan atic
srbch paru phalkl i otes Kestas yanp bermatoral culiop dengan
Jiihan penabafiaran- dabang bku khusos senge disedizkan sleh
Notari

Hurul b |
Culcup jolas.

Hurud'e
Cukup jctm.

i o
Cukup jelzs.

Hurul &
Cukup jcles.

Habif
Ciikup felas.

Huiul g
ki jeles,

Avul (35,

162 | Ak Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdaty dan Perkenibingin Cyber Notary



LR FLIE LK RN,
+ Ik

Ayt i3}
Cukug pelas

Pazal 16

Ayl )

Hairud &
Cuakup jebas
Hurulb

Kewnjiban  dafsr ketentoan o dimakeudkan  upsl menjaga
Eetertiknn suatis slta dengin menyimpen kta dilim Benfuk
aslimyn, séhiapga opubile ode pemalsean sl paypalahgummn
pradse, sakinam, plEd koiparnss dapadl sepore dikclabnn dengan
mudah dengan mencocokkannya dengan astinym

Hurufs
Uiposse Akfa vang dikzluskan bondasardoan ketentuon ini adalah
lircsss  perami sodarg  berbomnya . hanva dikchuarkan  stas
perintxh pengadilan:

Hurul' d
Yang dimoksud dengan “alesen untuk merolakeyo” sdalub alwsan
yvarg mengakibalkan Solars  tdak  bemshak, seperh adamya
hubtingan darah atan semerila denpan Motans sencdin wing depgan
suntbd sy, salul ey pibek ddak wenpeoyal kemnnpaionn
bertingdak untuk melnkukan perbastan, sau hel lain yung - Sk
ilibwakelskaty adeh undang-undang

Hurut v
Exwujilan ustuk mcrshasiohan segaln, stsssti vang berhubuigon
d.l:hg,n.u pkin dan  swrul-sural l.ll.p.u.]'l milakah siilsk mclh:i.mﬂ,i.
Kepentingam s piltak yang ekt denjan akin ferscbo,

Hurul' )
Akin dan sura vang dibual ootaris schagiy dokumen | pesmi
bersiliit pdenilik metaeriukan penparenas bk (ethadap dkls ik
e maupon wrhadap iy unbik mencepah pervalahgmaan
secarn tidnk beranggung janat,

Huml g
Cukieg pelas,

Fluruf b
Kewmbun vang dnbir dofam kelemioan in sdolah pentisng uniuk
member jumman pertinshengen terhndip kepergimgan ahdi warns,

yiuip Seliof-sast dapal diakukan ponchocaran atan pokucalcan akan
l:‘tbmwdnrliuuuh: wisinl yany lelih dibust i bodapan
il

Humal'i ...
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Haruf'
b pelis.

IHaruf j
Penicutalon dolam nejrersorium Silakwian pada lon pengickusan,
hal i penting untsk menbuakiiken buboan kewalban MNetans
sebagapmma dimankand  dalem a1 dan Bl g telak
dilaksarsknn,

Haral k
Clukup pelas

Hurul | _ _
Bralvan Miotaris hans hedir pecum Rsik dan mehanfatanyani skia
ils bl pm;hm.lq: dhant sukst

Hurul m
Penerimasn nuignig calon Motaris borart mempénipkan calon
Nolaris ugnr mp ol Motaris yang prsissional,

Ay {2}
ki jelis

Al {3}

Cukup jebns,

“Ayuardd) _
Cukam jelas

Ayat (5}
Cukimy belex

Ayarih}
Cukig jelns

Ayut {7}
b jelus.

Ay {#)

- Culop jeles

Ayl (9}

Unkug pelas.

Pisal 17

Larangan inl dimakasdicim oniuk tenjaman Kepentingan masyarmkal vang

acmier]nkan jucs Motans

Huiul a
Larangan  dalam  kefmioan e dimassmlkam  anink memben
kepastian  hokum kepads mesyanaknt dan sekaligus  mencegah
terjadinya pevsaingan tidak sebat antar Motaris dalam wengalonknn
Talissr va,

Haruf b
Culoug jelas

Humif'c'...
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Hurul'g )
Lalian Pengelanni Mol 3 dumal g,
Farf
Ll et Ponbelasan Pasgal 3 il 5.
Humf &
Lihi peapetasan MPassl 3 horl g
Huamf'f )
Culom jalus.
Haruf i
Cukinp jelis
Murulh
Lirampan nemgudh “MNedics Pengpanty™ Berlaku ok Nolas vang
belum mienjalonkan  jabatanama, Motaris Yang sedange menjalani
cudl. ddam Motars vamg dalsen proses piodshwibayal  jabanonya,
Harul|
Lukugp felas,

Pusal 18
Cukug jelas,
Pasal 1%

Ayat{l}
Dremram hamie menspin v salia kaslor, berart Notans dilarang
motpanyal kintor Cabang. perwakiinn, dan‘acsn bentus lamnya

Myt {2}
ki Mot sedopei-dapotny dilaogsunghon i kndor Motans
keguah pémbuitan ok li-akin feroni.
Prsal 20
Ayt {1}
YWarg dimaksud dengan “persenkntan pendnta® dalam ketemsuan mi
adalal kKanor bersaimn Motaris: .
Ayt {2}
Cukugp pulas,
Ayat{3}
kg jelas
Pasal 21

Fommasi sdolsh Eebatishan akan pesigisian jabotan Molons;

Pasal 22
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Pazal 27"
Kelentign  menpenal  Formast Jabalan Motans berlaku Bk uslok
penganghatan petnma kali maupun pindah wileyah jabatan Moz

Pisal 23

Ayaryl)
Do jelas

Apatiz)
Yanp dimoksidd derpon “ksbuparen mad koth dergein” -dalam
kefenmuan  mi adslah ksbopaten ot kata  Tempal  Nolars
melubsanokan  (ugey  jobaton Mol Cpode sanl  pengajum
pomiohoniar pidals wildyah hatan Notans.

Ayt {3}
Yoanis dinaghsod demgin “rebomendiss” dalom Kelemtasn i Banya
- menvangkul kimifite sus prosiasikerje Nodaris,

Avaidp
Cukigy jelas

Ayut{5)
' Cukug jelas,

Pazal 24
Yuny dimaksud devgan “keadum tengitu” antam lain Korena besicann
alar, keamanmn, dkin hal Bireva menuml pertimbangan kemanisasaan.

Pusal 23
Cukig jehis,

Pasal 26
Ayt i1}
“Penpambilan oyti setiap when'™ dalam oyat o tidak medgorangi kal
Motagis aniuk shengambil cotl lebeh dirl | odsana) kadl  delam 1
) (1o b 1ok,
Ay |2}
itk pelas,
Ayat iy
Cubup jolox,

Pasal 27
Cukup jolas:

Pasal 3%
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Puzal 28
Yang firnakiud denaan “keaduan mosdisak” adakah apabila ccarng
Muoirs: ek mempuaysl  kesemparan  mengajukan permehonsn - ¢
kasena berlinlaagan semeniara.

Pasal 20
Ayatil}
Harufs
, Cuakup jetes
Fluinif &
Cukup |ekas
Hiarwl ¢
Doy yang menduokung Notaris Penggann aidalnb
sebagai ekt
1. fedokopi iuiesh pafing rendah sorja bukum vang
ciizshken olch pergunasn nnger vise berimeRatm;
2 feackiopi karm tanda pencuduk yang disshkan aleh
Mol
X fotokopi akta kelnhiran yong disshkan ol Notaris;
4, Ieickop akia peciiwian Bagi yang sudah Kawin waig
“Eimehkan nleh Notanis:
8 -sannk keteramzan kelakoue badk glan kepolisian: schemgpat
fi, surul keteramgan sehat dar dokier pemerinta;
T, paadfdo teshani berwsimn vkumn Y4 om soharak 4
{empar) lembar; dan
B daliur piwiaval hidug,
Ayal {2}
Cuikug pelas
Ayat £
Cukin pelas,
Myar {4}
il pelas

Pasal 30
Cudam pelas:

Pasal %1
Cukup iclas,

Prasal 521
Cukim jelas,
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sl 33
Cukup jelas:

Pasul 34
ik belas.

Fasal 35
Ayt 1}
Cudim jeliv:
AyaL{2)
Cukug pirlas,
Ayt £5} )
Culkig polas.
Ayt {4}

Relatadkan ketertumm i, “Pejabal Sementars Motmns" hertampgung
Jowak wendin e stes Csemua  hol  yang - dilskukannya dalam
menjulankan s don jaltannye,

Ayar (5]

Crki jelas:

Pasal 36

Aym{ly ,
Cubai jelis

Mgt |2}
Cuboug joles

Aoyl (3]
Cuikeug jelax

Syt {43
Akl yang mermpanvai funpsi sosial, misalnye, akin pendirian
ymasan, akin pendinan sekolab, picia mesh walkaf, akn pendirion
etk dhendad. anaw okt pevrdirian nifnak sk,

Pzl 17

kg jelas

Pazal 38
Ay}
kg felus
AT
Cukup folas,

Aval (33 ...
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Ao (3
Huruf a
Cukng pelos
Hurufl'b
Y ang dumaksid dengan Redudukan bermindal penghadap™ adalsh
chisag Hokins bertisakibk,
Huaruf o
Cukug felos

Harild
Culug jelas

-Syar 4y
Cukug jelas

Lukug felas,

Ayati5)

Pisal 3%
Cubug pelus,

ikal HE
Cnkugm pelas.

Prasal 4 _
Crideup jo s,

Pasal 42
Aymtd 1)
Uikt peclas
Ayut ) )
Yanp dmaksud dempin Cdigans” dalam ketensmn mi sdalih
untmk mexyutakan hahwn niang saie sels kndong dalam ok ndak
b igmsdoan lag,
Ayt {3}
Crikug pelas.
Ayargd)
Ol feliss,
Pasal 41

Axaryl}
Babuza [ndowesin yorg dinsskzsal dulsan Kesontuan ini edalab bedin
b v dunduk pads kaidal bahass ndors-sia yaig ik,
Ayt §2)
Culoup las
Ayut (...
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<A
Aya i3}
Yang dirmakand dengan perencnab resm’™ nfalah petericmah
yang disumpah
Ayutid)

¥ing dimaksu dengan pihak ving bokepenmmzan ™ adalak
prenahad gy atau pelak yange dwakili alel peaghadap

Ayat {3}
Culom jalus.

Prisal 44

Cokup pelas.
Paszal 45

Culog jelas.
Pasal 46

Culog jelas
Pasal 47

bl golas.

Trasal 48
Cukimg felis,

Pasal 49
Cukup jelas.

Fraal 0
Pasal 5]
f5usal 53

Culkop jelas:
Pasal 53

Clickup pelas.

Prasal 54
ki jelas,
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Pozal 55
Cukigm jelas.

Pasal 56
ek felas:

Pzl 57
Cudous fiolus,

Prisal 54
Cukup pelas.

Pazad 9
Cukoug jelas.

Pasal Bl
Culosg jelas.
Pazal bl
At ] b
Yoang ditraksud devgan “ 15 (Hina belas) ™ odalab ditiung das
tamggnl | sumpad doayen wnggal 13,
Ay )
Cilam jelos

Pasai 62

Protoleod Sotaris ferdin: atas:

i i Ak

b bakoa dafur okin otau reperforium; -

¢. bk dabarakia di bawah ngan vang perandion ginannya dilakukan
dli hadapan Notsris atau akm i bawabi tanigan yang didafiarn

i ko difiar pems paphalap sl klagpei

g, haky-dsfur probes;

i, buki daivar wasis; dan

g bk dafbar Bin yaog hiius didimpen oleh Notaris berdisarkan
ketentuan peraiuran peruislang-andsnpan,

Pasal 43
Crekougy jelns,

Pasal i
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Pozal &4
Cukigm jelas.

Pasial 65
ek felas:

Pasal 6
Cudous fiolus,

Pasal a7
Aoyl (1)
Yang dimaksed depgan “pengawasen” dblarn kelenmosn (o
termasuk  pemhinaan vang. dlakokan pleh  Menten serhadap
MNoizfss
Ayt {2}
Lukugp felas,
Ayat (1)
Huruf a
Unsr pemerintah ditentukan oleh Menari
Harif
Culip elas.
Huarul'«
Yang dimakeod dengan “abliaksdomizr dalam ketewibun
i acdalaty ahbiiakadensisi di bidang hokom.
Ayat i4)
i

Ayl {5}
Cukim jelas
Ayat(5)
Cukisp felicé,

Pussl 64
El.li:l.q;l-j».-_lu.

Pasal 64
Cokop el

Pasal T
Hunl s )
Culbasg jelus,
Huruf b
Ol felos

Hemfo ..
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Hurul ¢
Cuikug pilas,
Farufd
Cukiug jolis.
Haml ¢
Uk jelas.
Haruff
Cubasp jolas.
Haruf ¢
¥ ang diaksud dengin “lagorin dan siasyarakat” termask
lapomn den Notaris Tein
Huruf
Cokig jelns
Pasal 71
Cuhum jelus,

Pisal 72
Cubug pelus,

Pl 73
Ayat (1}
Lukum pele
My 42}
Yani dinakiant dengan “hemifin final™ adalah menoikat dan ik
dupat diajukan bapding kepada Magels Pengaivns Pusi,
Ayt 3}
Culkug el

Posal 74
Cukumn jelis,

Fazal 75
Cubamp jelns,

Pasal 76
ik el

Pasal 77
Crdug jelos,

Pasal T8
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Pozal 73
Uk jelas.

Pasal 79
ik delus:

Pasal 20
Cudous fiolus,

Prisal 21
Cukup pelas.

Puazal 57
Cukoug jelas.

Pazal ¥1
Culogp jelos;

Pasal B4
Sanka yang tikenakan kepada Mesans berlaka jugs bagr Seotans-
Pengganti, Notans Pengganti Khess, don Pojabar Sememam Nowaria.

Pusal 25
Crkig pelas:

Pastal 86
Cukoip jelas.

Pusal 87
Crukam pelis,

Pusal 58
Cubamp jelns,

Pigal 33

Cukig felus:
Pasal 90

Crekoug felns.

Paszal 1
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MMHEPLM INDOMNESS,
| NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAMAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YARNG MAHA ESA

PRESHIEN REPLUBLIE INCONE SIS,

Werwrbiaig

b Dafnen Mogan Repabll Inckests sl teg i bl Derdasetan Pancsia den Undarg-Linduny
Darsar Megons Fopubis, ndongsia Tatunm 1945 mecjemren kopastian, kelodoan, gan porincingan fukum
b wetiap wargn nega,

b befrem untl reengamnin epestion. Kebardiben. dan pedinuurngan hukuom dilovien obe okl leruls yong
Baralal sdandl Mergedi perbontan, EERaR pehelapen, dir oainen ikl g digoal o
hadnpan Aau choh pojobat yang berwenang;

& bafves Molane sehapel paiabal L yang menjalankan profes: calarm mem berken |ase hok e kepeds
masyarakal, parks mendanatkan pecindingan dan jamnan ey tcapasinya kepastian ukum;

f hathen babermna katentian calam Lngeng-Lindang Mamar 30 Tamn 7004 tardang dabatan Molaris sidan
mmmpmm-wmmmmmmmmwmumm

E mﬁhﬂﬂhhm iﬂmﬂﬂmw-w;mqmmi
fariy membeniuk ndang-Lindang Preutanan mas Urdang-Ureang Momne 30 Tarom Pood
lerdnng Jabatan Hetars:

Mgt
1 Pl 27 dan Pasal 21 Lnddang-Unindng Dovesr Misdars Rigablik (pocessin Tt 15

2 MMMWTMMWWMMWWWIW
Tiafran 2004 Pocenw 117 Taenbitan Lembaron Megara Regrldk Indowres Memar $432)

Banfran Porelujun Sersaira
DEWAN BERWAKILAN FAKYAT REELSL INBORESN
i
PRESEIEN REPLBLE IDONESA

REMUMTLESCAN:
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mm TENTARG PERUBARAN ATAS URDANG LUNDRMG NOROR 30 TAHLN 2004 TENTANG
JARATAN ROTARIE.

Pasall
Beterapa Momar 3 Tahun 2004 lentang Jabatan Mot

Saniven dalam Ldang-Urdang {Lembaren &
Reéaubty ncknesia Tahun 2004 Homir 117, Tambehan Lemberen Megers Republis indonesls Kovor £433)
Hubat SEDAgAT Der il

1 Welamuas Panal 4anghn T, asghi 2, argia 5. angia S snglur 7. sngha B, anghs 5. angia 10, argda 12,
amgka T, panangia 14 cliban, sats anga 4 dhagus sehingna Pasal 1 pecburyl sabagai bankut

“Pasal 1

Diakan Lindang-Linetang ini yeng dimaksud dergan:

k13

11

"
T

14

Mo s adaiah pejnial omony yoog Bersnneng otk mermboal skt sulenhk dan memidy

e rEng 0N My sebeguEming ekt delar Urdang-Unders i ol beolasahi wding:
e .

Pagadritl Semerars Nowis adelah secrang vang wnluk semenlatg meryatal peiag Nolais unlul
menjslankan jpbaten der Rolars yang meninggel dunia,

Molaris Penggant adalsh soorong yang unbus ssmanlarn diangkal sebagal Selark. ok
menggnnticen Notaris yang sedang cul, sexit, sy untuk semerans berhatngan
Anatartya dsbagsi Nolbars

DHhapus,

Crparisas| Matars adalab orgarieas protesi jabiatan Motiris yang berbentil perkumpadan
meiddan Fuauen

fnjols Pargawsas Motars wng selaojutnyn dissbul Majeln Pongawns adalah sualu badan yang

TVl kewenarnEn dan kevwajban unhul metshaanshan RTINS dan pengawasan
trriadap Notars.

Alta Mola'ss yang selonfulisgm disshul Axts scalan akia pubonik yang dibusl ol s & hadapan
Motaris monot hentuk dan tata caen yang ditolapkan dolam Undang - Uindang ind.

Al Akia edalah ast Akl yeng mencomturkan tando tengan pana penghadap, saksi, dan
Holaris, yia ddmﬂmhﬁu‘lﬁnﬁdﬂhﬂﬁﬂuﬁ

Salinar Akln acan safinan kaln derr ksl dari sefurh Akl dan peda bagion bawah sanan Akin

ercarham frash “beian sstages SALINAN yang sama Sumins’.

Futinan Akt sosisn kulipsn ket demi kals dar et alag baberaps bagien dar Akka dan pads
nagian bareah Mlinan ARG tercanbum Iras "Hiberken selhagal KUTIEANT,

mmmmumJMmMunmmmmwmmm
wnlmum mvm»:mm WG TIOLTYS KRkiiatan

memmmmmmﬂgmmm
HabupateniKota

Pyotoknd Wogarrs adola b oumpulan dolLrmen yang Merupakan arsp negars yarsyg hans dsrgan
dafy dpssiihgicn olon mwwmmm

Menien adaksh ireslen yang menmrpaiengizaakan wusan permennlahan o dang hukum.®
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“Pasal 3

Syarat ik dapat dardi fmen|adi Moty debagaimana die ks datam Pasal 2 sk

C R R -

warga migrra Indonesia;

Snfiakwe kipacda Tuhan Yang Maha Esa

Barumr paing sedil 17 (dus puleh it ehr;

sl Eani don 157An vy ditalaksn deraan el Kelerangen senal dan BoRde 1 pakister,
terijazsh sansn hukum Gen ks jerigeg sk dul kerolaretan;

ek Bl s, i (REAE TOCer. [EERN | e, ﬁjj-ﬂw.ﬂumm PRTATT
jnatar: ain e aled undarg-ordang dilamarg cruk drarmkap dengan jabatan Motars dan
ticla; pornah catuhi poana penam berdespran putugan pongadlon. yang delah memrponodeh
tﬂmmh#unhu:hmunuhhﬂnﬁﬁpﬂumwmwmpﬂmm&nﬁ
{lirera) Lanun atag kb *

3 Wetentoer Passl 7 diobal selinga Serbuny setug betikut

(1

“Fasal T

Dalam: wakku paing lnmbal E7 fenam puaiung has seehiurg sejak mnggal pengamiian suraahjang
[t Polans, yang e anghutas wejin

8. merjniankan jabatannya dengan nyoain

o WMMmmw}wmmhmmmmmn
Mokans, dan Mapedis Pengowas Daemh;

£ mmmkﬂm ooninh fanda langan, dan parad serin toran cop alais siemped
fahatar Wobiris: bansarms mersh kepada Meabid dan pechat Ik yang berctarggling javwak o
iclaing paTanahan, Crganisisl Reans, Haton Paagackian Negen, Maghs Pangasas Doeral,
wartey hmﬁ'ﬂ'ﬂl:;:ﬂdlmhmnthllﬂat

Hﬂﬂ:mww:m hrm.kn.dpnd.n-ng.nl 11} diapsat koo sanks
e

pomioorhention semenlir;
pamoarheniian dangan hormat st
pesmiarhamian dangan tidak normal”

o om

o

4 Wietnotian Passl 9 ayal (1) bund o dubah dan dilamiaah 3 (satuh bl yaknl hunsd e setingga Pasasl 8
bty sty Bkl

“Pasal B

s
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1] Wotae diberfrantikan semenizen do phalammyo kerena:

e proses peslE ol penundion beweglan pernisyanan wang:

‘s o Bawah pRNgETERIAT,

sk it atan et
wmpmmmmmmmwﬂ;m;

BoACmE

B p;ﬁ-qm#niﬂqupum

{31 - Gebetum pemberhentizn saonantara mmmmmmmmmmm
Fessmpatan pniLk membela tin o hadapan Majels Pangawas secarn bareriang,

i3] Pamonrbaeiian semaentam Motans sebagasmana dimaksud pads oy (2} allacicen olah Merdon
Bt iyl Magalis Pasavwas Posl

191 Pembethontian ssmentara bendasarkan alosan sebagsmana dimaksud pada ayat (1] burof © dan
frisul o Bbelihy pale Lo B jera) bibin

B hﬂmﬂmh‘mﬂwﬁmww.mﬂmu:
“Panal 11
(1) Medans yang dacgkal miniadi pejabal Aiiana waijis mengaribl i,
it negsrs.
1d] - Ketemar ebih ianjut mengenal cull kolsrs sehagmmano dimatessd pada-ogol (1) detar dengan

G WabanliEseyae () dan ayat 2y Pasal 15 dubal sehingns bamuny sebagai bedil’
“Panal 15

{1}  Natana Wmﬂmrhd#ﬂnnuﬂj.mmmmm meTaryian, Gan penctogn
mmmmmmmmmmmmmmmmw
yang dietapkan oieh uncong undong

1] Selain kwenangan sebagaimans dimaused pace eye (1), Nolerts Duwenang pun

B engesnlkan e Ieagen Gan mensiEpian Leastian (Hr0a SuEl ol tawih 1Eagadn
derrgan meandaitar dafam buky Pusas;

[ masenibik D S4ra ol haveah fegan dengan mendafiar dalam Bol khisys;

[ amibunt Ko darl tsh sura o bawah tngan Sensa salirgn yang mariol irsian

B eolihidar pag st hspoookan dolobopi dengen winel o,
e memberkon penyulihan um sehubungan dengan pemibualen skl
. membuat dkia yang berkatan dengan peranaharc ate

L
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KT An g diatlr dalie) poraiunnn parannng-uniErgan.

T HKalentuan Pasal 18 dishah sehinggs betumd nebag) beriil

“Pasal 16

i1l DBatsm merplinkan @hmsancsya, I'i:hnlwd.h'

i

b

n

IEsaTHNGEA T, p.l.lrmnml manatte, Helih Bairperid, dian maniaga. o itagan pihiak
warg Mrsast dofarn perbualan bk,

Wh%mtmmmmmhwmﬁw

rrieduian surnl cdan dokuinen sers s i penghadup pads MutaAkly,
nmm-ﬁnpwr-mmdmhmwaahmmﬁnﬁummnm
miEsan unluk menclake

Maranasiakan sagals stauatu menganal Akta yang dibuattys dan seqai keterangan yang

e iah furd pesmbsaEan AR sk dengan SMEahET abetan, Kecial undsag-bndang
rnerbacn Ty

il At yaing ckbuatmya dalam 1 (sab} udan menjac bl ang meaimis tiak lahin dar
50 (lima puii Akta, dan fka fumish Akl tdak dapal diiuat daiam sota bida, Akla terpatid
chazal dijlid macjad lebil dar 25 Buku, mmmmum botar, dan b
pemELRANTYR pacda sampul setiap buky;

rmmicuaE datiar dari Akl protes lernadap tidak dbayar st mmm
SATE i,

rmangiremkar dafiar ARk sahsgamans dndiold dabem fumil | atau Gafter nilil vang
BarhenasT dangan wislat ke punal dafta wasal peda s merienan vang meryeleggacaken
Liriar pmarrtahan o bidarg bk dalam wakii B (iral hasl nads mirggu pertima

‘REEAD ik berkinr

remsne ATAF cakan recEnnnLm Wnggal pangiriran daftar wissar pac sesan akhi tulen;

FuAne] g i glaning dituliskan raman, jabetan, dan Wempal kecadukan yang
boEangatan; '

s becnican Alkta o kadapan ponghosdnp disngan cihacin ooy puling socdl 2 fidua) orang
sk, a4 {empall oreg dake! Khumus uniuk o alan Akt wnsts) 3 bl mngan, it
chtandalangani padka sRat s [LoE ok pencfiadap. sads dan Motans) dan

PR Y MBLER CRlnh Mokt

(2] Kiwupbe menyrnpes Mmuta Akts seboguiima dirusoud {11 Pruud b thduk Berksh,
i higl Notars mengeaarkan Akia in orginag, T

i3] AR i ofgingR nebagamana & makeud pada syal (2) meleul

firl 3
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LY

{42}

(13]

B o

Auts pembavaran uang Sewa. bBanga dan peraiun;

At panavearsn pambayaan nal

Akl protas teehadan lak dibayamyn st lidak disimanys surat bertanga,
Wil ks,

B, .ﬂ.h.llhﬁ'-whnpulih-::dm

o Akra kainnya sAsiA dangan ketertuan faralTAR perundang-undangsn

it i CrigEai BebagaaTang Smak g pads Syl 25 el dEasr e dan 1 () rancha,
ditardatargan pada waikdu, h-ﬁ.&,mhmmd-w kﬂmiumpﬁﬂlp:ﬂﬂam
kala-kema “BERLAKL SERSGAN SATU DAN SATU BERLAKL LINTUE SEMLIAT

fuicda in origre pmmmrmhﬂmtﬁ}mmhm hﬂndﬂltﬂh.ﬂ.

cakaim 1 peaitu racigieags

Eﬂﬂ#dmﬁmnpﬂu!ﬁqbﬂ:rhqnﬂun |t11d|:u|;|'pld.uapl|1kl'u1i'rd|'lclqi|n'1

dingan Forpluean Mgnlon

Fembiaani Akl selmagarnann @rioud pods il 1) hiund m ke wajit diakikan, |k
manghendaiki ager Ak bdak dnacakan Kans penchEdap wish membeca sendel,

peanghEcan
rangetanul dan memahamd isrye, Sengan Relemuan Beiraa mal tesebor-dinyetaban dalam
pernilup Ak mmumwmmmwmmm cla Paokiels,

Kptentuan asbmgarnars dmaissd pada ayas (1) diksamiikan larhagap pembacaan wepai Alea,
komgarasi, perjelapan poush ARA secira Srgioal 087 jalis. seria pewiup Lkis

Jiin saiaf sa sparal sebagoimana dimaksuc pada ayat (1) hunf mdan oyl (T ok diponits,
Biia yan BERanGRLLEn FAmyE MmNy Kekiaakan pembodian-salacsi #0a o bewah Brgsn

Kebesrvd s maebongabmuine dimasud nada oyt (B) didak barlakil urhuk pembusian Altasasial

< haolores: yarg reolangar kolon e sohagaemana dimabsad pada syt | 1] hurel o' samgal dengan

twrul | gl dimrm S barup.

o, peEnngatan leruby,

b.  pomberheen semeniang;

. pembechaniisn dengan hormal dis

d  pemberhecten dengan tdak hormat

Selnin tkena sanks sebagaimang dmaksyd pada syat (11}, pelanggane torhadap keterfuan

Find 1bm{l]hn:|’;dﬂnltmbpdlui-amblg HEK Waireg rresrrd Sl merugiany e mencriul
pesgg R DR Gk r, oo s e e Solars,

Hﬂmwnwmwwwmmummn w:ﬂmﬁ
sErkA Upnapa perngaten et

8 [y ardacs Passl 16 dan Pasal 77 deiipkan 1 (sah) pasal yaand Pasal 1640 sefingga harbuny sehagai
e

(1}

2

“Pasal 184
sedang melskuen maganyg wajib melzksanokon kelsrioan sebagaimana
%Hﬂ-ﬂyllﬂbmu

Selain kﬂlﬂmﬂqﬂﬂ-ﬁrﬁqpﬂ“{ﬂ,mmejﬂhm“
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B mmmwmmmumu@mw
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Pasal 17

Mol dilemg!

manialankan mbatan di luar wiloyah labatannga

mﬁmMWMﬂmhwmmmem
yineg sah;

PIRACHAL RIDAGA PG TN nog:
ImarzngRan ahaian sehagal pejahal regara
P faban sobagai agvskal,

ey ap fabalan Seliea permImEn sty pegwal badan usahe mitk negare, badan ussha
rridix daaral oleu badan waaha s,

mWMmmwmﬂhTMMM Pajabal Lelang Kb [ di
lmr el kot

Hll'l-ldlin‘lﬁnmm

gl fcan pakaciann lain yang bartend angan dengan rorma BRana, kesuriaan, algu
Repatitar yang dapas mampengandi kebonratan dan marabal jabakan dolars.

holars yang melanggar kelentuan ssbagaimpra simaksd pada ayal { 1) dapat dienal sanks

BR R

pnngatan Wris;

P fiRiAn Semantara;
pamborhenian dangan kommar, alon
il Horllan deh{ns blak Pl

M Kalerfuan Pusal 19 dubuh sehinggs berbuny sebegal terkul

{1
=

il

4]

“Pagal 18

Netars walfl mampurya Rany satu <anton, yam: df temaat secudukanny

Tampat kadsduban Netars sehaga Pojabal Pamial Akta Tansh waj b mang o iempet

kniadican Monarts :

Rolars hdak borsenang socara bartond-muns dengan aban monjalsnkan pathalon ol koar lomoat

kedudukanma

Whmwmmmmmmmmmm
-

'8
b,
C

panngian ek,
pamberhenian asmentnna)
paTiberhentian dengan homnat; atas

T30
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1a.

14

do  pemberhertien dengan Gde horme ”
Hastaeuan (1) dan apat (7) Pansd 20 Autah senia ayal (3) Bhans sekirgga Pasal 20 barburey
snbagar bonkr:

“Pasal 30

(1p  Medons dops menjalonkan (ebatonnyg dsler benluk porscupan perdats dongan betap
rremperhabkan bemandinen dan ket dokberpiakan dakam menprankan jubakaonya

[2p  Bamuk persskitian perdpia sabagamang cimeksud pads aywt (1) dewr ciehpam Nolars
Mmmmﬂmw

{45 - Dehsapuis *

Hilerunn Pesal &1 deomoh. sohitijie beilamy sebuega) besiud,
“Pasal
(15 Fomast fabatan Motaris distapkan bardasarkan:
A krgialan dunia isaha
] niads gndadhul darsiai
o Enimeratn pamian Akl yong dibuod oksh daatog dhadapan hiotanes selap belon
[ Foresi Jebatan Mtars Shoagemara demaks.sd packs dyal (1] merupakan pedorman unituk
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(1] mmmmm-wmmmmmmm
sebagarians dirakeid pad myat (1) dan syal (2 dabe devgmn Peraluranilerisi "

Kabarmuan Pasal 47 damban § (sandg ayat, yakn ayat (4] eaningnn Passl 17 bertimyd Behags heei
 *Rasal 32

(1 Wotarss yarg renakokan cut waph mesyerafikan Prosio Sitars kpoda Notars Penggans

[2)  Nolaris Prergganl menyerahkar: kerrbal Prakol Notars kepari Nolars setekih cut berahtar.
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Hmmmmﬂmhm lau Gl (e pubdh) baei bemalung sejak ampsst Nolais
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